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ABSTRAK

Nama : Vania Nurjanitra

Program Studi  : llImu Hukum

Judul . “Analisis LayananAutomated Teller Machine Perbankan
Melalui Gerbang Pembayaran Nasion&latfonal Payment
Gateway)”

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMKupegtan salah satu alat
pembayaran non-tunai yang berupa kartu kreditulkantomated Teller Machine
(ATM), dan atau kartu debet. APMK hadir karenaidatnyamanan dan
inefisiensi alat pembayaran yang telah ada sebslamiKemudian, Bank
Indonesia menggulirkan gerbang pembayaran nasiataal National Payment
Gateway (NPG) untuk peningkatan efisiensi sistem pembayaital dan mikro.
Salah satu bentuk NPG ialah interkoneksi nasioaghrian ATM perbankan.
Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai bagsmaeraturan mengenai
APMK di Indonesia serta dibahas pula mengenaiajsidaik bagi bank maupun
nasabah, dari interkoneksi nasional layanan ATM baskan dan cara
penyelesaian risiko tersebut. Dengan menggunakaodeguridis normatif, hasil
penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa peratureengenai APMK yang
ada cukup komperhensif, yang mana mengatur mengespek sistem
pembayaran, kehati-hatian, dan perlindungan nasakialko bagi bank dengan
interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ialangenai kapasitas jaringan
operasional sedangkan risiko bagi nasabah, yaisabah tidak melakukan
transaksi di ATM, tetapi rekening terdebet; nasaivetakukan transaksi, tetapi
uang tidak keluar; nasabah melakukan transakapitbasilnya tidak sesuai; kartu
tertelan di dalam mesin ATMr,aud APMK, dan sebagainya.

Kata Kunci:
Hukum Perbankan, APMK, NPG, Interkoneksi ATM.
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ABSTRACT

Name : Vania Nurjanitra
Study Program : Law
Title : “Analysis of Automated Teller Machine Banki Services

Through National Payment Gateway”

Card-based payment instruments is one of non-cagmgnt instrument such as
credit card, Automated Teller Machine (ATM) card, debit card. The reason
behind card based instrument existence is becdude anconvenience and the
inefficiency of the prior payment instrument. THere, Bank Indonesia create the
National Payment Gateway (NPG) to improve the ifficy of retail and micro
sector payment system. One of many forms of NPGthe national
interconnection of ATM service in banking systerhisIstudy will explain about
how is the regulation of APMK in Indonesia and ithwalso explain the national
interconnection of ATM service risks in banking t&ys along with how to
overcome it. By using normative juridical methokliststudy gives a conclusion
that the current regulation about APMK is alreadymprehensive because it
stipulated provisions about payment system, prualeptinciples, and customers
protection in it. The risk of the implementation wational interconnection of
ATM service in banking system for bank is relatedits operational network
capacity and as for the customers, the risk isthelt be possibilities for error to
be occured in the system such as reduction of dstomers’ account even when
they did not do any transaction via ATM, the moegs not come out from the
ATM, result of transaction that does not match with customers intention, the
card stuck in the ATM, fraud in APMK, etc.

Key Words:
Banking Law, Card-Based Payment Instruments, NP/ Anterconnection.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem pembayaran merupakan bagian dari sistermgganadan perbankan
suatu negara. Dalam perekonomian, sistem keuangamipakan salah satu
bagian yang paling penting. Sistem keuangan adalatu sistem yang dibentuk
oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi lyarigitan dengan seluk
beluk di bidang keuangdnFungsi sistem keuangan ialah menyalurkan dana dari
pihak yang mempunyai kelebihan darsarglus of funds) kepada pihak-pihak
yang membutuhkan dankack of funds). Lembaga perbankan merupakan kunci
dari sistem keuangan dari setiap negara. Fungsnautperbankan Indonesia
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana maayafungsi perbankan ini
juga berkaitan dengan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan amantsdibgéuhkan untuk
menjaga sistem keuangan. Sistem pembayaran merumaksu sistem yang
mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, itsil operasional, dan
mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaj@ngesahan dan
penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhagjikan pembayaran
melalui pertukaran “nilai” antarperorangarbank, dan lembaga lainnya, baik
domestik maupun antarnegdreberhasilan sistem pembayaran akan menunjang
perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sefzatikiko ketidaklancaran

atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampaktifnpgda kestabilan

! HermansyahHukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group,
2009), him. 1.

2 IndonesiaUndang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992, LN
No.31 Tahun 1992, TLN No.3472, Pasal 3.

% Unsur kombinasi atau partikel asing harus disamgtpenulisannya, salah satunya adalah
kata antar- kecuali antar jemput.

4 Bank IndonesiaBank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia; Sebuah Pengantar,
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksent(BRRSK), 2004), him. 210.
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ekonomi secara keseluruhafPeranan penting sistem pembayaran dalam sistem
perekonomian, yaitu menjaga stabilitas keuanganpédmankan, sarana transmisi
kebijakan moneter, serta alat untuk meningkatkaisieglsi ekonomi suatu
negard Ketiadaan sistem tersebut akan menyebabkan kehanparus lalu lintas
dana yang akan menimbulkan kerontokan perekonosuiatu negara.
Sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengak égar sistem
pembayaran berjalan dengan lancar dan aman. Dinésilo lembaga yang
berperan dalam sistem pembayaran adalah Bank Isdorgalah satu tugas Bank
Indonesia ialah mengatur dan menjaga kelancaraensipembayarah.Dalam
rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem panalba Bank Indonesia
berwenang®
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izs pgnyelenggaraan
jasa sistem pembayaran;

2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayarank umenyampaikan
laporan tentang kegiatannya;

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Kemudian, sistem pembayaran terkait erat dengakepdrangan alat
pembayaran, dimulai dari alat pembayaran secara hingga alat pembayaran

berbasis warkatatau elektronik yang bersifat non-tuffaiAlat pembayaran

® Sri Mulyati Tri Subari dan Ascary#gbijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Jakarta:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPEK)0B3), him. 1.

®Ibid., him. 5.

" Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tenBark Indonesia menjelaskan
Bank Indonesia mempunya tugas (a) menetapkan dalaksaeakan kebijakan moneter
(b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pendrayey mengatur dan mengawasi bank.

# IndonesialUndang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN
No0.66 Tahun 1999, TLN No0.3843, Pasal 15 ayat (1).

°® Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia warkat addlalsurat (2) isi surat. Dalam
penulisan ini warkat adalah alat pembayaran beshiastas atau merupakan surat berharga yang
dikeluakan oleh suatu bank sebagai instrumen gerradana nasabah, antara lain cek dan bilyet
giro.

1% |nstrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi a@f#tspembayaran non-tunai dengan
media kertas atau lazim diselpaper based instrument, seperti cek, bilyet giro, wesel, dan lain-
lain serta alat pembayaran non-tunai dengan medita ktau lazim disebetrd based instrument,
seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM darinkain lihat Bank Indonesia, “Instrumen
Pembayaran,http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DB8AD5CC-E459-4FBYLEA-968617E4E260/
14131/Pengan tarinstrumenPembayarardpgiduh 20 April 2012.
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bermula dari sistem barter. Barter merupakan atahhayaran melalui cara
pertukaran, baik barang dengan barang, barang d¢asm, atau jasa dengan jasa.
Akan tetapi banyak kesulitan-kesulitan dalam sistarter ini, seperti kesulitan
memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satwa damnya dengan nilai
pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilalagamenemukan orang yang
memiliki barang yang dibutuhkan untuk melakukartdyar

Oleh sebab itu, terciptalah alat tukar lain yangjldi lebih efisien, yakni
uang. Fungsi uang, yaitu sebagai alat tukadum of change)'?, alat penyimpan
nilai (store of value)'?, satuan hitungufit of account)*®, dan ukuran pembayaran
yang tertundastandart of deffered payment)**'® Penggunaan uang sebagai alat
untuk melakukan pembayaran telah dikenal luas datasyarakat. Uang adalah
alat pembayaran yang s&hAlat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang
kartal'”. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kareahiliki kendala

' Uang merupakan benda yang dapat digunakan sebagpeaukar, dengan uang sebagai
alat tukar seseorang dapat secara langsung meankadng tersebut dengan barang atau jasa
yang dibutuhkan kepada orang lain yang menghashbkaang tersebut arau orang lain yang dapat
memberikan jasa tersebut lihat Solikin dan Susedang; Pengertian, Penciptaan, dan
Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebankdant(&P SK)

Bl, 2005), him. 2-3.

2 yang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpeiayaan yang mana manusia
adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyirkpkayaan lihat Solikin dan Suseno,
Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), him. 3.

13 uang merupakan satuan hitung yang mana tukar-naerddn penilaian terhadap suatu
barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dangang pertukaran antara dua barang yang
berbeda secara fisik juga dapat dilakukan lihatkBotlan SusendJang; Pengertian, Penciptaan,
dan Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebankdantra
(PPSK) BI, 2005), him. 3.

* Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjanmingam; uang merupakan salah satu
cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjameaseleit lihat Solikin dan Susenbang;
Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan
Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), him. 3.

5 Solikin dan Suseno,Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam
Perekonomian, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebankdant(RPSK) BI, 2005), him. 2.

®Indonesia,Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang No.7 Tahun 2011, LN No.64
Tahun 2011, TLN No.5223, Ps. 1 angka 2.

" Uang tunai disebut sebagai uang kartal. Di Indizneiang kartal adalah uang kertas dan
uang logam yang beredar di masyarakat yang dikenadan diedarkan oleh Bank Indonesia yang
berfungsi sebagai otoritas moneter lihat Solikin usenolJang; Pengertian, Penciptaan, dan
Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebankdant(&P SK)

Bl, 2005), him. 11.
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dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karenayli pengadaan dan pengelolaan
(cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhituagkn-efisiensi
dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika menungglakakan pembayaran di
loket pembayaran yang relatif memakan waktu culaupal karena antrian yang
panjang. Sementara itu, bila melakukan transaké&andgumlah besar juga
mengundang risiko seperti pencurian, perampokanpdenalsuan uany.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesdd g¢an sistem
pembayaran dalam transaksi ekonomi terus menggbemibahan. Kemajuan
teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peraaag tunai ¢urrency)
sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaratunai yang yang lebih
efisien dan ekonomiS. Selain itu, atas ketidaknyamanan dan in-efisiensi
penggunaan uang kartal maka Bank Indonesia beatiisiendorong masyarakat
terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai a&ssi cash society. Alat
pembayaran non-tunai terbagi atas alat pembayarnbasis warkat dan
elektronik. Alat pembayaran berbasis warkat, yaegl, bilyet giro, wesel, dan
sebagainya. Alat pembayaran non-tunai berbasi¢retek ialah alat pembayaran
dengan menggunakan kartu (APMIdternet banking®, phone banking™, mobile
banking®, dansms banking®.

APMK merupakan salah satu alat pembayaran non-tugang
perkembangannya pesat di masyarakat. APMK adalah pmbayaran yang
berupa kartu kredit, kartdutomated Teller Machine (ATM), dan atau kartu

'8 Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran di Indonesitig://www.bi.go.id/web/id/Sistem+
Pembayaran/ Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Seldiasduh 7 Maret 2012.

9 Bambang Pramono, et al., “Dampak Pembayaran Tlediadap Perekonomian dan
Kebijakan Moneter, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-45@F-23-3FOE10D3
BEOC/7859/LCSPereko nomian.pdiunduh 19 Februari 2012.

2 Layanan untuk melakukan transaksi perbankan nidataputer yang terhubung dengan
jaringan internet bank.

L Layanan yang diberikan untuk kemudahan dalam npeilian informasi perbankan dan
untuk melakukan transaksi keuangan tidak tunai lonetepon.

2 Layanan perbankan yang dapat diakses langsunglumédepon selular/handphone
GSM (Global for Mobile Communication) dengan menggunakan SM31¢rt Message Service).

% Layanan informasi perbankan yang dapat diaksegslarg melalui telepon selular atau
handphone dengan menggunakan media SNBBoft Message Service).
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debet?® APMK dapat mengurangi risiko yang terdapat pad# pembayaran
tunai dengan menggunakan uang, seperti transakgj yeembutuhkan uang
dalam jumlah yang besar, selain membutuhkan tenym terdapat risiko
keamanan dalam membawanya. Oleh karena itu, dibhasirana pengganti uang
tunai sebagai sarana pembayaran yang dapat menkamsegala risiko dengan
tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sentirAPMK utamanya diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2@08ang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kagno BBI Nomor
14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11RHI/2009 tentang
Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran denganddeagan Kartu.

Salah satu alat pembayaran berbasis kartu yangingemtan terus
berkembang dalam sistem pembayaran adalah kattmated Teller Machine
(ATM) yang transaksinya dilakukan melalui termielM. ATM disebut pula
sebagai Anjungan Tunai Mandiri di Indonesia. Daridasution, selaku Gubernur
Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa saat ini jupégthegang kartu ATM di
Indonesia mencapai 61 juta kartu dengan volumesaiesi rata-rata Rp 7 Triliun.
Sementara itu, jumlah penerbit kartu debit dan ASavhpai November 2011 telah
mencapai 98 penertit.Pelayanan yang diberikan ATM, antara lain menaaikg
tunai; mengecek saldo rekening; melayani pembamanya, seperti pembayaran
listrik, telepon, kartu kredit, transfer uang, dam-lain. Jaringan lokal ATM,
yaitu Link (PT Sigma Cipta Caraka), ALTO (PT DayatiNork Lestari), ATM
Bersama (PT Artajasa Pembayaran Elektronis), ddNIRRPT Rintis Sejahtera).
Jaringan internasional ATM, yaitu CIRRUS, MAESTR®astercard Electronic,
VISA Plus, VISA Electro. Keuntungan dari adanyatkaATM, antara lain
kemudahan untuk melakukan transaksi, lebih amagnkatidak harus membawa

uang tunai untuk melakukan transaksi, lebih flefsijimng mana dapat menarik

#Bank IndonesiaPBl Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11
DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 3.

“Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hif. 17
Fajri Galu, “Transaksi Nasabah via ATM mencapai Rp Triliun Per Hari,”

http://pasardana.com/transaksi-nasabah-via-atm-apamncp-7-triliun-per-harj/ diunduh 8 Maret
2012.
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tunai di ATM, dan leluasa yang mana dapat bertsidapan sajas sekalipun hari
libur.?’

Terkait dengan perkembangan layanan ATM di Indengsda tanggal 16
Januari 2012, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) ddnBank Mandiri (Persero)
Tbk. (BMRI) meresmikan kerja sama layanan ATM (iktemeks?®). Sebelumya,
kedua bank telah membuat kesepakatan tentang onikki jaringan ATM ini
pada tanggal 11 Oktober 2011. "Tarik tunai, ceki@atlan transfer kini dapat
dilakukan nasabah Bank Mandiri dan BCA di 8.000 ABKIA dan 48.000 ATM
yang berlogo prima,” ungkap Direktur Utama Bank Bian Zulkifli Zaini di
Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (18123*° Terhubungnya
jaringan ATM ini akan memudahkan nasabah dalanmrdesaksi dan efisiensi
dalam berinvestasi. Interkoneksi ATM ini juga mekan implementasi
komitmen BCA dan BMRI untuk meningkatkan layanapdaa mitra kerja dan
nasabahnya. Selain itu, interkoneksi layanan ATMABfan BMRI merupakan
langkah awal Bank Indonesia mewujudKdational Payment Gateway (NPGY®.
Sejak 2001 lalu Bank Indonesia mulai menggulirkarnierkoneksi sistem
pembayaran secara nasional atau NPG, namun atdaitk sentral ini belum
terwujud hingga kini. Interkoneksi BCA dan BMRI imemberikan angin segar

bagi perkembangan NPG.

" Bank Indonesia, “Mengenal Kartu Debit dan ATNhftp://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/
BBE21279-B059-4C04BBE8SE2D58360DB06/1465 /Mengendi2ebitdanATM.pdf diunduh
26 Januari 2012.

8 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interkoraglalah hubungan satu sama lain.
Interkoneksi ATM akan dibahas lebih lanjut di Bab 3

% Herdaru Punomo, “Nasabah BCA-Mandiri Resmi Bistin§alransfer via ATM,”http:/
finance.detik.com/read/2012/01/16/105128/181628&&sbah-bca-mandiri-resmi-bisa-saling-
transfer-via-atmdiunduh 29 Februari 2012.

% NPG merupakan lembaga yang melaksanakan fusagsthing, kliring, dan setelmen
transaksi pembayaran (khususnya ritel secara elegjrmelalui berbagalelivery channel bagi
seluruh industri penyelenggara sistem pembayaramdbnesia lihat Bank Indonesi®aftar
Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), him. 88 dan
akan dibahas lebih lanjut di Bab 3.
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Pengembangan NPG dilakukan untuk peningkatan edisiesistem
pembayaran ritel dan miktb®®* Menurut Kepala Biro Kebijakan Sistem
Pembayaran Bank Indonesia, Aribowo, NPG merupakearalkpembayaran yang
mana APMK, mobile banking, internet banking menjadi satu kesatuan yang
diharapkan bisa direalisasikan di tahun 2013. NP&upakan suatgwitching
nasional untuk berbagai transaksi antarbank yatakukan melaluifront end
delivery channel®, sepeti ATM, EDC, internet, telepon, dambile payment.>*
NPG juga merupakan salah satu langkah Bank Indarggsia antisipasi krisis
global.

Oleh sebab itu, salah satu cara dalam rangka pearefdPG ialah dengan
mewujudkan interkoneksi nasional layanan ATM. lkéereksi nasional atau
national switching layanan ATM merupakan interkoneksi ATM seluruh
Indonesia. Efisiensi nasional ditekankan pada pabgegan NPG yang ujung-
ujungnya untuk saling menghubungkan sistem pembay&PMK di seluruh
Indonesia®® Dari segi teknologi, interkoneksi ATM bukanlah hgdng sulit.
Pemain atau penyelenggara dalam industri kartu Arivharus membuka diri.
Bank Indonesia menginginkan agar perbankan melapadieinginan dan
kepentingannya sendiri guna interkoneksi perbamieesonal sehingga penerapan

NPG akan segera terwujud. Bank-bank cenderung Haertalengan jaringan

3 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mikro ad#idh kecil; tipis; sempit
(2) berkaitan dengan jumlah yg sedikit atau ukuyang kecil. Instrumen pembayaran mikro
didesain untuk melayani pembayaran yang bernilagaakecil dengan frekuensi penggunaan
yang tinggi dengan proses pembayaran yang sangat.cRitel dalam perbankan umumnya
bernilai lebih besar dari pada mikro. Sistem perabay ritel dan mikro, seperti pembayaran
berbasis kartu dan pembayaran menggunakan uartgoeligkyang mana transaksi yang dilakukan
bernilai kecil.

%2 Bank IndonesiaLaporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank
Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008,
(Jakarta: Bank Indonesia, 2009), him. 38.

% Front end delivery channel merupakan saluran atau media yang dapat digunaliedin
nasabah dalam melakukan transaksi keuangan sepertithe counter (teller), ATM, EDC,
internet, telepon,mobile phone dan lain-lain lihat Bank IndonesidDaftar Igtilah Sstem
Pembayaran Indonesia Tahun 2011, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), him. 82.

% Bank Indonesialaporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank
Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sstem Pembayaran 2008,
(Jakarta: Bank Indonesia, 200B)m. 44,

% Bank IndonesiaMenguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian, (Jakarta:
Bank Indonesia, 2012), him. 22.
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ATM-nya sendiri atau dengan kata lain enggan akkamya interkoneksi nasional
layanan ATM karena pendapatan yang didapat darsakesi ATM yang belum
terkoneksi cenderung lebih besar. Menurut Maulénahim, dengan interkoneksi
antarjaringan ATM, efisiensi dan manfaat yang daddpbih besar dibandingkan
dengan manfaat satu perusah&amterkoneksi nasional layanan ATM akan
meningkatkan volume dan kuantitas transaksi sehinggndapatan non-bunga
(fee based income) dari ATM tidak hilang. Interkoneksi nasional lanygan ATM
akan menghasilkan sinergi yang manjadikan perbankasional mampu
menghadapi serbuan perbankan asing dan banyaksghalayang bertransaksi
melalui ATM akan meningkatkan pendapatan. Dari smssabah, interkoneksi
nasional layanan ATM akan memudahkan transaksbigm transaksi akan lebih
murabh.

Selanjutnya, Bank Indonesia sedang mengkaji modelg ytepat untuk
interkoneksi nasional layanan ATM ini. Terdapat dadternatif bentuk
interkoneksi nasional layanan ATM, vyaitu menggalkamg (merger) semua
perusahaamwitching atau membentuk suatu perusahaan baru sebagasgbaan
superswitching’. Otoritas monetéf, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, juga
harus terus melakukan kajian untuk mengukur damptdrkoneksi nasional
layanan ATM ini. Sejauh mana keuntungan yang dipbralari program ini,
seperti menurunkan biaya transaksi melalui ATM s&draya menjadi
pertimbangan yang serius.

Selain itu, dalam program baru terkait perbankanerdapat kemungkinan
masalah-masalah yang akan terjadi dari pelaksanagnkoneksi nasional
layanan ATM ini. Terdapat potensi kerugian ataukoisyang mungkin terjadi.
Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinyatsyeristiwa gvent) tertentu®

% Maulana IbrahimMendorong Langkah Maju Menuju Less Cash Society, (Jakarta: Info
Bank, 2008), him. 110.

3" Lembaga yang melaksanakan pengendalian monetgadenngsi: (1) mengeluarkan
dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran sah (2) memelihara dan menjaga
posisi cadangan devisa (3) melakukan pembinaamédagawasan terhadap bank (4) memegang
kas pemerintah lihat Solikin dan Susebi@ang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam
Perekonomian, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebankdant(R@PSK) BI, 2005), him. 10.

% Bank IndonesiaPerubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen
Risiko Bagi Bank Umum, PBI N0.11/25/PBI/2009, LN No.103 DPNP Tahun 200BN No.5029,
Pasal 1 angka 4.
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Masalah-masalah yang mungkin terjadi, diantarangagguan jaringan ATM;
nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetageming terdebéf; nasabah
melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; b@lsanelakukan transaksi, tetapi
hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam médiM, dan sebagainya. Selain
itu terdapat risiko lainnya, salah satunya risikéum. Risiko hukum, yaitu risiko
ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastiakum yang dapat
menyebabkan atau memperburuk risiko kf8dian risiko likuiditad".** Risiko
hukum adalah risiko tuntutan hukum dan atau kelemahspek yuridi&®
Diketahui bahwa Bank Indonesia belum mengeluarlegulasi atau peraturan
terkait NPG ataupun interkoneksi nasional layandiMA/ang memaksakan bank
melaksanakan interkoneksi nasional layanan ATMaiegenerapan NPG. Akan
tetapi, Bank Indonesia siap mengeluarkan regulatikumemaksa perbankan
menerapkan NPG jika kebijakan interkoneksi nasidaghnan ATM ini sulit
terwujud. Regulasi Bank Indonesia merupakan upayakhir jika perbankan
masih keberatan menerapkan NPG. Dengan adanya amasabkalah yang
mungkin terjadi tersebut, perlu dipikirkan cara ysasaian masalah dan pihak
yang bertanggung jawab terkait bila telah terlaksga interkoneksi nasional

layanan ATM.

% Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debet a@hlalang yang harus ditagih dari
orang lain; piutang; (2) catatan pada pos pembulkaag menambabh nilai aktiva atau mengurangi
jumlah kewajiban; jumlah yg mengurangi deposito pgamg rekening pada banknya. Debet yang
dimaksud dalam penulisan ini adalah pengurangagslarg deposito pemegang rekening pada
bank.

40 Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitan atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada bank lihat Bank Indoned?grubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PBI No.11/25/PBI/2009, LN No0.103 DPNP
Tahun 2009, TLN No0.5029, Pasal 1 angka 6.

“I Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmamam bank untuk memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kaatdardari aset likuid berkualitas tinggi yang
dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dadigiokeuangan bank lihat Bank Indonesia,
Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,
PBI No.11/25/PBI1/2009, LN No.103 DPNP Tahun 20D\ No0.5029, Pasal 1 angka 8.

2 Sri Mulyati Tri Subari dan AscaryaKebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia,
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksent(RRSK) BI, 2003), him. 8.

43 Bank IndonesiaPerubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen

Risiko Bagi Bank Umum, PBI N0.11/25/PBI/2009, LN No.103 DPNP Tahun 2006N No.5029,
Pasal 1 angka 11.
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Risiko-risiko dari interkoneksi nasional layanan MTersebut tidak hanya
akan merugikan nasabah, tetapi juga bank. Jikabahsmerasa dirugikan atas
masalah yang terjadi dalamnterkoneksi nasional layanan ATM bisa
menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah terhmaddp Apabila kondisi
tersebut terjadi, bank pun akan mengalami kerugRnnsip kepercayaan
merupakan prinsip yang sangat penting dalam dusibapkan. Hal yang harus
dijaga agar industri perbankan tetap eksis dalamcipg@kan landasan utama
hubungan bank dengan masyarakat berdasarkan pkepgrcayaanfifuciary
relationship).** Prinsip kepercayaan ini melandasi hubungan aftank dengan
nasabahnya. Selain itu, bank harus pula meneragkarsip kehati-hatian
(prudential principle) dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbankamésdo
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasirakdeagan menggunakan
prinsip kehati-hatiad®> Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank aterh
hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, banksHarmsisten melaksanakan
peraturan perundang-undangan di bidang perbankaadakan profesionalisme
dan itikad baik® Oleh karena itu, dalam pelaksanaan interkoneksional
layanan ATM, risiko-risiko yang mungkin terjadi kar dipikirkan sehingga
meminimalisasikan kerugian yang mungkin diteriragibkedua belah pihak,
yakni bank dan nasababh.

Dengan demikian, terwujudnya NPG penting bagi dymabankan dan
perekonomian Indonesia. Interkoneksi nasional lagaATM yang merupakan
salah satu upaya penerapan NPG harus segera ditakakbankan. Interkoneksi
nasional layanan ATM memberikan keuntungan bagalmats dan bank. Bank
yang tidak mengikuti perkembangan ini cepat atawbkt akan ditinggalkan oleh
nasabahnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan intekkonasional layanan ATM
mungkin akan timbul risiko, baik bagi bank ataupmasabah sehingga perlu dikaji

cara penyelesaian serta pihak yang bertanggundpja@iah karena itu, penulis

“ Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia;
Smpanan, Jasa, dan Kredit, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), him. 13.

“5 IndonesialUndang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992, LN
No.31 Tahun 1992, TLN N0.3472, Pasal 2.

% Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009),
him. 147.
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melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudtAnalisis Layanan
Automated Teller Machine Perbankan Melalui Gerbang Pembayaran
Nasional (National Payment Gateway)” melalui analisis peraturan terkait APMK

dan risiko-risiko dalam penyelenggaraan interkone&sional layanan ATM.

1.2 Perumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan yangdeledikan maka penulis
merumuskan beberapa pokok permasalahan agar mésipdditerarah. Adapun
pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:
1. Bagaimanakah peraturan mengenai penyelenggaraaniatdieg alat
pembayaran dengan menggunakan kairtndonesia?
2. Apa sajakah risiko, baik bagi bank maupun nasalun interkoneksi
nasional layanaautomated teller machine (ATM) perbankan sebagai gerbang
pembayaran nasionalngtional payment gateway) serta bagaimanakah

penyelesaian atas risiko tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah re&igi penyelenggaraan
kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartinddnesia. Secara
khusus, tujuan dari penelitian ini ialah mencawghan terkait dengan pokok-
pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelunyayta,;
1. Mengetahui peraturan mengenai penyelenggaraantéegaat pembayaran

dengan menggunakan kartu di Indonesia.

2. Mengetahui interkoneksi nasional layanaautomated teller machine

perbankan terkait dengan penerapatnonal payment gateway di Indonesia.
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1.4 Definisi Operasional
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilahgydigunakan, antara lain:

1. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) lafdaalat
pembayaran yang berupa kartu kredit, kaAutomated Teller Machine
(ATM) dan atau kartu debé.

2. ATM adalah terminal atau mesin komputer yang diganaoleh bank yang
dihubungkan dengan komputer lainnya melalui komasiikdata yang
memungkinkan seorang nasabah bank dapat menyimpannngambil
uangnya ataupun melakukan transaksi finansial Yaintanpa bantuan
manusia’®

3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana deyanakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyalakan bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meatkgk taraf hidup rakyat
banyak®*

4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indiam@sBank Indonesia
adalah lembaga negara yang independen dalam mmeddkiesa tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintahat@da pihak lain,
kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatumdaiadang-undang in.

5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untudakekan penarikan
tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajibaregemny kartu dipenuhi

seketika dengan mengurangi secara langsung simpemaagang kartu pada

4" Bank Indonesia,Perubahan Atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11
DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 3.

“8 Bank Indonesial.ampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Panduan
Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank, Lampiran Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR tanggalMaret 1995, him. 59.

49 Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN No0.182 Tah#819LN N0.3790, Pasal 1 angka 2.

*% IndonesiaPerubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
Undang-Undang No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004 No.4357, Pasal 4 ayat (1).

*L1bid., Pasal 4 ayat (2).
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bank atau lembaga selain bank yang berwenang umerhkghimpun dana
sesuai ketentuan perundang-undangan yang beflaku.

6. Kartu debet adalah APMK vyang dapat digunakan untaklakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatgiaten ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajibaregang kartu dipenuhi
seketika dengan mengurangi secara langsung simgeamaegang kartu pada
bank atau lembaga selain bank yang berwenang umehghimpun dana
sesuai ketentuan perundang-undangan yang befaku.

7. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untoielakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatgiai@ ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untukkolela penarikan tunai,
dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipe¢adébih dahulu oleh
acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajibankumelakukan
pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengdnngsan secara
sekaligus ¢harge card) ataupun dengan pembayaran secara angdtran.

8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa®®ank.

9. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari ABMK.

10.Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencaggpangkat aturan,
lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk nalakan pemindahan
dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul daatu kegiatan

ekonomi®’

%2 Bank Indonesia,Perubahan atas PBl No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, PBI Nomor 14/2/PBI1/2012, LN No. 11
DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 5.

*3|bid., Pasal 1 angka 6.
**|bid., Pasal 1 angka 4.

* |Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Undang-Undang No.10 Tahun 1998, LN No0.182 Tahur8198N No0.3790, Pasal 1 angka 16.

% Bank Indonesia,Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, PBI Nomor 14/2/PBI1/2012, LN No.11
DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 7.

*" Indonesia,Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,
LN No.66 Tahun 1999, TLN No0.3843, Pasal 1 angka 6.
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1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiain aidalam metode
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meakan penelitian berdasarkan
pada norma hukum. Penelitian ini mengacu pada yraratperundang-undangan
dan keputusan Bank Indonesia melalui Peraturan Bashbnesia dan atau Surat
Edaran Bank Indonesia serta norma-norma yang hedaldalam masyarakat.
Adapun norma hukum dalam penelitian ini ialah pe®at-peraturan yang terkait
dengan hukum perbankan dan penyelenggaraan kegiBtdi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitisskdgtif.>® Penelitian ini
dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungéntang penyelenggaran
kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kakaittrencana interkoneksi
nasional layanan ATM sebagai NPG di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian iniadddhata sekunder yang
dilakukan dengan penelusuran bahan hukum priméqnser, dan tertier.
Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersiag ydigunakan, sebagai
berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum wyagggikat dan
terdiri darp®
a. norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undangrgndasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Peraturan Dasar
c. Peraturan perundang-undangan
Adapun bahan hukum primer dalam penelitian initwdindang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiméata deibah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undangddd@23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah Hdideagan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerif¢alyganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah ditetapkanadetndang-Undang

%8 penelitian dekriptif bertujuan menggambarkan setepat sifat suatu individu, keadaan,
gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentflekuensi suatu gejala lihat Sri Mamudji, et
al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2005), him. 4.

%9 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him. 52.
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oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bpaet Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu@8 2t&ntang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ta@@@ tentang Bank
Indonesia; PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Pemggiaraan Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; PBI Noiad2/PBI/2012

tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/200&rgnPenyelenggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan KaRBj Nomor

5/8/PBI1/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagk Umum; PBI

Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBIdWd&if8/2003 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan MR&BImor

9/15/PBI1/2007 tentang Penerapan Manajemen Risik@nDaPenggunaan
Teknomogi Informasi oleh Bank Umum; Surat EdarankBimdonesia (SEBI)
Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatdat Rembayaran
dengan Menggunakan Kartu; SEBI Nomor 14/17/DASHhperPerubahan
atas SEBI Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggarfagiatan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang membepkajelasan
mengenai bahan hukum prinf8malam penelitian ini bahan hukum sekunder
berupa buku-buku dan artikel-artikel yang membahasengenai
penyelenggaraan kegiatan APMK dan interkoneksiomasilayanan ATM
yang merupakan bahan hukum yang memberikan inforatas hal-hal yang
berkaitan dengan bahan hukum primer sehingga mhditggatur pendukung.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikatunpgk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekfhdetapun bahan
hukum tertier penelian ini diperoleh dari kamus damsiklopedia yang
merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk umaygenjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekuseleerti definisi-
definisi istilah yang digunakan dalam penelitian in

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam peaelithi adalah studi

dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakéa kkpustakaan berupa

€0 | bid.
®1 | bid.
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peraturan perundang-undangan untuk mencari landasemm dan buku untuk
mencari landasan teori. Dalam rangka menunjang liganeini melakukan
wawancara dengan Bank Indonesia dan pihak terkaiinya. Metode yang
digunakan dalam pengolahan, penganalisaan, darkqestguksian data adalah
metode kualitatif. Dengan demikian hasil peneliiginalah deskriptif analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan uraian latar belakang dan perumusaalah yang telah
dikemukakan, penelitian ini ditulis dalam empat lok#mgan sistematika sebagai
berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan sebagai suatu pengeamgr
berisi uraian latar belakang, perumusan permasalab@an penelitian, kerangka
konsepsional, metode penelitian, dan sistematikalfsan.

Bab Kedua menguraikan pembahasan mengenai topik dalam paneli
yang akan diulas, yaitu penyelenggaraan kegiatah pémbayaran dengan
menggunakan kartu (APMK), yaitu kartu ATM dan athebit serta kartu kredit.
APMK terkait dengan sistem pembayaran sehingga peagan APMK didahului
dengan pembahasan mengenai sistem pembayarartj pepgertian, peran, dan
elemen sistem pembayaran termasuk aléatonic Funds Transfer (EFT) yang
terkait dengan APMK.

Bab Ketiga merupakan analisis interkoneksi nasional layan@M Aebagai
penerapan NPG, terkait risiko-risiko dari penerajpdgrkoneksi nasional layanan
ATM.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang menguraikan simpulan da

saran dari penelitian.
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BAB 2
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

2.1 Sistem Pembayaran di Indonesia
2.1.1 Pengertian Sistem Pembayaran di Indonesia

Sistem pembayaran merupakan salah gakfior yang dapat mendukung
kegiatanperekonomian bahkan ukuran kemajuan ekonsuaitu negara sering
diidentikkan dengan kemajuan infrastruktur sisteempayarannya. Adapun
pengertian sistePh pembayarali, antara lain:

1. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang kugngsengaturan,
kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, daekanisme teknis yang
digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan pe@rimnstruksi
pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaréaiuimpeertukaran
“nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainfhaik domestik maupun
cross bordemntarnegar8’

2. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mensak@pangkat aturan,
lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk naglakan pemindahan
dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul daatu kegiatan

ekonomi®®

%2 Sistem adalah cara, metode, yang teratur untultkukin sesuatu lihat Suharso dan Ana
RetnoningsihKamus Besar Bahasa Indones{&emarang: CV Widya Karya, 2009), him. 495.

% Pembayaran adalah perbuatan membayarkan atau yemiisat Suharso dan Ana
RetnoningsihKamus Besar Bahasa Indonesf&emarang: CV Widya Karya, 2009), him. 79.

® Sri Mulyati Tri Subari dan AscaryaKebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksent(RRRSK) BI, 2003), him. 1.

® Indonesia,Undang-Undang Bank Indonesi&/ndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,
LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 1 angka 6

17
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2.1.2 Peran dan Elemen Sistem Pembayar an

Sistem pembayaran merupakan penunjang keberhaskanomi suatu
negara. Sistem pembayaran yang lancar dan amamahadalah satu syarat
mencapai stabilitas moneterOleh karena itu, sistem pembayaran memiliki peran
yang penting yang harus dijaga agar berjalan deagsan dan lancar. Selain itu,
peran sistem pembayaran semakin penting dengaermpbégngan teknologi dan
kemajuan zaman.

Menurut Sheppard peran penting sistem pembayaramdaerekonomian
adalah sebagai berikfft:

1. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keudfigaratu perekonomian
untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal itu diskba sistem keuangan
dan perbankan berkaitan erat dengan sistem penamy@angguan di sistem
pembayaran akan menimbulkan keterlambatan ataug&kga kewajiban
pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebalkanrya kepercayaan
masyarakat terhadap likuidifds dan stabilitas sistem keuangan dan
perbankan. Demikian pula sebaliknya. Krisis keuandan perbankan yang
mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistembg@ran akan
mempengaruhi setelmerantarbank dan dapat menyebabkanidlock
‘kemacetan’ di dalam keseluruhan sistem pembaya@eh karena itu,

diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bamk gengawas pasar

% Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneteafadaéngenai atau berhubungan
dengan uang atau keuangan. Kebijakan moneter adedfijakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapaindamelihara kestabilan nilai rupiah yang
dilakukan anatara lain melalui pengendalian jumlemg beredar dan atau suku bunga lihat
IndonesiaUndang-Undang tentang Bank Indonediindang-Undang Nomor 23 tahun 1999, LN
No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 1 angka 10.

" Sri Mulyati Tri Subari dan AscaryaKebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksent(BRRSK) Bl, 2003), him. 5.

% Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruddialah prasarana (segala sesuatu
yg merupakan penunjang utama terselenggaranya prages) sedangkan keuangan adalah seluk-
beluk uang atau urusan uang. Oleh karena itu, sinfretur keuangan merupakan penunjang
terselenggaranya suatu proses atau kegiatan yakajtaa dengan keuangan.

% Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi sellkeitajiban yang harus dilunasi
segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusatikatakan likuid apabila mempunyai alat
pembayaran berupa harta lancar yang lebih besandiigkan dengan seluruh kewajibannya
(liquidity) lihat Kamus Bank Indonesia.
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keuangaff dengan pengawas sistem pembayaran, untuk menTestiar

masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi daeleds@ékan se-awal

mungkin;

2. Sebagachannel'saluran’ penting dalam pengendalian ekonomi yefedtif,
khususnya melalui kebijakan moneter. Dengan layeasistem pembayaran,
kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuiditasskmmomian sehingga
proses transmisi kebijakan moneter dari sistemapisdn ke sektor riil dapat
menjadi lancar;

3. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi.eHanbatan dan
ketidaklancaran pembayaran akan mengganggu peaartdeuangan usaha
dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan uktioias
perekonomian.

Dengan demikian, peran sistem pembayaran dalamkgesmian sangat penting,

yaitu mendukung stabilitas moneter, sebagai saldedeim pengendaliaan efektif
melalui kebijakan moneter, serta mendorong efisiek@nomi.

Selanjutnya, sistem pembayaran memiliki elemen-efemtama. Menurut
Sheppard, apapun bentuk sistem pembayaran pada nyaumemiliki tiga
elemen utamd
1. Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayaesnberikan otorisasi

kepada banknya untuk mentransfer dana;

2. Pertukaran perintah pembayaran antarbank yangbderldalam proses
transaksi pembayaran. Proses ini biasanya diséiingk

3. Setelmen antarbank yang terlibat dalam prosesakanpembayaran. Bank
pembayar harus membayar bank penerima, baik l@lateaupun melalui
rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lag@ penyelenggara

kliring, yang umumnya adalah bank sentral.

O pasar keuangan meliputi kegiatan (1) pasar uaogéy markét(2) pasar modaképital
marke} (3) lembaga pembiayaan lainnya. Pasar keuanganilikiefungsi, yaitu menyediakan
mekanisme untuk menentukan harga aset keuanganpuméraset keuangan lebih likuid dan
mengurangi biaya peralihan aset lihat M. Irsan Nata, et. al.,Aspek Hukum Pasar Modal
Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), him. 13.

"Sri Mulyati Tri Subari dan Ascary#ebijakan Sistem Pembayaran di Indonegimkarta:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPEK)0B3), him. 6.
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2.1.3 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
Telah dijelaskan sebelumya bahwa peran sistem pardrasangat penting
dalam perekonomian suatu negara. Oleh sebab itk bantral perlu terlibat
dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Bankde@osebagai Bank Sentral
Negara Republik Indonesia mempunyai peran yandgegis bagi masyarakat
pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khusuBapit Indonesia
mempunyai tugas sebagai beriktit:
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayar an;
3. Mengatur dan mengawasi bank
Keterlibatan sistem pembayaran atau peran bankratedélam sistem
pembayaran secara umum meliputi empat hal, yaitu:
1. Pemakai Sistem Pembayaran
Bank sentral mempunyai transaksi-transaksi yangshditaksanakan, seperti
setelmen dari operasi pasar terbuka, transakss@é&vpembayaran tagihan,
gaji, pensiun, dan sebagainya.
2. Anggota Sistem Pembayaran
Bank sentral perlu membayar dan menerima pembaydesnnama nasabah
sendiri, seperti pemerintah dan lembaga keuangamasional.
3. Penyedia Sistem Pembayaran
Bank sentral menyediakan fasilitas dan menyeleigar sistem
pembayaran.
4. Pelindung Kepentingan Umum
Bank sentral sebagai regulator, pengawas, anggetams pembayaran,
administrasi dan perencanaan, dan arbitrase dadaterfadi perselisihan.

2 Indonesia,Undang-Undang Bank Indonesi&/ndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,
LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 8.

3 Sri Mulyati Tri Subari dan AscaryaKebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksent(RRSK) Bl, 2003), him. 25.

" Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yaggrgikan dalam transaksi internasional
lihat Indonesia,Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilakdl, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN Bi#44, Pasal 1 angka 2.
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Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sggembayaran, Bank
Indonesia berwenan:
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izis p&nyelenggaraan
jasa sistem pembayaran;
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayarank umenyampaikan
laporan tentang kegiatannya;
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Secara umum, pengaturan terhadap sistem pembayangndiatur dalam
berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank lasian antara lain memu&t:
1. Cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggdeanspembayaran,
termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan eraeaj risiko;
2. Persyaratan jasa sistem pembayaran dan prosedbepampersetujuan;
3. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyele®yy jasa sistem
pembayaran;
4. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajilyamgraikan laporan,
jenis laporan kegiatan, dan tata cara penyampasanny
5. Jenis dan persyaratan keamanan instrumen pembayargrdapat digunakan
di Indonesia, termasuk instrumen pembayaran yarsifaeelektronis”;

6. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indogasg tidak ditaati.

2.1.4 Transfer Dana Elektronik (Electronic Funds Transfer)

Transfer dana termasuk pula dalam bagian sistenbagaman. Transfer
uang melalui bank adalah pengiriman uang atas péem pihak pengirim uang
atas permintaan pihak pengirim dengan mengguna&ak $ebagai perantara di
mana bank tersebut memberikan instruksi bayar lepgmhk lain di tempat

> Indonesia,Undang-Undang Bank Indonesi&/ndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,
LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 15 a¥at (

® Sri Mulyati Tri Subari dan AscaryaKebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksent(RRRSK) BI, 2003)him.31.

" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektrodigah (1) berhubungan dengan
elektron (2) ada hubungannya atau bersangkutaradegigktronika. Instrumen pembayaran yang
bersifat elektronis merupakan alat pembayar melb&rbagai media elektronik, seperti kartu
Automated Teller Machin@ATM), kartu debet, kartu kredit, kartu prabaydan kartu elektronik.
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keberadaan penerima, atau kepada bank yang diargialeh penerima kiriman
uang tersebut agar uang tersebut dibayar kepack pyi#ing dituju’® Transfer
dand® adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengamiaéridari pengirim asal
yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepaderipenyang disebutkan
dalam perintah transfer dana sampai dengan diteyiandana oleh penerinfia.
Pihak-pihak yang terlibat dalam transfer dana ddsédbagai berikdt
1. Pihak Pengirimremitter, transferoy
Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta a@mberi instruksi
kepada bank untuk mengirim uang kepada penerinmaddr tersebut. Pihak
pengirim uang ini bisa mereka yang sudah terlelahuth menjadi nasabah
bank pengirim (debit rekening), bisa juga merekagydéidak atau belum
menjadi hasabahnya (penyetoran uang tunai)
2. Pihak Bank Pengirimrémmiting bank, transferor bahk
Pihak bank pengirim merupakan bank di tempatnyakpipengirim yang
diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkaejumlah uang ke
alamat atau rekening yang ditentukan. Bank pengdapat juga mengirim
uang untuk kepentingan bank itu sendiri.
3. Pihak Penerimabgneficiary, transferge
Pihak penerima adalah pihak yang kepadanya dikumemg oleh pihak
pengirim. Biasanya pihak penerima ini menerima uanggbut karena adanya
suatu transaksi dengan pihak pengirim, dimana utergebut sebagai

pembayarannya. Walaupun demikian, dapat saja mbaakrima adalah pihak

8 Munir Fuady,Hukum Perbankan Modern; Buku Kedu@andung: PT Citra Aditya
Bakti, 1999), him. 83-84.

™ Article 4A Sec. 4A104 (alniform Comercial CodéUCC), funds transfer means the
series of transactions, beginning with the origora& payment order, made for the purpose of
making payment to the beneficiary of the order. ¥ includes any payment order issued by
the originator's bank or an intermediary bank inded to carry out the originator's payment
order. A funds transfer is completed by acceptamcéhe beneficiary's bank of a payment order
for the benefit of the beneficiary of the origingdopayment orderPada intinya mengatakan
bahwa perpindahan dana antara pengirim dan peneéiataan bentuk transfer kredit atau transfer
debit yang dilakukan secara elektronik maupun nekt@nik.

8 IndonesiaUndang-Undang Transfer Dan&/ndang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, LN
No. 39 Tahun 2011, TLN No. 5204, Pasal 1 ayat (1).

8. Munir Fuady,Hukum Perbankan Modern; Buku KediBandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001), him. 84-85.
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pengirim sendiri tetapi dengan rekening yang beaxbéah mungkin dengan
rekening di bank yang berbeda pula.

4. Pihak Bank Pembayapdying bank
Pihak bank pembayar adalah bank yang akan membBgak inilah yang
akan membayar kepada pihak pertama dengan carasgangi dengan yang
diinstruksikan oleh pihak pengirim dan bank pemgirPihak bank pengirim
atau dapat berupa cabang bank dari pihak bank nrengiau dapat juga
merupakan bank lain sama sekali.

5. Pihak Bank Pembayar Kembale{mbursing bank
Selain dari bank pengirim dan bank pembayar, w@rljbga bank lain yang
disebut dengan bank pembayar kembali. Bank pembegmbali ini tidak
selalu harus ada dalam transfer dana, bank inubgsf sebagai penyedia dana
yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar iasasiksi dari bank
pengirim.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang sfeanDana,

pihak-pihak atau penyelenggara transfer &anaitu:

1. Pengirim géende) adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim, akzal
semua penyelenggara penerus yang menerbitkanaietiansfer dan¥.

2. Pengirim asal driginator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan
perintah transfer darfa.

3. Penyelenggara pengirim adalah penyelenggara pengasal dan atau
penyelenggara penerus yang mengirimkan perintabfeadand®

4. Penyelenggara pengirim asal adalah penyelenggaig ry@nerima perintah

transfer dana dari pengirim asal untuk membayakan memerintahkan

8 Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 3 Tahun 2011 tenfaagsfer Dana dijelaskan bahwa
penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya wigeényelenggara, adalah bank dan badan
usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yangetesmggarakan kegiatan transfer dana.

% IndonesiaUndang-Undang Transfer Dan&U Nomor 3 Tahun 2011, LN No. 39 Tahun
2011, TLN No. 5294, Pasal 1 angka 6.

8 bid., Pasal 1 angka 7.

% bid., Pasal 1 angka 8.
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kepada penyelenggara lain untuk membayar sejundal tertentu kepada
penerima®

5. Penyelenggara penerima adalah penyelenggara peragal, penyelenggara
penerus, dan atau penyelenggara penerima akhir yaargerima perintah
transfer dana, termasuk bank sentral dan penyedeagdain yang
menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayatapenyelenggar.

6. Penyelenggara penerus adalah penyelenggara persgiaia penyelenggara
pengirim asal dan penyelenggara penerima &Rhir.

7. Penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggaray ymelakukan
pembayaran atau menyampaikan dana hasil trangfedkeenerim&’

8. Penerima l§eneficiary adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer
dana untuk menerima dana hasil tranéter.

Dengan berkembangnya dan kemajuan teknologi, tkangansaksi
keuangan, termasuk transfer dana dapat dilakukdalun@erangkat elektronik.
Transfer dana secara elektronik aEectronic Funds TransfgfEFT) merupakan
transfer yang menggunakan kriteria berupa pemakiamologi. EFf* adalah
transfer dana antar-akun dengan menggunakan misktoaik (tidak melalui
metode konvensional yang menggunakan kertas) saatrdapat dua kategori
penggunaan, yaitu (1) transfer dana dalam jumladarbgang biasa dilakukan
antarbank dan bank sentral; jenis transfer ini eialkenal dengan nama
wholesale transfer (2) transfer dana (biasanya dalam jumlah kecijuki

kepentingan sistem pembayaran individual nasabpértsdransaksiAutomated

% bid., Pasal 1 angka 9.

8 bid., Pasal 1 angka 10.

8 bid., Pasal 1 angka 11.

8 bid., Pasal 1 angka 12.

bid., Pasal 1 angka 13.

°* Di Amerika Serikat, ada 2 jenis transfer dana seocalektronik, yaitu:consumer
electronic fund transfeyang diatur didalam regulation E- Z, diange volume corporate transfer
(non consumer transactipryang diatur olefUniform Commercial CodéUCC) Article 4A lihat
Tim RUU dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Balmdonesia, “Sekilas Pengaturan

Electronic BankingdanElectronic Fund Transfedi Amerika Serikat,” Buletin Hukum Perbankan
dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2045). 41.
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Teller Maching(ATM), kartu kredit, dan produk perbankan lagigctronic funds
transfel).®? MenurutRegulation §12 CFR 2057, electronic fund transfesecara
umum mengacu kepada transaksi yang dilakukan nedddetronic terminal,
telepon, komputer, atamagnetic tapgyzang menginstruksikan lembaga keuangan
untuk mengkredit atau mendebet rekening nas&ballektronik transfer
merupakan transfer dana di mana satu atau lebilarbadplam transfer dana yang
dahulu digunakan dengan memakai warkat (secafg ksemudian ganti dengan
menggunakan teknik elektronik.Salah satu jenis jasa EFT yang nyata dan
dominan adalah ATM yang mana ATM pada dasarnya pa&an terminal EFT
yang mampu melakukan beberapa jenis pelayananrataaksi perbankan, salah
salah satunya ialah transfer dana.

Pembeda antara transfer dana secara elektroniknaas@lektronik hanya
pada media yang digunakan untuk mentransmisikamtpbr transfer dana
tersebut. Dalam Article 4A Sec. 4A103. (1) (@piform Comercial Code
payment order means an instruction of a sender tecaiving bank, transmitted
orally, electronically, or in writing, to pay, orotcause another bank to pay, a
fixed or determinable amount of money to a bersficiMelihat dari pengertian
tersebut, dikenal tiga media dalam penyampaiansfeardana, yakni tertulis,
lisan, dan elektronik. Perintah tertulis adalahspsopengiriman perintah transfer
dana dari nasabah atau pengirim asal kepada balk h customepsdilakukan
dengan pengisian secara tertulis suatu perintatsféla dana. Sementara itu,

2 Bank Indonesia, “Kamus Bank Indonesidttp://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?

id=T&start=6&curpage=12&search=False&rule=forwalidnduh 25 April 2012.

* Regulation E merupakan peraturan pelaksanaanthiarElectronic Fund Transfer Act
(EFTA) 15 USC 1693 et seq, yang dikeluarkan @elard of Governors of the Federal Reserve
System Maksud dariRegulation Eini adalah mendukung tujugBlectronic Fund Transfer Act
yaitu memberikan ketentuan dasar bagi hak, kewajidan tanggung jawab pihak-pihak di dalam
penyelenggaraan sistem EFT lihat Bank Indonesiakif& Pengaturaklectronic Bankingdan
Electronic Fund Transfedi Amerika Serikat,” Buletin Hukum Perbankan daabinksentralan
Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2005), him. 51.

° Tim RUU dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bafidonesia, “Sekilas
Pengaturaiklectronic BankinglanElectronic Fund Transfedi Amerika Serikat,” Buletin Hukum
Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 2g#Agw2005), him. 52.

% Munir Fuady,Hukum Perbankan Modern; Buku Kedu@andung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001), him. 103.
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secara lisan adalah gambaran proses pemenuharana¢asytransfer dana tanpa
memerlukan kehadiran nasabah atau pengirim adekaii bank, seperti melalui
ATM, phone banking internet, faksimili, dan sms yang tersedia dafepon
genggant® Dalam perkembangannya, pelaksanaan perintah ératiaha melalui
ATM, faksimili, atau phone bankingtersebut tidak tepat jika dikelompokkan
sebagai perintah transfer dana yang dilakukan adisan yang mana belakangan
aktivitas itu diistilahkan secara elektronis laatamenggunakan media elektronik
yang dilakukan dengan atau tanpa berhubungan laggdengan petugas bank.
Di Indonesia ketentuan mengenai media atau bentrntph transfer dana
dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undangad¥@rirahun 2011 tentang
Transfer Dana yang menyebutkan bahwa perintah félandana dapat
disampaikan secara tertulis atau elektronik. Panintransfer dana dapat
disampaikan secara elektronik adalah perintah feankna yang dibuat dengan
media elektronik yang digunakan dalam proses pataean perintah transfer
dana’’ Dalam istilah lain, cara elektronik termasuk pséaraonline dan tidak
dilakukan secara manu#l.
Ciri-ciri transfer dana secara elektronik addlah:

1. Pemakaian Sistem Elektronik yang Canggih

Berbagai tahap transfer yang dahulu digunakan demgakat dan dikirim

dengan surat sekarang ini diganti dengan sistenktretek yang

menggunakan alat-alat elektronik yang canggih. oklg berupa telegraph,

telekd® telepon, computer to computermesin ATM bahkan internet

merupakan teknologi yang semakin memainkan pergaag penting dalam

% Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikdah Informatika, dan Bank
Indonesia, RancangaJndang-Undang Transfer Dana; Urgensi dan Manfadtlakarta:
Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010), hir.

*” Indonesialundang-Undang Transfer Dan&U Nomor 3 Tahun 2011, LN No. 39 Tahun
2011, TLN No. 5294, Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

% Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikdah Informatika, dan Bank
Indonesia, Rancangan Undang-Undang Transfer Dana; Urgensi dsianfaat (Jakarta:
Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010), hi.

% Munir Fuady,Hukum Perbankan Modern; Buku Kedu@andung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001), him. 120-122.

'% Teleks adalah pelayanan komunikasi jarak jauh migtesawat sejenis mesin tik yang

dihubungkan dengan kabel lihat Kamus Besar BalmakankEsia.
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suatu proses transfer uang antarbank. Dengan meai@u peralatan

elektronik, transfer tersebut menjadi praktis, tegfisien, dan aman.

. Batch Transmission

Batch transmissioerarti transmisi secara bersama artinya bebdrapsfer
diakumulasi menjadi satu dan kemudian dilakukarardakekali transfer
untuk keseluruhan transfer tersebut. Transmisi dilekukan dengan
pertimbangan kepraktisan dan penghematan biayanDakl ini biasanya
setelah dilakukamatch transmissiomiikuti pula oleh penyerahan fisik dari
peralatan memori komputeBatchini seringnya diberikan atau dipertukarkan
antarsatu bank ke bank lainnya (interbank). Meskiglemikian, tidak
tertutup pula kemungkinan dibuat diberikan olehaba$ (pengirim dana).

. Transfer Dana yang Lebih Mengaktifkan Nasabah

Sistem konvensional yang hampir seluruh prosesiigkuttan oleh pegawai
bank diganti dengan sistem dimana pihak nasabalgirpenuang lebih
berperan dan mengambil bagian dari kegiatan yabglwmnya dilakukan
oleh pegawai bank tersebut. Bahkan dapat dilakuiarsfer uang dimana
hanya nasabah pengirim uang yang melakukannya dengmasukkan data
ke dalam sistem perbankan dan diproses langsuryg sistem komputer
perbankan tanpa sama sekali ikut campur tangark giegawai bank yang
bersangkutan. Dalam hal ini penggunaan kode-koldasra seperti normor
Personal ldentification NumbefPIN) sangat memainkan peranan penting
sehingga transaksi aman dari campur tangan pitiekpiyang tidak
bertanggung jawab.

. Penggantian Terhadap Beberapa Langkah dalam Sigtahat

Intervensi sistem elektronik terhadap beberapaki@mgang dahulu dengan
warkat merupakan karakteristik yang penting dalestes transfer elektronik
ini. Penggantian dilakukan dengan melakukan komwkns apa yang dahulu
dilakukan dengan warkat kemudian diganti denganggemaan sistem
elektronik. Penggantian instruksi dengan warkadkidikan dengamagnetic
tape peralatan memori komputer, pengiriman instruksingfer dengan

peralatan telekomunikasi.
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2.2 Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) gyanana
merupakan bagian dari sistem pembayaran nasionaipadean alat pembayaran
yang kian populer di masyarakat Indonesia. APMKupakan alat pembayaran
dengan kartu plastik dalam melakukan transaksibdispulabank card (kartu
bank). Meskipun demikian, tidak hanya bank yangatlapenerbitkan kartu. Kartu
bank adalah kartu plastik yang dikeluarkan bankgydiberikan kepada nasabah
pemegang rekening gif® dan tabungdi’ bank untuk kemudahan nasabah
dalam melakukan transaksi keuangan yang dapatkeipenkan oleh bari®®
APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kriditu Automated Teller
Machine (ATM) dan atau kartu deb&t! Secara garis besar ketiga kartu tersebut

dapat dijelaskan sebagai beriiat

%1 Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat ukiak setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pgartha lainnya, atau dengan pemindahbukuan
lihat IndonesiaPerubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tenRerbankanUndang-
Undang No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998\ No. 3790, Pasal 1 angka 6.

192 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya haapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditdengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya
yang dipersamakan dengan itu lihat Indoné®&ubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992
tentang PerbankganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tah888, TLN No.
3790, Pasal 1 angka 9.

193 ukman Dendawijaya,Manajemen Perbankan(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001),
him. 30.

% ndonesia,Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Plemggaran Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan KaR@B| Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP
Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 3.

105 Ade Yulianti Rahayu, “APMK dan Uang Elektronik@erai Info Edisi XXI Newsletter
Bank IndonesigDesember 2011), him. 4.
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)

Kartu ATM Kartu Debet Kartu Kredit

Dana untuk bertransaksDana untuk bertransaksDana untuk bertransak
berasal dari rekeningberasal dari rekeningberasal dari fasilita
simpanan pemegang kartuisimpanan pemegariginjaman (kredit) yang

kartu diberikan penerbit kartu
Digunakan untuk Digunakan untuk Digunakan untuk
bertransaksi di ATM| bertransaksi di pedagandpertransaksi di pedagar
seperti penarikan tungi(merchanyt dengan (merchany dengan

pemindahbukuan di ban

yang sama, transfer dang

korinsip buy now pay nov
lyang artinya pada sa

kartu debet digunakar

kewajiban

langsung diselesaika
dengan mendebé
rekening simpana

pemegang kartu di ban

sejumlah nilai transaksi

pembayarankewajiban

ayang artinya pada sa
nkartu kredit digunakan
pembaya
ndilakukan oleh penerb
rkartu dan akan dilunas
noleh pemegang Kart

ksesuai dengan

yang
ditetapkan sebelumnya

jangh

waktu telah

/ prinsipbuy now pay later

g

— =

7

(a

Memperoleh jasa bung
dari bank atas rekenin

simpanan yang dimiliki

aMemperoleh jasa bung
ogdari bank atas rekenin

simpanan yang dimiliki

aikenakan biaya bung
capabila tidak melakuka
pembayaran saat jatl
tempo atau membaysd

tidak penuh

Penggunaan instrumen pembayaran berbasis elektoamkkartu dalam

transaksi ritel menunjukkan tren peningkatan yampiftkan. Selain praktis,

kedua instrumen ini dipandang lebih nyaman dibagidin piranti non-tunai

berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro. KegiadAPMK terus menunjukan

peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisil@mtransaksi maupun sisi

volume transaksi.
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Tabel 2.1 Perputaran Ritel Kartu ATM dan atau Debet

Nominal dalam jutaan rupizh

Periode Tunai Belanja Transfer Intrabank Transfer Antarbank
Volume Nominal Volume Nominal  Volume Nominal Volume Nominal
Tahun 2005* 667,641,582 @ 383,494,545 39,274,525 = 18,195,327 - - - -
Tahun 2006 734,813,243 461,851,342 47,268,775 21,969,278 157,709.755 692,752.700 3,923.522 6,604.512
Tahun 2007 842,791,013 | 559,130,646 | 60,492,412 29,383,525 = 191,872,993 1,075367,974  8069,602 15,516,967
Tahun 2008 1,012,568,067 696,505,039 79,618,170 42,813,889 244,497,831 1,282,800,929 17,125,395 34,056,866
Tahun 2009 1,134,556,744 | 791,534,378 98,178,888 56,171,235 288,324,537 892,633,806 40,101,504 70,756,952
Tahun 2010 1,303,272,394 925984926 111,720,556 65,317,622 336,475,245 900,721,245 60,607,686 109,829,410
Januari 102,974,692 72,329,036 8,695,941 5,158,269 26,304,048 69,221,508 4,329,697 7,768,076
Februari 92 688,489 65,582,623 7,857,216 4,516,520 24,397,958 62,000,114 4,171,451 7,052,217
Maret 104,728,853 73,745,351 8,807,709 5,270,142 27,951,049 73,839,369 4,843,752 8,538,316
April 102,035,372 71,474,738 8,511,505 4,958,310 27,117,944 70,004,745 4,663,794 8,210,330
Mei 108,023,645 75,120,591 9,331,802 5,300,468 27,890,076 71,283,079 4,952,253 8,751,096
Juni 107,192,724 76,052,383 8,867,175 5,254,652 28,396,777 74,544,304 5,128,360 9,020,451
Juli 113,700,993 81,465,190 9,656,979 5,805,894 28,579,283 77,931,329 5,339,384 9,740,634
Agustus 117,218,230 86,026,973 10,138,911 6,099,924 29,350,274 81,495,786 5,707,287 10,515,804
September 106,719,136 77,095,215 9,899,838 5,312,649 26,639,598 68,235,794 4,951,300 8,877,865
Oktober 113,417,216 80,016,367 9,673,197 5,673,219 28,936,651 80,193,625 5,469,043 10,080,882
November 111,692,215 | 79,010,933 9,409,918 5,561,403 29,506,100 81,621,898 5,534,236 10,198,439
Desember 122,880,829 88,065,526 10,870,365 6,406,172 31,405,487 90,349,692 5,517,129 11,075,299
Sumber: Direktorat Akunting dan Sistem PembayarankBndonesia
Tabel 2.2 Perputaran Ritel Kartu Krefit
: Tunai EEWE] Total
Periode 7 = =
Volume Nominal Volume Nominal Volume Nominal
Tahun 2005 5,261,830 2,747,045 91,308,700 42,942 494 8,008,875 94,055,745
Tahun 2006 5,691,913 3,508,111 108,580,051 54,852,899 9,200,024 163,432,950
Tahun 2007 4,803,606 3,299,610 124,488,918 69,304,587 129,292,524 72,604,207
Tahun 2008 5,390,134 3,800,977 161,346,501 103,468,544 166,736,635 107,269,521
Tahun 2009 4,807,180 4,040,297 177,817,542 132,651,567 182,624,722 136,691,864
Tahun 2010 4,361,194 4,521,434 194,675,233 158,687,057 199,036,427 163,208,491
Januari 367,176 353,301 14,804,985 11,616,582 15,172,161 11,969,883
Februari 342,592 340,090 14,347,366 10,929,761 14,689,958 11,269,851
Maret 408,934 417,181 16,888,136 13,654,674 17,297,070 14,071,855
April 364,322 369,925 15,637,928 12,468,748 16,002,250 12,838,673
Mei 366,122 374,380 15,958,048 12,736,186 16,324,170 13,110,566
Juni 356,835 377,833 16,245,371 13,238,529 16,602,206 13,616,362
Juli 367,219 385,779 16,686,458 13,530,176 17,053,677 13,915,955
Agustus 368,392 402,864 17,081,713 13,795,643 17,450,105 14,198,507
September 310,457 337,155 16,439,595 13,557,824 16,750,052 13,894,979
Oktober 358,328 378,159 15,844,504 13,504,013 16,202,832 13,882,172
November 386,669 406,607 16,616,438 14,041,060 17,003,107 14,447,668
Desember 364,148 378,160 18,124,691 15,613,861 18,488,839 15,992,021

Sumber: Direktorat Akunting dan Sistem PembayarankBndonesia

Sejak tahun 2004, Bank Indonesia telah mengatwepemggaraan kegiatan
APMK dengan mengeluarkan PBI No0.6/30/PBI1/2004 tegt®enyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kariggal 28 Desember

2004. PBI No0.6/30/PBI1/2004 mengatur instrumen APMKIiri atas kartu ATM,

kartu debet, kartu kredit, dan kartu prabayar. Aketapi, kini kartu prabayar
tidak termasuk instrumen APMK. Kartu prabayar diagadiri dalam ketentuan

108 | pid.
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uang elektronik €-money. PBI No0.6/30/PBI/2004 dicabut dan digantikan oleh

PBI No.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kagiaflat Pembayaran

dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember Z0BbN0.7/52/PBI/2005

ini pun mengalami perubahan dengan lahirnya PBILOI8/PBI/2008 tentang

Perubahan atas PBI No0.7/52/PBI/2005 tentang Pemygégaan Kegiatan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 20 aRel#1008. PBI

No0.7/52/PBI/2005 dan PBI No0.10/8/PBI/2008 kini ahdtidak berlaku lagi.

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan APMK yangakerlsaat ini di

Indonesia, yaitu:

1. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan KagiAlat Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009

2. PBI No0.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI1NA1/PBI/2009
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat PembayamgadeMenggunakan
Kartu tanggal 6 Januari 2012

3. SEBI No0.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegi#kt Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009

4. SEBI N0.14/17/DASP perihal Perubahan atas SEBI NaQDASP perihal
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengargddeakan Kartu
tanggal 7 Juni 2012

2.2.2 Kartu Automated Teller Machine dan atau Kartu Debet

2.2.2.1 Pengertian Kartu Automated Teller Machine dan atau Kartu Debet
Kartu ATM merupakan salah satu APMK yang telah détedan digunakan

oleh masyarakat Indonesia. Pada awal perkembaageount based cat,

8

tujuan awal teknologi ATM hanya sebagai penggantigsi teller'® untuk

197 Account-based carddalah alat pembayaran menggunakan kartu yangigarmeerasal
dari rekening nasabah.

%Teller merupakan petugas bank yang bertanggung jawab umanerima simpanan,
mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan meabdain kepada masyarakat; tanda tangan
kasir diperlukan sebagai tanda sah suatu dokunwmsaksi; pada lembaga keuangan, pada
umumnya kasir bekerja di belakang ge@unte), pada bank besar telah ditetapkan tugas dan
fungsi kasir berdasarkan uraian tugas, misalnyeasgdasir memproses penerima simpanan yang
diterima lewat surat, menyimpan, dan mencatat gklbukti penyimpanan dan pembayaran dari
setiap nasabah lihat Kamus Bank Indonesia.
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meningkatkan efisiensiverhead costseperti penyediaan kantor cabang baru dan
penambahan penggunaan sumber daya matfdshIM merambah Indonesia
pada 1986 dan mulai berkembang pada awal 1990aty KTM dan kartu
magnetic lainnya yang dikeluarkan kalangan bank disambutk baleh
masyarakat’® Kartu debet merupakan salah satu APMK yang lafdri d
perkembangan kartu ATM. Berkembangnya infrastrukumgan ATM yang
mana bank yang memiliki basis teknologi relatif mapulai mengembangkan
kartu debet dan membangun infrastrukswitching transfer dana antarbark
Mulailah muncul bank yang menawarkan metode penthaydi merchant'?
dengan menggunakan kartu ATM yang telah ditambalikagsi sebagai kartu
debet. Pada awalnya perkembangan kartu debet sejfadsat kartu ATM karena
merchantyang bisa menerima pembayaran dengan kartu dedsh terbatas dan
penggunaan kartu debet memerlukan investasi tamb&leaupa penyediaan

mesin pembaca yang dikenal den@éectronic Data CapturedEDC)**

di setiap
merchantyang nilainya cukup mahal. Selain itu, kesadaran #epercayaan
masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan APMiihssdtunya kartu debet,

masih kurang sehingga pada masa itu masyarakdt tebmilih menggunakan

199 Bank Indonesialaporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 28@8ik
Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan EfisiensamaPelaksanaan Sistem Pembayaran 2008
(Jakarta: Bank Indonesia, 2009), him. 11.

119 Maulana IbrahimMendorong Langkah Maju Menuju Less Cash Socidgkarta: Info
Bank, 2008), him. 83.

" Transfer antarbank merupakan transfer dana yanipatidn dua bank yang berbeda
yang mana dana tersebut ditransfer langsung, hiassebelum berlangsung transfer dana, kedua
bank tersebut telah memiliki perjanjian antabantukiiransfer uang lihat Munir Fuadigukum
Perbankan Modern Jilid Il(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), him. 89-%witching
transfer dana ini merupakan beralihnyaviching pengirimaan dana dari bank satu ke bank
lainnya.

2 pedagangnerchant adalah penjual barang dan atau jasa yang men@émbayaran
dari transaksi penggunaan kartu kredit dan ataiw kibet lihat Bank IndonesiBerubahan atas
PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran Kiagia Alat Pembayaran dengan
Menggunakan KartuPBI Nomor 14/2/PBI1/2012, LN No. 11 DASP Tahurl2pTLN No. 5275,
Pasal 1 angka 11.

' EDC adalah terminal atau peralatan yang umumnyandkgn dimerchant(pedagang)
yang berfungsi untuk membaca dan memproses datacgls dari APMK, melakukan otorisasi
dan validasi transaksi pembayaran dan mencstédds draftlihat Bank Indonesia; Direktorat
Akunting dan Sistem Pembayaradbaftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahud120
(Jakarta: Bank Indonesia, 2011), him. 83.

Universitas Indonesia



33

uang tunai sebagai alat bayar. Kini kartu debetaBudmum digunakan oleh
masyarakat.

Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk lakekan
penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimanajikew pemegang kartu
dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsonganan pemegang kartu
pada bank atau lembaga selain bank yang berwenamg§ menghimpun dana
sesuai ketentuan perundang-undangan yang beérfakiartu ATM didefinisikan
sebagai kartu khusus yang diberikan oleh bank lepemilik rekening yang
dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektiatas rekening tersebut yang
mana transaksi dilakukan di terminal ATM. Kartu ATaMau Anjungan Tunai
Mandiri adalah kartu yang memiliki fungsi sepemirya seorangeller bank'®
Dengan demikian, kartu ATM merupakan kartu yandumgsi sepertteller yang
yang dapat digunakan untuk melakukan berbagaigkanyang mana kewajiban
pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengusaegra langsung simpanan
pemegang kartu.

Kartu debet merupakan instrumen pembayaran berblsitu yang
pembayarannya dilakukan dengan pendebetan landsimgkening nasabah di
bank penerbit kartu tersebut. Kartu debet adalaMiBang dapat digunakan
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yangutirdari suatu kegiatan
ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimamajkean pemegang kartu
dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsonganan pemegang kartu
pada bank atau lembaga selain bank yang berwenamg menghimpun dana
sesuai ketentuan perundang-undangan yang bériaku.

Pada umumnya, kini kartu ATM merupakan kartu dghgt. Beberapa
bank penerbit, telah melakukan kombinasi antargdukartu debet sekaligus

4 |ndonesiaPerubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Plemggaran Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan KaR®B| Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP
Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 5.

15R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita YustiSerfianiUntung dengan Katu Kredit,
Kartu ATM-Debet, & Uang ElektronjKJakarta: Visimedia, 2012), him. 17.

® Bank IndonesiaPerubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Plemggaran

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan K&®l Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11
DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 6.
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fungsi kartu sebagai kartu ATM untuk lebih memudahkasabah bank tersebut.
Kini hampir semua kartu ATM bisa juga digunakanulknbelanja dimerchant
yang mana kartu semacam ini dinamakan kartu ATMebEH Apabila
digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM disebattkk ATM sedangkan
apabila digunakan untuk bertransaksi dengan mermdggumnmesin EDC disebut
kartu debet.

2.2.2.2 Kegunaan Kartu Automated Teller Machine dan atau Kartu Debet

Kartu ATM dan atau kartu debet berguna sebagai bhitu untuk
melakukan transaksi dan memperoleh informasi pé&ebarsecara elektronis.
Jenis transaksi yang tersedia antara fafh:
1. Penarikan tunai
Setoran tunai
Transfer dana

Pembiayaan

o bk~ 0N

Pembelanjaan
Jenis informasi yang tersedia antara lain:
1. Informasi saldo
2. Informasi kurs
Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis transdksi informasi yang tersedia
akan terus bertambah.
Salah satu contohnya, pada PT Bank Mandiri (PersEbk, saat ini di
ATM Mandiri sudah tersedia lebih dari seratus fiatau layanan, yang pada

intinya terdiri dari***

7R, Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita YustiSerfianiUntung dengan Katu Kredit,
Kartu ATM-Debet, & Uang ElektronjKJakarta: Visimedia, 2012), him. 88.

88ank Indonesia, “Mengenal Kartu Debit dan ATM, http:/www.bi.go.id
/NR/rdonlyres/BBE21279-B059-4C04-BBE8-E2D58360DBEE5/MengenalKartuDebitdan
AT M.pdf, diunduh 26 Januari 2012.

19 pT Bank Mandiri (Persero) Tbk, “Mandiri ATM; Fitudan Menu Layanan,”
http://www.bankmandiri.co.id/article/fag-atm-fitaspdiunduh pada 6 April 2012.
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Fitur Standar/Akses ke Rekeniiy
PaymentUmumMUtilities/Open Payment
Pembayaran Tagihan Telepon

Isi Ulang Pulsa

Registrasi

o gk~ w DR

Kartu Mandiri Visa

2.2.2.3 Keuntungan Menggunakan Kartu Automated Teller Machine dan atau
Kartu Debet
Kartu ATM dan atau kartu debet diterbitkan untuknmbantu nasabah
dalam bertransaksi. Penggunaan kartu ATM dan athetdyang semakin
meningkat, tentunya dikarenakan manfaat dari pemggyunya yang telah banyak
dirasakan masyarakat. Keuntungan dari penggunadga R&M dan atau kartu
debet, yaitu?*
1. Mudah
Tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transateu memperoleh
informasi.
2. Aman
Tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukarsttksi belanja di toko.
3. Fleksibel
Transaksi penarikan tunai atau pembelanjaan via Adt&u EDC dapat
dilakukan di jaringan bank sendiri, jaringan lokah internasional.
4. Leluasa

Dapat bertransaksi setiap saat meskipun hari libur.

120 penarikan tunaijnquiry saldo, transfer antar-rekening, penggantian FRuiry
rekening valuta asingnquiry rekening pinjaman, cetak lima transaksi terakhir.

121Bank Indonesia, “Mengenal Kartu Debit dan ATM,”
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BBE21279-B059-4CBBES-E2D58360DB06/1465/Meng
enalKartuDebitdanATM.pdf, diunduh 6 April 2012.
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Manfaat dari penggunaan kartu ATM dan atau karhetiadalah'??
Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi AViM untuk
penarikan tunai, transfer antar-rekening dan atdarlbank.

Selain itu khusus untuk kartu debet, memberikan udahan melakukan

transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang. tunai

2.2.2.4 Mekanisme Kartu Automated Teller Machinedan atau Kartu Debet

Kartu ATM yang digunakan pada mesin ATM untuk meledn berbagai

transaksi. Proses kerja ATM pada umumnya sama dekgmputer melalui

proses dan pengolahan data. Adapun proses keramdsin ATM tersebut,

yaitu:
1.

123

Kartu ATM dimasukkan kedalam mesin ATM maka karkara dibaca oleh
magnetic card readeyang ada didalam mesin. Fungsi daragnetic card
readerhanya sebagai pembaca dan penerima data.

Setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistemputerisasi bank. Oleh
karena fungsinya hanya sebagai penerima data makgmetic card reader
tidak memilikimemoryyang bisa menyimpan data nasabah.

Saat mesin berhasil membaca data dalam Kartu AThebet maka mesin
akan meminta data PIN. PIN ini tidak terdapat diadma kartu ATM
melainkan harus di input oleh nasabah.

Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka data PINbetsakan diacak (di-
encryp) dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem kaemasi bank ber-
sangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan daar yang dikirim
tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudialbak berikut isi data dari
kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bamtkik diverifikasi.
Setelah data selesai diproses di sistem kompuiédrinaka data akan dikirim
kembali ke ATM. Nasabah akan dapatkan apa yang yhamgntanya di
ATM.

122 Bank Indonesia, “Alat Pembayaran Kartu ATM/Debettittp://www.bi.go.id/

web/id/Info+ dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayadinnduh 4 April 2012.

123 Wati Aris Astuti, “Proses Kerja dan Dampak dari sfe ATM,” Majalah llmiah

UNIKOM Vol.8 No. 1, him. 22-23.
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Terdapat dua mekanisme penggunaan kartu debet tnatokaksi belanja

yang saat ini masih menggunakan teknotoggnetic stripgyaitu*

1. Menggunakan Tanda Tangan
Kartu debet yang diserahkan ke kasir akan diprodesgan cara
menggesekan kartu ke mesin EDC. Setelah digesghgditgrosesonline
untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemedanty yang ada pada
databaseserver penerbit kartu. Setelah proses verifikaksai maka mesin
EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akaandétangani oleh
pemegang kartu yang melakukan transaksi. Denganiki@d@mtransaksi
selesai.

2. Menggunakan PIN
Kartu debet yang diserahkan ke kasir akan diprodesgan cara
menggesekan kartu ke mesin EDC. Setelah digesel; &kan meminta
pengguna untuk mengisi PIN pada mesin EDC. Ap&tiNapengguna benar,
akan terjadi prosesnline untuk verifikasi data dan kecukupan saldo
pemegang kartu yang ada pat#dabaseserver penerbit kartu. Setelah proses
verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkartilitknsaksi yang akan
ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukamnsdksi. Dengan

demikian transaksi selesai.

2.2.2.5 Terminal Automated Teller Machine

Terminal ATM adalah teknologi yang memudahkan nakatlan usaha
perbankan. ATM adalah suatu sistem pelayanan yabhgriken bank pada
nasabahnya secara elektronik dengan menggunakan pukem untuk
mengupayakan penyelesaian secara otomatis dagiaab@ngsi yang biasanya
dilakukan olehteller.®® ATM merupakan alat kasir otomatis tanpa orang,
ditempatkan di dalam atau di luar perkarangan bam@ing sanggup untuk
mengeluarkan uang tunai dalam menangani transakseksi perbankan yang

124 Bank Indonesia, “Alat Pembayaran Kartu ATM/Debetlittp://www.bi.go.id/
web/id/Info+ dan+Edukasi+Konsumen/Alat+PembayAdinnduh 4 April 2012.

125 Lukman DendawijayaManajemen Perbankan(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001),
him. 30.
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rutin.*?® Automated Teller Machines are computerised cashitels or tellers

located outside banks to provide bank customerh weiéctronic cards (ATM
cards) a 24 hour access to financial services without aohysical contact

between the bank and customer accessing the fiaseivice'®>’ Penemu dan
perancang ATM adalah Don Wetz#&lice President of Product Planningada

Perusahaan Docutel. Konsep ATM pertama Kkali lalaidgp 1986. Kemudian,
prototipe-nya muncul setahun kemudian dan akhibyaotel mendaftarkannya
pada kantor paten pada 1973%.

Secara umum ATM terdiri datf?

BoxATM

N

Tombol angka sebag&eyboardyang dilengkapi tombatance] enter, dan
exit

Sebuah layar atau monitor

Kamera yang biasa terlihat di luar bilik ATM

SebualCentral Processecing UnfCPU)

Keyboard

Modem

Kotak uang

© © N o o b W

Printer mini
10.Card reader

Pada umumnya ATM dapat dibeda-kan menjadi dua jesiig:**°
1. Menempel pada dinding.

2. Berdiri sendiri dalam satu kesatuan.

126 Allen H. Lipis, Thomas R. Marrschall, Jan H. LimkPerbankan Elektronik (Electronic
Banking) diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali, (Jakarta: Phé&de Cipta, 1992), him. 9.

127 Orji Uchenna Jerome,Creating a sustainable legal and regulatory enviremt for
electronic banking inNigeria,” Journal of International Banking Law and Regulati@011,
him. 2.

128 R, Toto SugihartoTips ATM Anti-Bobgl(Yogyakarta: MedPress, 2010), him. 27-28.

2% bid., him. 29-30.

130 Wati Aris Astuti, “Proses Kerjan dan Dampak daredih ATM,” Majalah limiah
UNIKOM Vol.8 No. 1, him. 22.
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a. On PremiseATM, yaitu mesin ATM yang berada pada gedung yseima
dengan bank yang bersangkutan.
b. Off Premise ATMyaitu mesin ATM yang berada di luar gedung bank
yang bersangkutan atau di tempat-tempat umum.
Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan tranggkbankan dan

untuk menghindari antrian panjang maka dibuat midtelengkapan dan variasi

ATM dalam beberapa jenis, yaitt!

1.

ATM Multifungsi
ATM yang dikeluarkan bank untuk berbagai trans@lesbankan: tarik tunai,
transfer antar-rekening dalam satu bank yang saargsfer antarbank secara
real time onling pembayaran, informasi saldo, isi pulsa, informiasis,
pembelian, ubah PIN, dan registrasi.
ATM Tarik Tunai
ATM yang disediakan khusus untuk transaksi taniatu
ATM Nontunai
ATM yang disediakan khusus untuk transaksi nonituAdM non-tunai
memiliki semua fitur yang terdapat pada ATM muhifisi, kecuali untuk
transaksi tarik tunai.
ATM Setoran Tunai
ATM yang disediakan khusus untuk transaksi setoaitbebas bea, baik ke
rekening sendiri maupun ke rekening nasabah bamk Nasabah dapat
melakukan transaksi penyetoran kapan saja tanpss laantre diteller dan
mengisi form setoran.

Terkait dengan penyedia ATM, terdapat dua straaddil: **2
Jaringan Kerja Milik Sendiri
Lembaga keuangan membeli atau menyewa ATM, mensodiware atau
membuat, memasang sistem, memasarkan dan mengelukaktu disain
yang dilakukan sendiri. Keuntungan sistem milikdier{proprietary system
adalah dapat mempertahankan kontrol menyeluruladeghsistem, jasa-jasa,

131 R. Toto SugihartoTips ATM Anti-Bobgl(Yogyakarta: MedPress, 2010), him. 32-35.

132 Allen H. Lipis, Thomas R. Marrschall, Jan H. LimkPerbankan Elektronik (Electronic

Banking),diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali, (Jakarta: PT &4a Cipta, 1992), him. 11-14.
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dan produknya serta diindefikasi oleh hanya satubéga. Kerugiannya
adalah melaksanakan dan memasarkan jaringan KENhi#y mahal, volume
transaksi dibatasi oleh besarnya basis pemeganmg lkanbaga tersebut, dan
jangka waktu bayar-kembali bisa membutuhkan wakhgyama.
2. Jaringan Kerja ATM Berbagi
ATM dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuantgn:
a. Joint-ventura
b. Pihak ketiga
Sistem pengoperasian ATM, yakni secafféine danonling yang dijelaskan
sebagai berikut*®
1. Pengoperasian Secdpdfline
Mesin ATM tersebut tidak dihubungkan dengan kompugentral tetapi
mesin tersebut beroperasi tersendiri.

2. Pengoperasian Secdbaline

Peralatan ATMonline dihubungkan langsung dengan komputer sentral arau

melalui sebuah jalur komunikasi. Operasline lebih mahal daripadaffline,
tetapi memberikan berbagai kelebihan dalam keamapambaruan arsip

komputer, dan pengawasan komputer untuk pengolaaiasaksi bank.

2.2.2.6 Penyelenggaraan Kartu Automated Teller Machine dan atau Kartu
Debet
Dalam menerbitkan kartu ATM, penerbit kartu ATM mikkn kewajiban-
kewajiban. BerdasarkanPasal 23 PBI No0.11/11/PBI/2009 dan SEBI
N0.14/17/DASP, penerbit kartu ATM dan atau kartletewajib memberikan
informasi tertulis kepada calon pemegang kartumkanegang kartu, yang paling
kurang meliputi*>*
1. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu ATM dankatdu debet, fasilitas
yang melekat pada kartu ATM dan atau kartu delzet,rébiko yang mungkin
timbul dari penggunaan kartu ATM dan kartu debet;

133 hid., him. 23-24.

3% Bank IndonesiaPerubahan SEBI Nomor 11/10/DASP PenyelenggaraariakegAlat
Pembayaran dengan Menggunakan Ka&&BI Nomor 14/17/DASP, butir VII. A. 2.
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2. Hak dan kewajiban pemegang kartu ATM dan atau kaehet, yang paling
kurang meliputi:

a. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemgdartu ATM dan
atau kartu debet dalam penggunaan kartu, termasgkias konsekuensi
atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaantikakTM dan atau
kartu debet, misalnya tidak memberikan PIN kepadang lain dan
berhati-hati saat melakukan transaksi melalui magiM;

b. hak dan tanggung jawab pemegang dan atau penarhit ATM dan atau
kartu debet apabila terjadi berbagai hal yang midbgtkan kerugian bagi
pemegang dan atau penerbit kartu ATM dan atau ldehet, baik yang
disebabkan karena adanya pemalsuan kartu ATM dan kartu debet,
kegagalan sistem penerbit, atau sebab lainnya;

c. jenis dan besarnya biaya yang dikenakan penerbit;

d. tata cara dan konsekuensi jika pemegang kartu AAMatau kartu debet
tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu Atlsh atau kartu
debet.

3. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dgmgaggunaan kartu
ATM dan atau kartu debet dan perkiraan waktu pesghan pengaduan
tersebut.

Kemudian, dalam pemberian kartu ATM dan atau kabet, penerbit
kartu ATM wajib menerapkan manajemen risiko danilwgula menerapkan
persyaratan yang paling kurang melipdi:

1. penetapan batas maksimum nilai transaksi;

2. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai.

SEBI No0.14/17/DASP menetapkan beberapa pengaturamuk u
meningkatkan keamanan dan agar masing-masing perdapat melakukan

pengelolaan likuiditasnya dengan baik, yakfi:

135 Bank IndonesiaPBI Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran deriganggunakan
Kartu, PBI Nomor PBI Nomor 11/11/PBI1/2009, LN No. 64 BR Tahun 2009, TLN No. 5000,
Pasal 22.

136 Bank IndonesiaPerubahan SEBI Nomor 11/10/DASP Penyelenggarasgidtan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kag8&BI Nomor 14/17/DASP, Butir VII. B..8
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1. Batas paling banyak nilai nominal dana untuk pdwaaritunai melalui mesin
ATM, baik menggunakan kartu ATM atau kartu kreditgalah sebesar
Rp 10.000.000 tiap rekening dalam satu hari.

2. Batas paling banyak nilai nominal dana yang dajteargsfer antar penerbit
kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar Rp 26.000 tiap rekening
dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Batas paling banyak nilai nominal dana berlaku kintansfer dana antar-
penerbit melalui mesin ATM dimana rekening pengirdan rekening
penerima berada pada penerbit yang berbeda.

b. Batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlaktuk transfer dana
intra-penerbit kartu ATM dimana rekening pengiriandpenerima berada
pada penerbit yang sama.

Penerbit wajib meningkatkan keamanan APMK guna mgalc dan
mengurangi tingkat kejahatan dibidang APMK sertanimgkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap APMK yang dilakukan terhaddpastruktur teknologi
terkait APMK yang meliputi pengamanan kartu datesisyang digunakan untuk
memproses transaksi APMK, yaitu dengan menerapiamlogichip dan PIN.
Oleh karena itu, kartu ATM dan atau kartu debetgyditerbitkan di Indonesia
wajib menggunakan teknologhip dengan mengacu pada standar teknatbg
yang telah disepakati industfi’

Terkait dengan teknologthip dan PIN pada kartu ATM dan atau kartu
debet diatur lebih lanjut dalam SEBI No.13/22/DA®Erihal Implementasi
Teknologi Chip dan PenggunaaPRersonal Identification Numberpada Kartu
ATM dan atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indsiaetertanggal 18 Oktober
2011. Penggunaan standdmp dan PIN penggunaan kartu ATM dan atau kartu
debet dilakukan dengan ketentuan sebagai befikut:

57 bid., Butir VII. C.

138 Bank IndonesiaSEBI Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaamtifiation
Number pada Kartu ATM dan atau Kartu Debet yangefitkan di IndonesiaSEBI Nomor
13/22/DASP, butir 1.
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1. Penggunaan Teknolo@hip

a. Kartu ATM dan atau kartu debet yang diterbitkanholpenerbit di
Indonesia beserta sara pemrosesnya wajib menggusékadar teknologi
chip yang telah disepakati oleh industri dan disetaieh Bank Indonesia

b. Kewajiban penggunaan standar teknoldgip berlaku bagi seluruh kartu
ATM dan atau kartu debet yang diterbitkan oleh peiheali Indonesia,
termasuk kartu ATM dan atau kartu debet yang tet@mggunakan
standar teknologship lainnya.

2. Penggunaan PIN

a. Jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan unsgturuh kartu ATM
dan atau kartu debet yang diterbitkan oleh penelibindonesia paling
kurang enam digit.

b. Penggunaan PIN paling kurang enam digit terseblagse sarana
autentikasi merupakan penggantian tanda tangangasrgekartu sebagai
sarana autentikasi.

3. Penambahan sarana autentikasi salhip dan PIN paling kurang enam digit
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu darkBndonesia.

Kewajiban untuk implementasi teknologip dan PIN paling kurang enam
digit, baik untuk kartu baru maupun penggantiantiikdama, dilakukan paling
lama tanggal 31 Desember 2015 sehingga terhituyag s#nggal 1 Januari 2016
setiap kartu ATM dan atau kartu debet yang ditkanitoleh penerbit di Indonesia
dan digunakan untuk transaksi di Indonesia wajgraties dengan menggunakan
teknologichip dan PIN paling kurang enam digit. Penyelenggartuk&mrM dan
atau kartu debet wajib menyesuaikan atau meningkatkeamanan sarana
pemroses pada mesin EDC, mesin ATM, serta sisterdutb@ng dan pemroses
transaksi lfack end systeimyang dapat memproses kartu ATM dan atau kartu
debet berteknologihip dan PIN paling kurang enam digit, paling lama tadj.
Desember 2015. Dalam hal penerbit telah mengimpitasikan standar
teknologi chip lebih awal dari tanggal 31 Desember 2015 makaemphtasi
standar teknologthip tersebut wajib dilakukan bersamaan dengan impleasent

PIN paling kurang enam digit sebagai sarana aksif*

139 hid., butir I11.
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2.2.3 Kartu Kredit
2.2.3.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit ¢€redit card merupakan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu lainnya, selain kartu ATM darkdebet, yang telah dikenal
oleh masyarakat Indonesia. A.F. Elly Erawaty daB. Badudu menjelaskan
pengertiarcredit cardsebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau dgalain
yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkag,usarang, atau jasa secara
kredit}*° Johannes Ibrahim memberikan pengertian, kartuitkaéau credit card
adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suattituss yang memungkinkan
pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaig dilakukannya dan
pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dengabagar sejumlah bunga
(finance chargg atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukamtu kredit
adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukambasgaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonor@rmasuk transaksi
pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikaai,taiimana kewajiban
pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dadlgluiacquireratau penerbit,
dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukarbpgaran pada waktu yang
disepakati, baik dengan pelunasan secara sekdtibasye card ataupun dengan

pembayaran secara angsutan.

2.2.3.2 Keuntungan Kartu Kredit

Penggunaan kartu Kredit sebagai alat pembayaramt daggmberikan
manfaat sebagai beriktft?
1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakuasaksi transaksi

berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.

140 Johannes IbrahinKartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahata(Bandung:
PT Refika Aditama, 2004), him. 10.

141 Bank IndonesiaPerubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentangyeEmggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kd&i, Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11
DASP Tahun 2012, TLN No. 527Basal 1 angka 4.

192 Bank Indonesia, “Alat Pembayaran: Kartu Kreditfittp://www.bi.go.id/web/
id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayarmdinhduh 9 April 2012.
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2. Terdapat berbagai penawaran menarik dari peneati kredit, antaréain
point rewards diskon di merchant dan pembelian barang dengan bunga
cicilan 0%

Keuntungan dari kartu kredit, antara lain transadisih praktis yang mana
tidak perlu membawa uang tunai, terbebas dari keatiean menerima uang
palsu, tidak perlu mengeluarkan uang pada sagtgia, berguna ketika darurat
yang mana uang tunai tidak tersedia, bisa melakylemnbayaran dengan cara

mencicil.

2.2.3.3 MekanismeKartu Kredit

Mekanisme penggunaan kartu kredit yang kini denganggunakarchip
tidak banyak mengalami perubahan dengan mekanisbedusnnya. Mekanisme
yang sama mudahnya dengan teknologi sebelumnya yhkenal dengan
magnetic stripePada awalnya, kartu kredit diserahkan ke kagirodes dengan
cara memasukkan kartu ke dalam mesin EDC yang tdleEmgkapi chip

(dimasukkan ke dalam EDC). Transaksi tidak lagedek tapi ddip. Pada saat

dimasukkan ke dalam EDC, kartu mengalami prosesipgmik(di acak) terlebih

dahulu sebelum akhirnya secaraine di-link-an dan diverifikasi dengan penerbit
kartu kredit yang dipakai. Setelah proses verifisatesai, mesin EDC yang telah
dilengkapichip akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditangdani oleh
pemegang kartu yang melakukan transaksi. Dengaikidentransaksi selesaf®

Prosedur transaksi dalam mekanisme sebagai alabgyaman dalam
transaksi kartu kredit, yaittf*

1. Bank penerbit disebut juga sebagai kreditur metiexbikartu kredit untuk
pemegang kartu kredit, setelah memenuhi persyapsesyaratan tertentu
yang ditetapkan oleh bank penerbit dan setelah gaengekartu menyetujui
perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam penggundada saat itu bank
penerbit akan membebankgming feedari pemegang kartu dan selanjutnya
setiap tahun akan membebankamual fee

%3 |bid.

44 Johannes IbrahinKartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahata(Bandung:

PT Refika Aditama, 2004), him. 24
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2. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian mpadechant dengan
menunjukan kartu kreditnya dan selanjutnya cukupandatangarbill atau
faktur pembelian. Sebelum prosedl atau faktur ditanda-tangani, pihak
merchantakan memeriksa secara seksama keaslian dari kagtlit yang
bersangkutan.

3. Merchant akan menyerahkan tagihan yang ditandatangani péghegang
kartu kepada bank penerbit untuk menagih pembayatas transaksi
penjualan tersebut. Selanjutnya bank penerbit akambayar sejumlah nilai
transaksi setelah dikurangi dengdiscount rateuntuk keuntungan bank
penerbit.

4. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jetumipo, bank penerbit akan
menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai tkansa

2.2.3.4 Penyelenggaraan Kartu Kredit
Kartu kredit diberikan kepada pemegang kartu kredi#ts permohonan.
Berdasarkan Pasal 14 PBI No0.14/2/PBI/2012, pemtekartu kredit oleh
penerbit didasarkan atas permohonan yang telahddtangani calon pemegang
kartu. Permohonan mengajukan penerbitan kartu tkneala umumya relatif
sama. Sistem kerja dalam mengajukan permohonamdidggetujui penerbitan
kartu kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegangdkagan memenuhi
persyaratan yang tercantum dalam aplikasi ataudiorpermohonan, memuat:
a. Data Pribadi
Dicantumkan nama probadi secara lengkap sesuai adendentitas
pemohon (KTP, paspor), nomor KTP, kewarganegargamggal lahir,
alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilijaserta pendidikan
terakhir dari pemohon. Dokumen-dokumen yang berhgan dengan data
pribadi adalah KTP, paspor, kewarganegaraan, ijadah lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

> |bid., him. 20-22.
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. Data Pekerjaan

Pekerjaan dapat berupa wiraswasta atau pegawataswtesu kalangan
profesional tertentu. Disebutkan nama perusahadanyy usaha, lamanya
berusaha, jabatan dan departemen, lamanya beké&jaat kantor, kota,
dan jumlah karyawan. Dokumen-dokumen yang perlendikapi bagi

wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang ukergl beserta
perijinannya sedangkan bagi pegawai swasta ataandah profesional
dapat berupa surat keterangan tentang penghasdanleinbaga yang
bersangkutan bertugas.

. Data Penghasilan dan Referensi Bank

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahurpdaghasilan pokok
dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalaemamabukukan

penghasilan yang diperolehnya pada lembaga keudngak dan bukan
bank disertai dengan dokumen-dokumen rekening kotabungan,

deposito, atau pendukung lainnya.

. Data Lainnya

Merupakan data pendukung sesuai dengan masinggnasmohon.

Misalnya pemohonan telah berkeluarga, akan dimamaketerangan
tentang suami atau istri, perusahaan atau pekegaadilengkapi dengan
domisili lembaga dimaksud. Selain itu data laintwsupa rekening bagi
pendebetan transaksi.

. Data Kartu Tambahan

Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartubtdman. Untuk kartu
tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yapgrdyaratkan.
Pernyataan Pemohom

Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyatasnpemohon tentang
kebenaran dari informasi yang diberikan kepada l@arierbit, dokumen
yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadaplagan aplikasi
penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terdaam persyaratan-
persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalamnparjgpenerbitan kartu
kredit.
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. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasddta yang diterima.

Analisis yang dilakukan oleh bank penerbit segeathnya permohonan yang
diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Barkub hati-hati dengan

prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar seguasedur perkreditan.

. Permohonan yang dinilai “layak” akan ditindak-lanpleh pihak bank dengan

menerbitkan “kartu kredit” atas nama pemohon baskattu tambahan yang
diminta.

Penerbit kartu kredit wajib memberikan informascaga tertulis kepada

pemegang kartu paling kurang meliptffi:

1.
2.

prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit;

hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemgg&artu dalam
penggunaan kartu kredit dan konsekuensi atau rigdm mungkin timbul
dari penggunaaan kartu kredit;

hak dan kewajiban pemegang kartu;

tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredjtdierikan dan perkiraan
lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;

pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasagiptungan bunga,
biaya fe€ dan denda kartu kredit;

jenis biaya fee dan denda yang dikenakan;

prosedur dan tata cara pengakhiran dan atau pemrufapilitas kartu kredit;
dan

ringkasan transaksi pemegang kartu kredit, berdasgrermohonan dan atau

persetujuan pemegang kartu kredit.

Apabila terjadi perubahan atas informasi-informgang penerbit kartu kredit

wajib informasikan kepada pemegang kartu kredit anpknerbit kartu kredit

wajib menyampaikan perubahan informasi tersebutarsedertulis kepada

pemegang kartu kredit.

Penyelenggaraan kartu kredit oleh prinsipal, p@ahertacquirer,

penyelenggara kliring dan atau penyelenggara pesgen akhir yang berupa

146 Bank IndonesiaPerubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Plemggaran

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan K&®l Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11
DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 16.

Universitas Indonesia



49

bank wajib menerapkan manajemen risfkosesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai manajemen rigkangkan yang berupa
lembaga selain bank mengacu pada ketentuan mamajesited untuk lembaga
selain bank*® Dalam menerapkan manajemen risiko, penerbit Kaedit wajib
menerapkan manajemen risiko kredit dengan mempleshapaling kurang hal-
hal sebagai berikdf*®
1. batas minimum usia calon pemegang kartu, yait@aBart untuk kartu kredit
utama dan tujuh belas tahun untuk kartu kredit &mat>°
2. batas minimum pendapatan calon pemegang kaait, Rp 3.000.000 tiap
bulan>!
3. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikgprakla pemegang kartu,
yaitu (secara kumulatif) sebesar tiga kali pendéipptbulari®
4. batas maksimum jumlah penerbit yang dapat membefédailitas kartu
kredit, yaitu dua penerbit kartu kredit untuk satu pemedarty kredit>®
5. batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu, yaaling kurang
sebesar 10% dari total tagih&f.
Pembatasan mengenai maksimum platfon kredit darsimakn jumlah penerbit
kartu kredit tidak berlaku bagi calon pemegangwkéaredit dan pemegang kartu
kredit yang memiliki pendapatan diatas Rp 10.000'80Ketentuan mengenai

" Manajemen risiko dalam kartu kredit, antara laimnajemen risiko likuiditas,

manajemen risiko kredit, manajemen risiko operadidan manajemen risiko dalam penggunaan
teknologi informasi.

8 Bank IndonesiaPerubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Plemggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan K& &l Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11
DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 15.

% bid., Pasal 15 A.

130 Bank IndonesiaPerubahan SEBI Nomor 11/10/DASP PenyelenggaraanakegAlat
Pembayaran dengan Menggunakan Ka&&BI Nomor 14/17/DASP, Butir VII. B. 2.

21 pid.
192 pid.
153 |bid.
**|pid., Butir VII. B. 7.

158 pid., Butir VII. B. 2.
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penerapan prinsip kehati-hatian, seperti minimuna wslon pemegang kartu
kredit, minimum pendapatan calon pemegang kartdit<rdatas maksimum
plafon kredit, batas maksimum perolehan kredit, sitrakm suku bunga kartu
kredit, diberlakukan secara efektif per 1 Janu@ti®

Selain itu, terkait dengan tagihan kartu kreditngbit kartu kredit wajib
menyampaikan lembar tagihan kepada pemegang kectuasbenar, akurat, dan
tepat waktu; memberitahukan kelonggaran waktu pgarba apabila tanggal
jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari; lidilarang mengenakan
denda kepada pemegang kartu yang melakukan perabatggihan utang kartu
kredit pada kelonggaran waktu pembayaran. Peneavhjtb mencantumkan
informasi dalam lembar tagihan yang disampaikarma#éegpemegang kartu, paling
kurang mencakup®
besarnya tagihan;
besarnya batas minimum pembayaran oleh pemegatg kar
penjelasan informasi rincian bunga dan dendagda
plafon kredit dan sisa plafon kredit;
tanggal transaksi;

tanggal pembukuampésting;

N o ok~ oD R

besarnya nilai transaksi dalam valuta asing danamawupiahnya, serta

informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilaknlkdi luar negeri;

@

tanggal cetak tagihan;

9. tanggal jatuh tempo pembayaran;

10. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jétompo pembayaran
bertepatan dengan hari libur;

11. besarnya persentase bunga per bulan dan persefé&sé bunga per tahun

(annualized percentage ratatas transaksi pembelian barang atau jasa, dan

penarikan tunai;
12. nominal bunga yang dikenakan;

13. besarnya biaya-biaya;

1% Bank IndonesiaPerubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Plemggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan K&®l Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11
DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 16 B.
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14. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran elebgang kartu, jika
ada.

Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbjibnaematuhi pokok-
pokok etika penagihan utang kartu kredit dan memamhwa penagihan utang
kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit thakredit sendiri atau
menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukanaisgsngan ketentuan Bank
Indonesia serta peraturan perundang-undangan yarigkb. Jika penagihan
utang kartu kredit menggunakan jasa pihak lain,amy@ sajadebt collectoy
penerbit kartu kredit wajib menjamin bahWwa:

1. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengadilgfakan sendiri oleh
penerbit;

2. pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanyak wmiang kartu kredit
dengan kualitas tertentu.

Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitaguk&redit, penerbit
kartu kredit yang berupa bank wajib menyusun dataksanakan kebijaksanaan
perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indongsig mengatur mengenai
kewajiban penyusunan dan pelaksanakan perkredaak bagi umum sedangkan
bagi penerbit kartu kredit yang berupa lembagairsddank wajib dilakukan
dengan mengacu pada penyusunan dan pelaksanagaksataan perkreditan
lembaga selain bank. Bank Indonesia menetapkars bad&ksimum kartu kredit
yang berlaku untuk transaksi pembelanjaan dan kantaik tunai menggunakan
kartu kredit dan wajib dipatuhi oleh penerbit kattvedit. Tukar-menukar
informasi atau data yang meliputi data pemegandukberupanegative list
melalui pusat pengelola informasi wajib dilakukamerbit kartu kredit dengan
penerbit kartu kredit lainnya. Akan tetapi, penerkartu kredit dilarang
memberikan informasi data pemegang kartu kepads péin di luar kepentingan
tukar-menukar informasi tanpa persetujuan tertldis pemegang kartu.

Kemudian, terkait dengan peningkatan keamanan ARMEKJKk kartu kredit
yang menggunakan jaringan internasioggblfal network standar teknologzhip

dan sistem atau aplikasi yang digunakan mengaca gtaddar teknologhip dan

%7 |bid., Pasal 17 B ayat (3).
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sistem atau aplikasi yang berlaku dan atau dipeatigen oleh prinsipal selaku
pemegang jaringan kartu tersebut sedangkan kadditkyang menggunakan
jaringan domestikdomestic netwodkdapat mengacu pada standar teknobbgp

yang berlaku untuk kartu yang menggunakan jaringérnasional yang mana
standar sistem sistem atau aplikasi, seperti ED@&ngydigunakan harus
disesuaikan sehingga dapat memproses kartu deegaaldgi chip tersebut®®

Penerbit di Indonesia wajib telah mengimplementasikeknologi PIN paling
kurang enam digit paling lama tanggal 31 Desemb#&d %° Kemudian, penerbit
kartu kredit wajib mengimplementasikaransaction alert®® kepada pemegang

kartu kredit paling lambat tanggal 1 Januari 2¢13.

2.2.4 Pihak Penyelenggara Kegiatan Alat Pebayaran dengan Menggunakan
Kartu
Pihak dalam kegiatan APMK dapat dibedakan antahakpiatau pelaku
utama dan pihak atau pelaku lainnya. Pihak ataakpaltama adalah pihak-pihak
yang untuk dapat melakukan kegiatan APMK-nya hareamperoleh izin terlebih
dahulu dari Bank Indonest&’ Sedangkan pihak atau pelaku lain adalah pihak-

pihak yang menyelenggarakan atau terlibat dalamyglenggaraan APMK,

138 Bank IndonesiaPerubahan SEBI Nomor 11/10/DASP PenyelenggaraaiakeyAlat
Pembayaran dengan Menggunakan Ka@&BI Nomor 14/17/DASP, Butir VII. C. 3.

159 pid., Butir VII. C. 4.

10 Transaction alert dilakukan dengan menggunakandkgi layanan pesan singkat atau
sarana lainnya berdasarkan pilihan pemegang karedk. Kriteria transaction alerttransaksi di
merchantyang memiliki risiko tinggi; transaksi dalam jumlatan atau nilai yang besar atau
menyimpang dari profil transaksi pemegang kartulikréransaksi terjadi berkali-kali @nerchant
yang berbeda lokasi dalam waktu yang relatif sitigkansaksi terjadi berkali-kali dherchant
yang sama untuk pembayaran pembelanjaan barangtdanjasa yang sama; transaksi pertama
atas kartu kredit baru.

'®1|bid., Butir VII. C. 6.
162 Bank Indonesia, LaporaBistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah da
Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong MEteglasi Ekonomi serta Upaya

Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajenrangelolaan Kas(Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), him. 52.

Universitas Indonesia



53

namun tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indim&8 Adapun pihak atau

pelaku utama penyelenggara APMK, yakni:

1. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank gartgnggung jawab atas
pengelolaan sistem dan atau jaringan antaranggotdaik yang berperan
sebagai penerbit dan ataaquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama
dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjamitatis*®*

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bankmangrbitkan APMK-®®

3. Acquireradalah bank atau lembaga selain bank yang:

a.melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagampu
memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan opghak selain
acquireryang bersangkutan; dan

b.bertanggung jawab atas penyelesaian pembayarad&epdagantf®

4. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembagandatek yang melakukan
perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-igasenerbit dan atau
acquirerdalam rangka transaksi APMK’

5. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bankextshaba selain bank yang
melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyates&hir atas hak dan
kewajiban keuangan masing-masing penerbit danaatquirer dalam rangka
transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan demyplenggara kliring°®

Beberapa contoh pihak atau pelaku lain ialah peaaaswitching®,
pedagangrierchan), perusahaan personalisd$idan perusahaan pencetak kartu.

193 |bid.

184 Bank IndonesiaPerubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Plemggaran
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan K&®l Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11
DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 8.

185 1bid., Pasal 1 angka 9.

1% pid., Pasal 1 angka 10.

%7 bid., Pasal 1 angka 13.

188 bid., Pasal 1 angka 14.

189 perusahaaswitchingadalah perusahaan yang menyediakan jasa switakéngrouting
atas transaksi elektronik yang menggunakan APMKahaekerminal seperti ATM atau EDC
dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerkat Bank IndonesiaRerubahan atas PBI No.

11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran Kegiatan Rixhbayaran dengan Menggunakan Kartu
PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 20IPN No. 5275, Pasal 1 angka 12.
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Sekalipun pihak atau pelaku lain ini tidak perlunmperoleh izin dari Bank
Indonesia, namun dalam hal mereka bekerja samaadepipak atau pelaku

utama maka harus melaporkan kerja samanya kepadalBdonesid.’*

2.2.5 Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu
Dalam penyelenggaraan kegiatan APMK perlu dilakyb@amgawasan untuk
memastikan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakusacara efisien, cepat,
aman dan andal dengan memperhatikan prinsip pergah nasabah. Bank
Indonesia merupakan pihak yang melakukan pengawasarhadap
penyelenggaraan kegiatan APMK. Bank Indonesia m&kk pengawasan
terhadap kegiatan penyelenggaraan APMK yang dikuloleh prinsipal,
penerbit, aquirer, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penygtmra
kegiatan penyelesaian akhir APMK. Berdasarkan S&®111/10/DASP tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengangddeakan Kartu,
pengawasan terhadap penyelenggaraan APMK difokyshaat 2
1. penerapan aspek manajemen risiko;
2. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
3. kebenaran dan ketepatan penyampaian informasaganan;
4. penerapan aspek perlindungan nasabah.
Selanjutnya SEBI No. 11/10/DASP mengatur metodejpensart’>
1. Pengawasan terhadapat penyelenggara kegiatan APN&Kukbn Bank

Indonesia melalui:

% perusahaan personifikasi merupakan perusahaan yagkukan pengisian data

terhadap kartu.

"1 Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2Aidh dan
Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong HMEteglasi Ekonomi serta Upaya
Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajenmangelolaan Kas(Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), him. 52.

172 Bank Indonesia, SEBI Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran denga
Menggunakan KartuSEBI Nomor 11/10/DASP, butir 1X. A. 3.

' Bank Indonesia, SEBI Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran denga
Menggunakan KartuSEBI Nomor 11/10/DASP, butir IX. A. 4.
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Penelitian, analisis, dan evaluasi, antara lamgydidasarkan atas laporan
berkala, laporan insidentil, data dan atau informasnnya yang
diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, sert&uss dengan prinsipal,
penerbit, aquirer, penyelenggara kegiatan Kkliring APMK, dan
penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK.

Pemeriksaanof site visit)terhadap pihak-pihak penyelenggara APMK
untuk mencocokan kebenaran data dengan fakta d@ind@m, serta
melihat sarana fisik, sistem, aplikasi pendukungaitabase Dalam hal
diperlukan, pemeriksaarorf site visif dapat juga dilakukan terhadap
pihak-pihak yang berkerja sama dengan prinsipahepit, aquirer,
penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelemggkegiatan
penyelesaian akhir APMK.

Pertemuan konsultastdnsultative meetirjgdengan prinsipal, penerbit,
acquirer, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyegtara
kegiatan penyelesaian akhir APMK untuk-untuk meiatlem informasi
penyelenggaraan dan menyampaikan saran.

Pembinaan terhadap prinsipal, penerlugugrer, penyelenggara kegiatan
kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyeksaakhir APMK

untuk melakukan perubahan.

2. Dalam rangka pengawasan, prinsipal, penerkafjuiser, penyelenggara

kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiataanyelesaian akhir

APMK wajib memberikan:

a.

Keterangan dan atau data yang data yang temagiash penyelenggaraan
APMK, baik dalam bentukard copymaupursoft copy

Kesempatan melakukan pemeriksaam (site visif untuk melihat
penyelenggaraan APMK, sarana fisik, sistem, aplikendukung, dan

database.

3. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk atas nama Bank

Indonesia melaksanakan pemeriksa@am (site visiy terhadap prinsipal,

penerbit, aquirer, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penygtsra

kegiatan penyelesaian akhir APMK.
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2.3 Uang Elektronik
Alat pembayaran non-tunai, antara lain berbasikatarseperti cek dan
bilyet giro serta berbasis kartu, seperti kartu ATkdrtu debit, dan kartu kredit.
Selain itu, terdapat uang elektronik atalectronic money(e-money. Dulu
ketentuan mengenai uang elektronik diatur dalanatpgan mengenai APMK,
yang mana uang elektronik dikenal dengan istilartuk@rabayat’* Secara
sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagsi @mbayaran dalam bentuk
elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam raeeliektronik tertentd’>
Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebihlud&epada penerbit dan
disimpan dalam media elektronik sebelum menggumakaruntuk keperluan
bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elekitgang tersimpan dalam media
elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi setelahnya dapat mengisi
kembali op-up. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang mahieunsur-
unsur, sebagai beriktif®
1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetoeleéhnl dahulu oleh pemegang
kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatdienseperti server atau
chip;
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagaggoykan merupakan
penerbit uang elektronik tersebut;
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang di&elola oleh penerbit
bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud daidang-undang

yang mengatur mengenai perbankan.

7 salah satu ciri dari uang elektronik sebagai ptrnbayaran adalah adanya kegiatan
prabayar dari pemegang kepada penerbit uang ehktreebelum pemegang menggunakannya
untuk kepentingan transaksi pembayaran. Uang @anegang disimpan secara elektronik dalam
bentuk suatuwchip atau dalam suatu media server yang dikelola oltenbit. Dengan media
penyimparchip maka bentuk uang elektronik tidak selalu beruptuksehingga kurang tepat jika
uang elektronik masuk sebagai APMK. Untuk itu mbkeang Elektronik diatur tersendiri dan juga
karakteristiknya yang berbeda dengan APMK.

7> Bank Indonesia, “Alat Pembayaran: Uang Elektroniitp://www.bi.go.id/web/id/Info+
dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaratiinduh tanggal 28 Mei 2012.

176 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentaamygElectronik Electronic Money
PBI Nomor 11/12/PBI/2009, LN No. 65 DASP Tahun 200LN No. 5001, Pasal 1 angka 3.
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Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektropéddkan ata’’

1. Uang elektronik yang nilai uang elektronikh{faselain dicatat pada media
elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicaggatla media elektronik yang
dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikebleh pemegang dapat
berupachip yang tersimpan pada kartu, stiker, akewd diskyang terdapat
padapersonal computemilik pemegang.

2. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hardiaatat pada media
elektronik yang dikelola oleh penerbit. Pemegangedi hak akses oleh
penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektriengdebut.

Berdasarkan pencatatan identitas pemegang, uaktgpelé terdiri atas-"®

1. Uang elektronik yang terdaftar dan tercatat datantiths pemegang
(registered

2. Uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak &at data identitas
pemegangunregisteredl

Terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik, k Bandonesia
menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi olek dan lembaga selain bank
dalam menyelenggarakan uang elektronik. Bank Insilan@enetapkan batasan-
batasan tertentu dalam uang elektronik, antara hédai nominal yang dapat
disimpan dalam uang elektronik dan penerapan primgngenal nasabaknow
your customer principld$® Selain itu, penerbit juga wajib menerapkan
manajemen risiko operasiofidldan risiko keuangaff.

Y7 bid., Penjelasan Umum.

78 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI No.11/12/PBl/2é6gang Uang Elektronik, nilai
uang elektronik adalah nilai uang yang disimparaseelektronik pada suatu media yang dapat
dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembaydaaratau transfer dana.

' Bank Indonesia, SEBI Penyelenggaraan Uang Elelkr(iektronic Money, SEBI
Nomor 11/11/DASP, butir VII. A.

¥ Prinsip mengenal nasabalknéw your customer principlesadalah prinsip yang
diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasab@amantau kegiatan transaksi nasabah
termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

1 Dalam rangka penerapan manajemen operasional, igaiinspenerbit, acquirer,
penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelrsakhir uang elektronik wajib meningkatkan
keamanan teknologi uang elektronik untuk mengurdimgjkat kejahatan dan penyalahgunaan
uang elektronik, serta sekaligus untuk meningkatka&percayaan masyarakat. Peningkatan
keamanan dilakukan terhadap seluruh infrastruktkmdlogi yang terkait dengan penyelenggaraan
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Batas nilai uang elektronik untuk jemnisgistereddan unregistereddiatur
sebagai berikut®
1. Batas nilai uang elektronik untuk jenisinregistered paling banyak
Rp1.000.000
2. Batas nilai uang elektronik untuk jemeggisteredpaling banyak Rp5.000.000
Batas nilai transaksi untuk kedua jenis uang ebelidtr (registered dan
unregisteredl dalam satu bulan untuk setiap uang elektronilarse&eseluruhan
paling banyak Rp20.000.000 yang meliputi transplesnbayaran, transfer dana,
dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakah plenerbit:®*

uang elektronik, yang meliputi pengamanan pada angEBnyimpan uang elektronik dan
pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan m@niproses transaksi uang elektronik lihat
Bank Indonesia,SEBI Penyelenggaraan Uang Elektronik (Elektronic nigyy), SEBI Nomor
11/11/DASP, butir VII. G.

'®2 Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PBI No.11/12/PBI/286gang Uang Elektronik, dalam
rangka penerapan manajemen risiko keuangan, pemaji (1) menempatkan dafi@at dalam
bentuk aset yang aman dan likuid; (2) ddlwat hanya untuk memenuhi kewajiban kepada
pemegang dan pedagang; (3) memenuhi kewajiban &gpamiegang dan pedagang secara tepat
waktu.

183 Bank IndonesiaSEBI Penyelenggaraan Uang Elektronik (Elektronloney), SEBI
Nomor 11/11/DASP, butir VII. B. 1.

¥ |bid., butir VII. B. 2.
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Interkoneks Nasional Layanan Automated Teller Machine Perbankan

sebagai Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)

3.1 Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)

Penyelenggaraan sistem pembayaran terus berkemi@mgmengalami
perubahan dengan majunya teknologi. Berbagai jestsumen pembayaran dan
delivery channeldisediakan untuk kemudahan nasabah serta menkagkat
efisiensi sistem pembayaran. Sebagai upaya merikagkaefisiensi dalam
penyelenggaraan sistem pembayaran ritel dan mikBank Indonesia
mengembangkamational Payment GatewafNPG). NPG sering kali disebut
dengan istilah lain, seperti sistem pembayaramtegrasi, sistem pembayaran
terpadu, sistem pembayaran satu pintu, interkongkg¢m pembayaran secara
nasional, ataupun gerbang pembayaran nasional.uldagngertian NPG, antara
lain:

1. NPG adalah lembaga yang melaksanakan fumsgscthing kliring, dan
setelmen transaksi pembayaran (khususnya ritelraseslaktronis) melalui
berbagai delivery channel bagi seluruh industri penyelenggara sistem
pembayaran di Indonest&

2. NPG adalah suatu institusi penyedia layasaitching atau routing untuk

seluruh transaksi elektronik pembayaran ritel @il&istem Kliring Nasional

18 Bank IndonesiaPaftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahui12@qJakarta:
Bank Indonesia, 2011), him. 88.

59
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Bank Indonesi®® antarpenyelenggara sistem pembayaran (bank dan
nonbank) di Indonesi&’

3. NPG merupakan suatmational switchingyang dapat memberikan jasa
layananswicthinguntuk berbagai transaksi pembayaran ritel meladubagai
front-end delivery channelbbagi seluruh industri penyelenggara sistem
pembayaran di Indonest&

4. NPG merupakan suaswitchingnasional untuk berbagai transaksi antarbank
yang dilakukan melaluifront end delivery channgelseperti ATM, EDC
(Electronic Data Capturg internet, telepon, damobile paymemnt®

Latar belakang rencana pelaksanaan NPG adalahnpleakgan yang cepat
atas keragaman instrumen pembayaran non-tunai.efbdngan instrumen
pembayaran non-tunai sertdelivery channelgdelah memberi kemudahan bagi
masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perdra secara elektronik
dengan lebih cepat dan efisien, namun di sisi latanya kompetisi
antarpenyelenggara sistem pembayaran dalam peapedimfrastruktur
pembayaran non-tunai, khususnya terkait pengembamgeastruktur jaringan
dan front-end delivery channelmemberikan implikasi biaya investasi yang tidak

kecil'®® Keberadaan penyelenggaraswitchind® saat ini dirasa belum

18 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI No.12/5/PBl/2@&H0ang Perubahan atas PBI
No0.7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring NasionahBakliring adalah pertukaran data keuangan
elektronik dan atau warkat antar peserta klirings b#as nama peserta maupun atas nama nasabah
yang perhitungannya diselesaikan pada waktu terteB¢rdasarkan Pasal 1 angka 5 PBI No.
7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Ba&kstem Kliring Nasional Bank Indonesia
(SKNBI), adalah sistem kliring Bank Indonesia yangliputi kliring debet dan kliring kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

187 Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2afdh dan
Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong MEteglasi Ekonomi serta Upaya
Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajenmangelolaan Kas(Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), him. 63.

'8 Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2P8gan dan
Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya uiteam Ekonomi (Jakarta: Bank
Indonesia, 2010), him. 64.

189 Bank IndonesiaLaporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2828k
Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan EfisiensamaPelaksanaan Sistem Pembayaran 2008
(Jakarta: Bank Indonesia, 2009), him. 44.

1% Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2afdh dan
Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong HMEteglasi Ekonomi serta Upaya
Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajenmangelolaan Kas(Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), him. 63.
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sepenuhnya berjalan efisien karena antarpenyelesggetchingyang ada tidak
terkoneksi satu sama lain sehingga untuk dapat reekaln layanan yang seluas-
luasnya kepada nasabahnya, bank-bank harus mamggota dan terkoneksi ke
semua penyelenggaswitching yang add® Selain itu, yang melatarbelakangi
wacana untuk pengembangan NPG adalah adanya kegegde di beberapa
negara untuk mengembangkaimgle switchinguntuk berbagai transaksi ritel
antarbank yang dilakukan melalumulti-chanel Disamping itu, wacana
pengembangan NPG juga menjadi perhatian dari Dapart Komunikasi dan
Informatika pada saat penyusunan Rencana PeratBemerintah (RPP)
mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITB).dalam salah satu dalam
RPP ITE tersebut disebutkan bahwa penyelenggan@asaksi elektronik di
wilayah Republik Indonesia harus memanfaatkan ggrbaasional jika
penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penggara sistem
elektronik!®

Dalam wawancara dengan narasumber Bank Indonesigj Bank
Indonesia, rencana NPG ini terkait dengan data-dalam sistem pembayaran,
khususnya data pembayaran ritel yang tidak damitpdikan secareeal time
Oleh karena itu, dengan adanya NPG Bank Indonéssanbendapatkan data-data
sistem pembayaran secaeal timeserta adanyaentral data basentuk transaksi
keuangan ritel elektronis untuk kepentingan pengawaBank Indonesia sedang
merumuskan strategi pengembangan NPG, menyusudaraljgppengembangan
NPG, dan memfasilitasi pengembangan NPG melalujadéeim dan regulasi yang

akurat tanpa mengabaikan kemampuan dan kondisistimddalam rangka

1 Jenis layananswitching diselenggarakan oleh banyak penyelenggara. Untuk
penyelenggaraan interbank switch via ATM dan EDgat $ni terdapat 4 (empat) penyelenggara
switching domestik yaitu (Artajasa, Rintis, Altordelimbara) serta penyelenggara switching yang
berbasis internasional (Visa dan Master) lihat BamdonesiaKajian Pengembangan National
Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel ElgligroAntar-Penyelenggara Sistem
Pembayaran(Jakarta: Bank Indonesia, 2009), him. 42.

192 Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2P8gan dan
Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya uitkam Ekonomi (Jakarta: Bank
Indonesia, 2010), him. 64.

19 Bank IndonesiaKajian Pengembangan National Payment Gateway (NRGjuk

Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara e3istPembayaran(Jakarta: Bank Indonesia,
2009), him. 43.
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pengembangan NPG. Bank Indonesia juga telah menoibéri Task Force
(Forum Group Discussion yang beranggotakan perwakilan industri sistem
pembayaran yang berasal dari perbankan. Fo@moup Discussion(FGD)
tersebut bertugas menyusun kesepakatan model bigniseknis pengembangan
NPG yang sesuai dengan kebutuhan industri sistembagaran. Dalam
perjalanannya, pembahasan FGD NPG dikoordinasikah Asosiasi Sistem
Pembayaran Indonesia (ASPI) dan agar lebih fokusandamelakukan
pembahasan, dibentwkorking group'®*

Beberapa negara di dunia telah memiliki semacam.Ng@Gara terminologi
tidak selalu disebut sebagai NPG, namun karakterittri model bisnis yang
dijalankan dapat dijadikan referensi dalam pengemaa NPG di Indonesia.
Model bisnis NPG untuk layanan transaksi antarbaug negara yang sudah
memiliki cakupan layanan yang cukup luas mencakemdgai jenis layanan
switchingdandelivery channelseperti Korea dan Taiwan, namun adapula yang
terbatas pada layanan transaksi antarbanlwiamated Teller MachinfATM),
seperti Thailand dan Singapura. Selain itu, masidapat negara-negara yang
memiliki lebih dari satu penyelenggasaitching seperti kondisi Indonesia saat
ini, negara-negara tersebut, antara lain Amerikek&e Filipina, dan Malaysia.
Di Taiwan terdapatFinancial Information ServiceLCo. Ltd (FISC). FISC
didirikan tahun 1998 dengan tujuan menyediakarrbatgk sistem yang lebih baik
dan lebih fleksibel. Pada mulanya, dibentuk sudtan Task Forceyang disebut
sebagaiFinancial Information System GroufFISG) yang mempunyai tugas
untuk merencanakan, membuat rancangan, dan memgmaptasikan suatu
jaringan informasi antarbank dengan cakupan nasiogyang akan
mengintegrasikan seluruh institusi keuangan di &aiwntuk mendorongharing
infrastructure dan sarana pertukaran informasi antarbank sertangieatkan

layanan transaksi antar baliR. FISG ini merupakan cikal bakal ddfinancial

19 Bank Indonesialaporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang; ri<alan
Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang dalam Medukitivitas Perekonomian(Jakarta:
Bank Indonesia, 2012), him. 49.

19 Bank IndonesiaKajian Pengembangan National Payment Gateway (NRGjuk

Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara e3istPembayaran(Jakarta: Bank Indonesia,
2009), him. 18.
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Information Service CenterFISC bertanggung jawab atas keberlangsungan
perencanaan dan pengembangan sistem informasi batdée untuk institusi
keuangan dan pengelolaan jaringan antar bank terS8bFISC adalah satu-
satunya perusahaan yang menyediakan layaatonal switchinguntuk transaksi
antarbank di Taiwan yang saat ini dapat dilakukaglahi berbagaidelivery
channelseperti ATM, EFT POSnternet bankingmobile bankingdan lain-lain.
Sebagai penyelenggarawitching FISC melakukan perhitungan Kliring,
sementara setelmen atas hasil kliring tersebutulkan secaranline ke rekening
bank-bank yang ada di Central Bank of The RepubticChina (CBC), yang
merupakan bank sentral di Taiwan. Oleh karenaemusa bank yang menjadi
anggota FISC harus memiliki rekening di CBC.
Selanjutnya, dalam pengembangan NPG, terdapat d@begrinsip yang

perlu diperhatikan, yaitt™
1. Kepastian Certainty)

Kebijakan pengembangan NPG harus memiliki tujuamgyglas dan dapat

diterima oleh selurubtakeholders
2. Legitimasi Legitimacy

Kebijakan pengembangan NPG harus memiliki landdsdtum yang kuat

dari otoritas berwenang, yang mendasari kebijagesebut.
3. Transparansi dan AkuntabilitaBransparancy dan Accountabil)ty

Tujuan dan seluruh proses dalam pengembangan NP& d&ketahui dan

dipertanggungjawabkan kepastakeholders
4. Fleksibilitas Elexibility)

Pengembangan NPG harus dapat fleksibel terhadapagdmser perubahan

lingkungan yang terjadi.
5. Efisiensi Efficiency

Kebijakan pengembangan NPG harus benar-benar dayestingkatkan

efisiensi dan menurunkan risiko.

198 | pid.
197 bid., him. 109.

198 pid., him. 51-52.
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6. KetahananResiliency
Kebijakan pengembangan NPG mampu menyediakan dampemahankan
layanan pada tingkat yang dapat diteristakeholdersbaik dalam kondisi

normal maupun tidak normal.

3.2 Tujuan Gerbang Pembayaran Nasional (National PaymenT Gateway)

NPG dikembangan oleh Bank Indonesia dengan berkagein. Tujuan
utama dari NPG ialah meningkatkan efisiensi dal@mlpayaran ritel yang mana
dengan meningkatkasharing dalam penggunaan infrastruktur diantara sistem
pembayaran, terutama membentitkerlinkages atau interconnectionssecara
teknis diantara seluruh penyelenggara sistem peanday’® Dengan adanya NPG
diharapkan terciptanya efisiensi nasional dalam y@kemggaraan sistem
pembayaran di Indonesia dapat segera terwujud geghipelaku industri tidak
perlu mengembangkan infrastruktur sendiri-sendinitulh kegiatan sistem
pembayaran yang dilakukannya, namun melaharing infranstruktur dengan
pelaku industri lainnya. NPG juga diharapkan dapangoptimalkan penggunaan
sharedATM yang ada saat ini, mengembangkan fitur-fitemayaran klling
payment melalui berbagaifront-end delivery channgldan mengurangi atau
menghilangkan duplikasi terminal atau EDC untoérd-based paymenti
berbagai point of sales atau merchanf® Penyediaan akses yang mudah
merupakan nilai tambah bagi bank untuk memperobgteicayaan masyarakat.
Apalagi jika sistem perbankan memberikan peluangy basabah untuk saling
terhubung. Bank Indonesia mengakomodasi kebutubeselut melalui NPG
sehingga nasabah satu bank dapat terhubung deregaruhs bank. Untuk
mewujudkan hal itu, setiap bank harus terhubungrndaatu jaringan ATM yang

sama®?

19 Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2Régn dan
Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya uffleam Ekonomi (Jakarta: Bank
Indonesia, 2010), him. 71.

20 Bank Indonesialaporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2@@8ik
Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan EfisiensamaPelaksanaan Sistem Pembayaran 2008
(Jakarta: Bank Indonesia, 2009), him. 44.

1R, Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita YustiSerfiani,Untung dengan Katu Kredit,
Kartu ATM-Debet, & Uang ElektronjKJakarta: Visimedia, 2012), him. 91.
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NPG juga disiapkan untuk menghadapi Masyarakat &kdmSEAN?
(MEA) 2015. Rencana pembentukan MEA 2015 bertuju@ncapainya
pembentukan suatu kawasan yang stabil, makmurapersgiaing tinggi, dengan
pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkug@ndeemiskinan dan
kesenjangan sosial ekonoffii. MEA adalah transformasi ASEAN menjadi
sebuah wilayah di mana barang, jasa, dan tenaga tezampil dapat bergerak
bebas tanpa batas yang didukung pergerakan moda hdbih bebas yang
berdampak terciptanya konfigurasi baru distribugtpat produksi dari faktor
produksi perekonomian intra-ASEARY! MEA pada dasarnya merupakan
perluasan dari integrasi ekonomi regional yanghtedeamulai beberapa tahun
silam. Selain itu, dengan adanya NPG diharapkaja lsma denga negara lain
terkait transaksi melalui berbagdelivery channelsdapat melalui NPG saja
sehingga lebih mudah dan menguatkan posisi sisembgyaran Indonesia di
dunia.

Beberapa manfaat utama yang diharapkan dengan rmpbaggan NPG,
antara lairf>
1. Pada waktu yang akan datang akan lebih memudald@embangan sistem

pembayaran ritel secara nasional, baik untuk képgant domestik maupun
regional.

2. Dengan single gateway risiko yang mungkin timbul di dalam
penyelenggaraan sistem pembayaran ritel secaraonadsiebih mudah
dipantau untuk dimitigasi.

3. Data transaksi keuangan ritel secara elektronilatdbgbih mudah untuk di-

awasi (membentukdatabase sistem pembayaran ritel secara nasional)

292 ASEAN merupakan singkatan dakissociation of Southeast Asian Nation.

293 Bank IndonesiaDutlook Ekonomi Indonesia 2008-2012; Intergrasi fiimi ASEAN
dan Prospek Perekonomian NasigndDakarta: Biro Riset; Direktorat Riset Ekonominda
Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2008), him. 19.

2041pid., him 19-20.

2% Bank IndonesiaKajian Pengembangan National Payment Gateway (NR@juk
Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara e3istPembayaran(Jakarta: Bank Indonesia,
2009), him. 50.
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sehingga dapat membantu dalam pengambilan kepubsgrpelaku sistem
pembayaran maupun otoritas atau pihak-pihak lamg yeerkepentingan.

4. Bagi bank dan pelaku sistem pembayaran lainnnya &#h mudah untuk
mengelola likuiditasnya terkait kewajibannya kepadank lain dalam
mekanisme kliring untuk transaksi ritel.

5. Dengan koneksi yang mencakup seluruh perbankaonasnaka bank-bank
kecil dapat memanfaatkan sarana yang dimiliki dlehk-bank besar, seperti
ATM, EFT atau POS, dan lain-lain. Sementara bagklgemilik infrastruktur
dapat memperbesar pendapatan dag-based incometas pemanfaatan
infrastrukturnya oleh bank lain.

6. Masyarakat memiliki akses layanan yang lebih luaduki melakukan
transaksi keuangan, karena berbageinnelbank terkoneksi secara nasional
sehingga nasabah dapat menggunakan berlbhganelperbankan yang ada

di seluruh Indonesia.

3.3 Konsep Ideal Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (National

Payment Gateway)

Sebelum membahas mengenai konsep ideal pengembaxig&n ada
baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai pemgglaraanswitching®® yang
mana penyelenggaraaswitching ini berkaitan dengan NPG. Jenis layanan
switchingyang ada di Indonesia saat ini dapat dibedak#agse berikut®’

1. LayananSwitchinguntuk Transaksi Antarbanknferbank Switch
Layanan interbank switch merupakan layanarswitching untuk transaksi
antarbank yang dilakukan melalui berbagaannel Dengan adanya layanan
interbank switch nasabah suatu bank dapat melakukan berbagai jenis
transaksi keuangan melalahannelyang dimiliki bank lain. Jenighannel
yang umumnya digunakan dalanterbank switchadalah terminal ATM dan
EDC dengan menggunakan kartu ATM atau debet malautu kredit

2% penyelenggaraswitching adalah pihak yang menyediakan layarewitching atau
routing atas suatu transaksi keuangan elektronis.

27 Bank IndonesiaKajian Pengembangan National Payment Gateway (NR@juk
Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara e3istPembayaran(Jakarta: Bank Indonesia,
2009), him. 29-33.
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sebagai instrumen pembayarannya. Secara teknandakmberikan layanan
interbank switchni penyelenggarawitchingmengkoneksikahostbank-bank
yang menjadi anggotanya. Dengan adanya layartarbank switchini, bank-
bank dapat mensinergikan infrastruktlmannel(ATM dan EDC) yang telah
mereka miliki sehingga dapat memperluas layanamuamngkatkan efisiensi
dalam penyediaan jasa pembayaran kepada nasabahnya.

. LayananSwitchinguntuk TransakdBilling PaymentPayment Switch

Layanan payment switchmerupakan layanarswitching untuk transaksi
pembayaran kepadaller seperti, PLN, PAM, Telkom, internet provider, TV
cabel, dan sebagainya. Kemudian, muncul layasvaitching untuk billing
paymentsecaraon-line ataupayment switchmelalui berbagachannelyang
dimiliki oleh bank seperti, ATM, internetnobile phone dan sebagainya.
Layanan ini dimungkinan karena penyelenggaswitching dapat
mengkoneksikan sistedata basgyelanggan yang ada biiler dengan sistem
data basenasabah yang ada di barRiller tidak perlu mengembangkan
koneksi ke banyak bank dan sebaliknya, namun cuatp koneksi ke
penyelenggarawitching Selanjutnya, semua nasabah dari bank yang sudah
terkoneksi ke penyelenggaswitchingtersebut dapat melakukan pembayaran
tagihan mereka melalui berbagaiannelyang dimiliki bank tersebut.

. LayananSwitchinguntuk TransaksShopping Onlin&ia Internet

Layanan ini adalah layanaswitching untuk transaksi pembayaran kepada
penyedia barang dan jasa melalui intermaerchantonline atau shoping
onling). Transaksi pembayaran melalui internet umumnyakdkan dengan
menggunakan kartu kredit atau kartu debet. Peram plenyelenggara
switching disini adalah mengirimkan informasi kartu krediwakartu debet
nasabah yang diinput oleh pemegang melalui websiéechant kepada
penerbit kartu kredit untuk diverifikasi. Untuk apjutnya hasil verifikasi
penerbit kartu kredit atau kartu debet dikirimkamibali oleh penyelenggara
switching kepadamerchant untuk diproses lebih lanjut. Berbeda dengan
layanan interbank switch dan payment switchyang dilakukan oleh
penyelenggarawitchingdengan mengkoneksikdiostberbagai institusi yang

menjadi anggotanya (bank mauphifier), dalam layanan ini, penyelenggara
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switching lebih berperan sebag#iust party yang berada di tengah-tengah
antaramerchantdan acquirer. Dalam penyediaan layanan ini, salah faktor
penting adalah tingkat keamanan selama proses rpeagi informasi
tersebut.

Konsep ideal NPG di Indonesia adalah adanya ssatgle national

gatewayyang menyediakan layanawitching atau routing untuk seluruh data

transaksi elektronik pembayaran ritel (diluar SKINBhtarpenyelenggara sistem

pembayaran (bank dan nonbank) di Indon&¥i&ecara umum, layanan yang

diberikan oleh NPG setidaknya mencakup sejumlahs#iesi yang memiliki

kesamaan dalam perspektif tertentu dan berdasgeae institusi tertentu.

Berdasarkan jenis transaksinya, NPG sekurang-kuhemgs mampu melayani

berbagai jenis transaksi sebaff4i:

1.

Interbank

Transaksi elektronis dilakukan melaluchanné yang dimiliki oleh
penyelenggara layanan (bank) lain atau sering disssbagai transakeff-us
Secara teknis layanan ini dimungkinkan apabilarsblbhostbank terkoneksi
ke sebuah institusientral processingtauswitching(NPG).

Payment

Layanan ini memungkinkan pelanggan dari berbagksr untuk melakukan
pembayaran melalui berbagdiannelsmilik bank pelanggan tersebut maupun
melalui channelsbank lain. Secara teknis layanan ini dimungkinkgabila
hostdari berbagabillers danhostseluruh bank terkoneksi ke sebuah institusi
central processingtauswitching(NPG).

Prepaid Facility/Instrument

Layanan ini memungkinkan dilakukannya transakenoneymelalui terminal
atau reader penerbit e-moneyyang berbeda. Secara teknis layanan ini

dimungkinkan apabila antarpenerb@&-money sudah mencapabusiness

208 |pid., him. 44.

29 Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2af4dh dan

Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong HMEteglasi Ekonomi serta Upaya
Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajenmangelolaan Kas(Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), him. 63-64.
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agreemendan diwujudkan dalam keberadaan sebuah instiausy ypertindak
sebagailrusted Service ManagemdiiSM) dari semua penert@tmoney

4. Online Transaction
Layananonline merchantberkembang dengan pesat dengan menggunakan
kartu kredit atau kartu debet. Mengingat terdapetakusan bagmnerchant
dalam memastikan validitas kartu yang digunakanaleproses verifikasi
oleh bank penerbit kartu, akan menjadi tidak dfisi@la merchantharus
membangun kerja sama bilateral dengan berbagai fremdrbit kartu. Secara
teknis layanan ini dimungkinkan bila terdapat itusti yang berperan sebagai
‘trusted party’ yang menjadi penghubung antarerchantdengan masing-
masing penerbit kartu dalam pengiriman data trasis&keuangan yang
memberikan jaminan tingkat keamanan yang tinggi.

Berdasarkan jenidelivery channeINPG sekurang-kurangnya harus mampu
melayani transaksi yang dilakukakelivery channelyang bersifaiman-assisted
ataupurun-manned assisted devjeebagai berikiit®
1. ATM

Dengan adanya layanamerbank switch seluruh mesin ATM yang dimiliki
oleh bank maupun nonbank penyedia mesin ATM ditkkamapterkoneksi
seluruhnya ke NPG sehingga setiap nasabah pemegartg dapat
menggunakan mesin ATM di manapun di seluruh Indanesntuk
kepentingan transaksinya (cek saldo, tarik tumandgfer intra dan antarbank,
pembayaran, dan lain-laifi*
2. EDC/POS

Sebagaimana halnya mesin ATM, dengan adanya layatemank switch
seluruh mesinElectronic Data CapturedEDC) yang dimiliki oleh bank

maupunindependent acquirejuga diharapkan terkoneksi ke NPG sehingga

O pid., him. 64.
21 Bank IndonesiaKajian Pengembangan National Payment Gateway (NR@juk

Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara e3istPembayaran(Jakarta: Bank Indonesia,
2009), him. 46-47.
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setiap nasabah pemegang kartu dapat melakukarakeanselalui terminal
EDC dimanapun di seluruh Indone&tfa.

3. InternetOnline Transaction
Saat ini berbagai transaksi keuangan kecuali gearatunai, dapat dilakukan
melalui fasilitasinternet bankingyang disediakan oleh bank. Perintah transfer
dana antar bank, biasanya diteruskan oleh bankluhalistem Real Time
Gross Settlemen(BI-RTGS) atau SKNBI. Melalui layanainterbank switch
maka perintah transfer dana antar bank yang dimkukasabah melalui
internet dapat juga diteruskan oleh bank melaluisNf@caran-line danreal-
time, selain opsi penerusan via BI-RTGS atau SKKiBI.

4. Mobile Phone
Selain internet, bank-bank juga menyediakan berbdgsilitas untuk
melakukan transaksi melalui saranabile phongtermasuk perintah transfer
dana antar bank. Melalui layanamerbank switchmaka perintah transfer
dana antar bank yang dilakukan nasabah meiahbile phonguga dapat
diteruskan melalui NPG secavaline danreal time***

5. Phone Banking
Dengan layananinterbank switch bank-bank yang masih menyediakan
layanantelephone bankingiga dapat meneruskan perintah transfer dana antar
bank yang dilakukan nasabah tééephonemelaui NPG*°

6. Teller
Dengan layanan interbanlswitch berbagai transaksi keuangan juga
dimungkinkan dilakukan oleh nasabah bank meleler ataucounterbank
lain (cek saldo, tarik tunai, transfer antar batdq lain-lain)**®

Secara teknis, layanaswitching dimungkinkan apabila NPG dapat

mengkoneksikanhost atau komputer berbagai institusi yang terkait @eng

#21bid., him. 47,
13 bid.
214 bid.
% bid., him. 48.
1% bid.
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mekanisme transaksi keuangan yang terkait. Berk&sarinstitusi yang

terhubung, NPG setidaknya harus mampu untuk meldsamsaksi dari institusi
sebagai berikut*’

1.

2.

Payment access provider yaitu yang menyediakan sarana yang
memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksinigama Institusi ini
bisa berupa bank sebagai penerbit instrumen pemdray@APMK dan
e-money dan juga sebagai penyedidelivery channeluntuk transaksi
keuangan (ATM, EDC, internemobile phongdan lain-lain), lembaga selain
bank sebagai penerbit instrumen pembayaran (keetlittdane-money, serta
independent acquiresebagai penyedia ATM atau EDC.

Affiliated parties yaitu institusi yang menjadcounter part dari institusi
penyedia instrumen atau akses keuangan. Misalmpade@ perusahaasiller
sebagai penyedjaublic utilities (listrik, air, komunikasi, internet provider, TV
cable, dan lain-lain), atau institusi lain yang niéin pola penerimaan
pembayaran secara reguler (lembaga nonbank penyaddit, asuransi,

lembaga pendidikan, dan lain-lain).

27 Bank Indonesial.aporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2af4h dan

Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong HMEteglasi Ekonomi serta Upaya
Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajenmangelolaan Kas(Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), him. 64-65.
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+ Temmasuk routing transaksi domestik oleh
pemegang kartu Indonesia dan dilakukan
. Institusi - Affiliated Parties ... . diIndonesta , ,
’ % + Tidak temasuk routing transsksi cleh
pemegang kartu LN yang di lakukan di
Perus. Indonesia
Lembaga Asuransi
Pemberi kredit |
. Lembaga | . N ~
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Gambar 3.1 Cakupan Pengembangan NPG

Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran,F@ingembangan dan Kebijakan Sistem
Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pemlaaydank Indonesia

3.4 Mode Bisnis atau Bentuk Gerbang Pembayaran Nasional (National

Payment Gateway)

Mengacu pada tujuan pembentukan NPG dan mempeaxhaikinsip-
prinsip dan perhatian industri terhadap wacana patakan NPG, tiga alternatif
strategi pengembangan NPG, sebagai berikut:

1. Pembentukan NPG melalui interkoneksi antar-penggjaraswitching
2. PembentukasingleNPG secara langsung

3. PembentukasingleNPG secara bertahap

3.4.1 Pembentukan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment
Gateway) M elalui I nterkoneks Antar-Penyelenggara Switching
Opsi atau alternatif pembentukan NPG melalui irdeeksi

antarpenyelenggamswitchingyang mana NPG bukan merupalkangle national
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gateway melainkan bentuk kerja sama antarpenyelenggaithing Kelebihan

dari opsi ini adalah sebagai berikif:

1.

Tujuan pengembangan NPG masih tercapai dalam lkontalanya
interkoneksi seluruh infrastruktur sistem pembayaitel, namun tidak dalam
bentuksingleNPG.
Tidak ada isu legal terkait monopoli karena secketembagaan masih
memungkinkan terdapat lebih dari satu penyelenggaitahing
Masih terdapat kompetisi yang diharapkan dapat nagrabefisiensi karena
masing-masing penyelenggawaitchingmemiliki kewenangan sendiri dalam
menjalankan bisnisnya, khususnya dalam kebijakaetppan hargaficing).
Bank-bank mempunyai opsi untuk memilik@ckupinfrastruktur yang lebih
baik dengan cara menjadi anggataeMbe) di lebih dari satu penyelenggara
switching
Meminimalisasi resistensi dagurrent players khususnya penyelenggara
switching karena bisnis mereka masih tetap eksis dalam eekah layanan
switching kepada anggotanya. Hal ini akan mendukung kelancaroses
implementasi standar kartu ATM atau debet berbabkip yang saat ini
dimotori oleh penyelenggara-penyelengganatching yang tergabung dalam
forum switching
Sementara kekurangan dari opsi ini adalah sebagiiib?*°
Potensi tidak tercapainya beberapa manfaat yanggkmurdapat diberikan
olehsingleNPG, seperti:
a. Pengembangan sistem pembayaran ritel nasional gandakan lebih
kompleks.
b. Tidak adanyacentral data baseintuk transaksi keuangan ritel elektronis
untuk kepentingan pengawasan.
c. Pengelolaan likuiditas suatu bank terkait kewajity@nkepada bank lain
dalam suatu penyelenggaraswitching menjadi kurang efisien apabila
bank menjadi anggota di lebih dari satu penyelersgg@itching Dengan

adanya interkoneksi antarpenyelenggawaitching sebenarnya bank

218pid., him. 55-56.
219pid., him. 56-57.
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cukup menjadi anggota di salah satu penyelenggattching dengan
jangkauan layanan nasional. Namun, untuk alastantar misalnya untuk
kepentingarbackup systemmbank bisa saja lebih memilih untuk menjadi
anggota di lebih dari satu penyelenggaséiching

2. Untuk mewujudkan interkoneksi, seluruh penyelenggartchingharus mau
bekerjasama diantara mereka terkait pengembangaast untukmessage
format service level agreemenegal frame work business agreemendan
lain-lain.

3. Potensi permasalahan dalam melakukan interkoneksiefisiensi jika pada
waktu yang akan datang masih ada lagi bermunculanygbenggara-
penyelenggarawitching yang baru. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan
apakah secara ketentuan, jumlah penyelenggarahavgtperlu dibatasi atau
tidak.

B3
Bl |
o 9O
@ ...... -.N‘""-
. B4
/ RS '_ =
B2 et
7 \
B6 B5

Gambar 3.2 PengembangaimgleNPG melaui Interkoneksi
Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran,PRingembangan dan Kebijakan Sistem

Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pemlaayd@ank Indonesia
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3.4.2 Pembentukan Single Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment
Gateway) secara L angsung
Pembentukasingle NPG dilakukan dengan menetapkan atau memfasilitasi
satu perusahaan sebagai penyelenggmgle NPG. Penyelenggarsingle NPG
bisa berasal dari salah satu penyelenggaitchingdomestik yang ada saat ini
atau dengan mendorong penyelenggara-penyelensygéchinguntuk merger®
Kelebihan dari opsi ini adalah sebagai berfit:
1. Tercapainya pengembangan ideal beipgleNPG.
2. Potensi tercapainya tujuan dan manfaat yang dapatikhn olehsingleNPG,
seperti:
a. Pengembangan sistem pembayaran ritel nasional gandakan lebih
mudabh.
b. Adanyacentral data baseintuk transaksi keuangan ritel elektronis untuk
kepentingan pengawasan.
c. Pengelolaan likuiditas suatu bank terkait kewajity@nkepada bank lain
dalam penyelenggaraawitchingmenjadi lebih efisien.
Adapun kekurangan yang dapat diindentifikasi dasioni adalah sebagai
berikut?*?
1. Terdapat isu legal terkait persaingan usaha atanopw karena secara
kelembagaan hanya ada satu penyelengyetahing
2. Tidak terdapat iklim kompetisi yang dikhawatirkaapdt menyebabkan in-

efisiensi.

220 Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukogndjtakukan oleh satu perseroan
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan pereel@a yang telah ada yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabunghanberalih karena hukum kepada
perseroan yang menerima penggabungan dan selamjstajus badan hukum perseroan yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum lihat hedia, Undang-Undang Perseroan
Terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Ta20@i7, TLN No. 4756, Pasal 1
angka 9.

221 Bank IndonesiaKajian Pengembangan National Payment Gateway (NR@juk
Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara e3istPembayaran(Jakarta: Bank Indonesia,
2009), him. 58.

222\hid., him. 58-59.
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3. Bank-bank tidak mempunyai opsi untuk memildackupinfrastruktur yang
lebih baik dengan cara menjadi anggota di lebih datu penyelenggara
switching

4. Memperbesar potensi resistensi  penyelenggasavitching karena
ketidakpastian bisnis mereka dalam memberikan kEyawitching kepada
anggotanya. Hal ini dapat mempengaruhi kelancarasep implementasi
standar kartu ATM atau debet berbaslip yang saat ini dimotori oleh
penyelenggara-penyelenggarawithcing yang tergabung dalam forum

switching

B3

B1
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Gambar 3.3 Opsi PengembangingleNPG secara Langsung
Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran,F@ingembangan dan Kebijakan Sistem

Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pemlaaydank Indonesia

3.4.3 Pembentukan Single Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment
Gateway) secar a Bertahap
Alternatif atau opsi ini, pengembangan ke asihgle NPG dilakukan

melalui dua tahapan yang bertujuan agar industpatdanempersiapkan diri
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terlebih dahulu, sebelumnya akhirnya secara sukdveluntary) menujusingle

NPG. Tahap implementasi yang dilakukan adafah:

1. Tahap 1: Pembentukafirtual Network
Pada tahap ini, upaya yang dilakukan adalah mermdisitan semua jaringan
ATM dan EDC kepada satu pihak yang akan berperaagse penyelenggara
NPG nantinya. Masing-masing penyelenggaritching yang ada masih
diberi keleluasaan untuk mengelola aturan mainkisms kepada anggotanya
masing-masing. Disebwirtual networkkarena secara fisik sudah terkoneksi
secara nasional, namun seolah-olah masih terdagterdpa penyelenggara
switching Penyelenggaraswitching lainnya seolah-olah mermitsource
pengelolaan infrastrukturnya kepada pihak yang imgat akan berperan

sebagai penyelenggasmgleNPG.

Gambar 3.4 Tahap Pertama: Pembentikamnial Network

Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran,PRingembangan dan Kebijakan Sistem

Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pemlaayd@ank Indonesia

2. Tahap 2: Pembentuk&ingleNPG
Pada tahap kedua ini, diasumsikan penyelenggarehingdan juga bank-
bank telah terbiasa dengan model yang sebelummyta telah meyakini

223 |pid., him. 59-60.
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perwujudan potensi manfaat yang akan dicapai daodei integrasi

infrastrukturswitching(singleNPG).

B3

B1

N

B6 B5

Gambar 3.5 Tahap Kedua: Pembentukan Single NPG

Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran,F@ingembangan dan Kebijakan Sistem

Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pemlaayd@ank Indonesia

beriku

Kelebihan opsi pembentukamgle NPG secara bertahap ini adalah sebagai
2%

1. Tercapainya pengembangan ideal bemsipgleNPG.

2. Potensi tercapainya tujuan dan manfaat yang dapatikhn olehsingleNPG,

seperti:

a.

Pengembangan sistem pembayaran ritel nasional gandekan lebih
mudabh.

Adanyacentral data baseintuk transaksi keuangan ritel elektronis untuk
kepentingan pengawasan.

Pengelolaan likuiditas suatu bank terkait kewajity@nkepada bank lain

dalam penyelenggaraawitchingmenjadi lebih efisien.

Potensi resistensi dari penyelenggavatching bisa diperkecil karena pada

tahap awal tidak terjadi perubahan drastis ddbaisiness arrangementbaik

224|pid., him. 61-62.
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bagi penyelenggarawitching maupun bagi bank sehingga terjadi proses
pembelajaran atau penyesuaian sebelum masuk kd siogle switchingatau
singleNPG.

Pembentukasingle NPG diharapkan lebih mudah terealisasi (dengamsisu
secara bisnis seluruh pihak telah merasakan kegatunya).

Kekurangan dari opsi pembentukan single NPG sdwartahap ini adalah

sebagai beriku®

1.

Pada tahap awal kemungkinan masih tergaivice levelyang berbeda-beda
antarpenyelenggasvitching
Pada tahap kedua terdapat isu legal terkait pg@ainsaha atau monopoli
karena secara kelembagaan hanya ada satu penyatesgigching
Tidak terdapat iklim kompetisi yang dikhawatirkaapdt menyebabkan in-
efisiensi.
Bank-bank tidak mempunyai opsi untuk memildackupinfrastruktur yang
lebih baik dengan cara menjadi anggdialebih dari satu penyelenggara
swithcing
Kemungkinan masih ada resistensi dari penyelenggari#ching karena
hilangnya bisnis dalam memberikan layarsavitching yang dikhawatirkan
akan mengganggu kelancaran proses implementasiast@artu ATM/Debet
berbasis chip yang saat ini dimotori oleh penyelenggara-penyajarsg
switchingyang tergabung dalam foruswitching

Hingga saat ini Bank Indonesia dan pihak-pihak ydatkait masih

mendiskusikan dan melakukan kajian mengenai opsi alternatif model bisnis

yang tepat untuk Indonesia yang dapat menaungitkbn semua pihak. Dalam

wawancara dengan narasumber Bank Indonesia, beiammadel bisnis yang

ditetapkan, tetapi memang bentuk idealnya adalamyad suatisingle national

gateway

228 | pid.
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3.5 Interkoneks Nasional Layanan Automated Teller Machine sebagai

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)

Interkoneksi nasional layanan ATM perbankan merapaalah satu bagian
dari NPG. Layanainterbank switchmelaluichannelATM dan EDC merupakan
jenis layanarswitchingyang saat ini paling dominan dibandingkan jenyaiten
switchinglainnya. Oleh karena itu, strategi utama yangupeitapai dalam upaya
pembentukan NPG adalah menyatukan semua jaringdh dah EDC yang ada
agar bank-bank dapat memberikan layamaerbank switchmelalui channel
ATM dan EDC secara nasiorfaf. NPG juga diharapkan dapat melakukan proses
switching atau routing untuk kartu kredit dan kartu ATM atau debet yang
berafiliasi dengan prinsipal internasional sepagja@ansaksi tersebut dilakukan di
wilayah Indonesia dengan menggunakan kartu yangrbititan oleh bank
penerbit di Indonesia (dalam hal ini tidak termaswitching atau routing
transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia oleémegang kartu yang
diterbitkan oleh bank di luar negeri). Saat iniggsswitchingataurouting untuk
kartu kredit dan kartu ATM atau debet yang beadili dengan prinsipal
internasional tersebut seluruhnya dilakukan di Ionageri, meskipun penerbit
kartu dan lokasi transaksi berada di Indon&Sia.

Dengan adanya NPG, tercipta interkoneksi nasioralarian ATM
perbankan yang mana setiap nasabah bank dapat ometkgm ATM bank
apapun di seluruh Indonesia untuk melakukan trassBk Indonesia, ATM yang
ada belum seluruhnya terkoneksi. Untuk terkoneksi slengan lainnya, bank
menjadi anggota di beberapa perusahsaithing yang ada. Kondisi ini dirasa
kurang efisien. Dengan terwujudnya NPG, semuaganmATM bank-bank yang
ada di Indonesia akan saling terkoneksi, apakalbatk-bank yang tergabung
dalam ATM Bersama, ATM ALTO ataupun ATM jejaringriaya, yang selama
ini belum saling terkonek$f® Jaringan ATM, yaitu ATM Bersama (PT Artajasa

226 pid., him. 54.
227 \pid., him. 44.

228 gysidarto, “Ketiga Dua Raksasa Bersinerdittp://www.investor.co.id/home/ketika-
dua-raksasa-bank-bersinergi/26 18Rinduh 1 Juni 2012.
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Pembayaran Elektronis), PRIMA (PT Rintis Sejahtedd)TO (PT Daya Network
Lestari), dan Link (PT Sigma Cipta Caraka).

Keuntungan bagi bank dengan adanya interkonekgymaldayanan ATM,
antara lain tidak memerlukan biaya besar untuk stag terminal ATM, tidak
perlu lagi bekerja sama dengan beberapa jaringaun lzahkan semua jaringan
untuk terkoneksi dengan bank lainnya, volume triasisgkan meningkat sehingga
pendapatan nonbungde¢-based incomeakan tetap ada. Dari sisi nasabah,
interkoneksi nasional layanan ATM akan memudahkamsbksi dan biaya
transaksi akan lebih murah. Dengan adanya intelsop@ingan ATM, manfaat
yang langsung terasa oleh nasabah tentunya adalahtak layanan dan
kenyamanan bertransaksi keuangan yang meningkayadvikat bisa bertransaksi
lebih cepat dan mudah. Selain itu juga tentu leitan, masyarakat tidak perlu
memboyong uang tunai dari bank ke bank, tetapi l@isgsung transfer lewat
ATM.??° Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bank 3&fah satu bank
umum di Indonesia, komunikasi ke sisi nasabah aiimn mudah karena tidak
ada lagi perbedaan harga dari masing-masing perggdea witching yang saat
ini masih ada. Lalu aksesbilitas nasabah pun akamakin luas dengan dapat
bertransaksi dari dan ke bank manapun.

Kesulitan dalam intekoneksi bukan di teknologi,apét dikemauan dan
kerelaan para pihak yang terlibat. Bukan perkardahumenyatukan perusahaan-
perusahaarswitching yang ada di Indonesia dalam NPG sebab masing-gasin
telah mengeluarkan biaya untuk investasi yang besamk mengembangkan
jaringan mereka. “Kemauan (para pemain untuk membdiki) menentukan
keberhasilan pembentukan NPG,” ujar Ronald selakpud Gubernur Bank
Indonesia. Selain itu, para pengelola perusalsatchingitu juga harus bisa
menyepakati bisnis model interkoneksi pembayaransional yang
menguntungkan semua pihaR. Berdasarkan wawancara dengan narasumber

Bank Indonesia, memang kesulitan dari interkonaksional layanan ATM ialah

22 Risanthy Uli, “Interkoneksi Jaringan ATM: SistenerRbayaran Efisien dan Handal,”
Gerai Info Edisi 23 Newsletter Bank Indonesia (Feba012), him. 6.

20 Dyah Megasari, Astri Karina Bangun, Herry Prasety8CA-Mandiri Akur,
Interkoneksi Nasional Menyusulftittp://fokus.kontan.co.id/news/mandiri-bca-akuenkbneksi-
nasional-menyusutiunduh 2 Juni 2012.

Universitas Indonesia



82

menyatukan keinginan dan kepentingan semua pihaig yarlibat. Dengan
interkoneksi nasional layanan ATM perbankan infiadapkan dapat memulai dan
mengembangkan interkoneksi dengan menggunelkannelpembayaran lainnya
sebagai bentuk NPG yang mana merupakan ssaitching nasional untuk
berbagai transaksi antarbank yang dilakukan metedait end delivery channel

seperti ATM, EDC, internet, telepon, darobile payment

3.6 Risko Interkoneksi Nasional Layanan Automated Teller Machine

Perbankan

Selain memberikan banyak manfaat dan keuntungesapat risiko dalam
menggunakan kartu ATM. Oleh karena itu, dalam meikée kartu ATM,
penerbit kartu ATM harus menerapkan manajemen arisfesuai dengan
ketentuan mengenai manajemen risiko. Dalam pembé&asiu ATM dan atau
kartu debet, penerbit kartu ATM dan atau kartu telajib menerapkan
manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mgngangenai manajemen
risiko.?*! Manajemen risiko tersebut, meliputi risiko liku@s>? risiko
operasiond?”, dan risiko dalam penggunaan teknologi inforftdsPenerapan

manajemen risiko tersebut diikuti kesiapan findnderi penerbit kartu untuk

%31 Bank IndonesiaPBl Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran derganggunakan
Kartu, PBI Nomor PBI Nomor 11/11/PBI1/2009, LN No. 64 BR Tahun 2009, TLN No. 5000,
Pasal 22 ayat (2).

32 Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmamam bank untuk memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kaatdardari aset likuid berkualitas tinggi yang
dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dadigiokeuangan bank lihat Bank Indonesia,
Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penemaljdanajemen Risiko Bagi Bank Umum
PBI No. 11/25/PBI/2009, LN No. 103 DPNP Tahun 20D9N No. 5029, Pasal 1 angka 8.

3 Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakqén dan atau tidak berfungsinya
proses internal, kesalahan manusia, kegagalamsidtn atau adanya kejadian-kejadian eksternal
yang mempengaruhi operasional bank lihat lihat nkBimdonesia,Perubahan Atas PBI No.
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risika Bagk Umum PBI No. 11/25/PBI/2009,
LN No. 103 DPNP Tahun 2009, TLN No. 5029, Pasahdka 9.

234 penerapan manajemen risiko dalam penggunaan tefinimiformasi paling kurang
mencakup (a) pengawasan aktif dewan komisaris degksit (b) kecukupan kebijakan dan
prosedur penggunaan teknologi informasi (c) kecakuproses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan legknaformasi; (d) sistem pengendalian
intern atas penggunaan teknologi informasi lihahkBéndonesia,PBl Penerapan Manajemen
Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi olemiB&mum PBI Nomor PBI Nomor
9/15/PBI/2007, LN No. 144 DPNP Tahun 2007, TLN M@85, Pasal 2 ayat (2).
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memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbalard hal terjadi
kejahatan kartu ATM?®

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bank Bidpnesiko bagi
bank dengan interkoneksi nasional layanan ATM pedaa ialah meningkatnya
transaksi sehingga dengan kapasitas jaringan opeadsyang ada sekarang
ditakutkan tidak mencukupi, yang pada akhirnya akemgakibatkan gagalnya
transaksi oleh nasabah. Bank Indonesia telah miadakdiskusi dengan pihak
terkait, termasuk bank, mengenai NPG termasuk nmengeningkatan kapasitas
jaringan ini. Oleh karenanya, bank selayaknya tetedngetahui peningkatan
jaringan ini yang diharapkan bank akan siap dergatirnya NPG. Kemudian,
beberapa bank besar mengkhawatirkan adanya riglesasional yang lebih
tinggi jika hanya ada satu NPG. Jika NPG mengalgamgguan, dampaknya
akan bersifat nasional. Sementara dalam kondisirsa@ank-bank bergabung di
lebih dari satu penyelenggasaitchingmaka kegagalan di satu penyelenggara
switching masih dapat dbackup dengan keberadaan penyelenggsndtching
yang lainnya sehingga dampak risiko operasion&hielayanan kepada nasabah
dapat diperkec#t®® Meskipun demikian, menurut narasumber Bank Indanes
bank tidak perlu khawatir akan kegagalan jaringdGNkarena kemungkinan
adanya gangguan atau kegagalan dalam jaringan NfeiGKarena NPG telah
dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi progyang sempurna. Bank
Indonesia pastinya telah menyiapkan pencegaharatdanpenanggulangan bila
terjadi gangguan seperti demikian.

Bagi nasabah, masalah atau risiko yang mungkimadiegengan adanya
interkoneksi nasional layanan ATM tidak berbedagdensebelumnya, yakni
nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetageméng terdebet; nasabah

melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; b@lsamelakukan transaksi,

2% Bank IndonesiaPBl Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran derganggunakan
Kartu, PBI Nomor PBI Nomor 11/11/PBI1/2009, LN No. 64 BR Tahun 2009, TLN No. 5000,
Penjelasan Pasal 22 ayat (2).

2% Bank IndonesiaKajian Pengembangan National Payment Gateway (NR@juk
Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara e3istPembayaran(Jakarta: Bank Indonesia,
2009), him. 53.
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tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan dadamesin ATMfraud APMK?*",
dan sebagainya. Nasabah dapat langsung menghubamigiuntuk melakukan
pengaduan nasabfdfbila merasa dirugikan. Pengaduan nasabah dapatikin
secara tertulf$® dan atau lisdi®?*! Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi
yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bamiikumenangani dan
menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasdhahatau perwakilan
nasabali*? Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bankesidompabila
NPG telah terbentuk, penyelesaian kerugian yantardiaoleh nasabah tetap
melalui mekanisme pengaduan nasabah yang ada. Diadédnpenyelesaian
pengaduan yang terkait dengan kerugian finansiminbenemuaskan nasabah

maka dapat diselesaikan antara nasabah dengan ylaagk difasilitasi Bank

237 Berdasarkan SEBI N0.13/28/DPNP perihal Penerapeate§i AntiFraud bagi Bank
Umum, fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yangafa dilakukan untuk
mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasalbal pihak lain, yang terjadi di lingkungan
bank dan atau menggunakan sarana bank sehinggakitgatgan bank, nasabah, atau pihak lain
menderita kerugian dan atau peldfaud memperoleh keuntungan keuangan baik secara lagpgsun
maupun tidak langsung. Berbagai macam kategoridfrAaBMK, yaitu lost and stolen cards;
fraudulent application; account takeover; unauttzexd use of account numbers; counterfelt cards
and skimming; account testing; ATM scams; not nebitems; identity theft; phising; pharming
lihat Bank Indonesialaporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2@t8h dan
Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong HMEtagtasi Ekonomi serta Upaya
Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajenmangelolaan Kas(Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), him. 42-46.

2% pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabghdjgebabkan oleh adanya
potensi kerugian finansial pada nasabah yang ditagana kesalahan atau kelalaian bank lihat
Bank IndonesiaPBIl Penyelesaian Pengaduan NasabBBI Nomor 7/7/PBI/2005, LN No. 17
DPNP/DPhS/DPBPR Tahun 2005, TLN No. 4476, Pasagka4.

239 Cara menyampaikan pengaduan ke bank secara fiselaiui telepon, termasuk call
center (pelayanan 24 jam) yang disediakan oleh laaak datang ke cabang bank terdekat lihat
Bank Indonesia, “Mekanisme Pengaduan Nasabahttp://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/
EE9C77BA-7098-42C1-B336-ADBB1DBF33B3/1482/MekandtaagaduanNasabah.pdf
diunduh 5 Juni 2012.

240 Cara menyampaikan pengaduan ke bank secaragerahyampaikan surat resmi yang
ditujukan kepada bank, dengan cara diantar langsiikigim melalui facsimile, atau melalui pos
ke bank; atau melalui e-mail atau website bankt IBank Indonesia, “Mekanisme Pengaduan
Nasabah,” http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EE9C77BA-7098-428B36ADBB1DBF33B3/
1482/MekansimePengaduanNasabah.gidinduh 5 Juni 2012.

241 Bank IndonesiaPBl Penyelesaian Pengaduan NasapBBI Nomor 7/7/PBI/2005, LN
No. 17 DPNP/DPbS/DPBPR Tahun 2005, TLN No. 44768aPa ayat (2).

242\pid., Pasal 4.
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Indonesia melalui medi&&f perbankan. Sengketa antara nasabah dengan bank
yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan findnsagabah oleh bank dalam
penyelesaian pengaduan nasabah dapat diupayakayelgsiannya melalui
mediasi perbankaff? Selanjutnya, bila model bisnis NPG adalah inteeksn
antarpenyelenggarawitching bank akan bekerja sama dengan penyelenggara
switching yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengaduaabala
sedangkan bila bentuk NPG adatahgle NPG (pembentukasingleNPG secara
langsung atau pembentukamgle NPG secara bertahap), bank akan bekerja
sama dengan penyelenggara NPG. Mengenai kartlatert#la ada kartu ATM
nasabah yang tertelan dalam terminal ATM maka k&TM tersebut akan
digunting atau dipotong oleacquirer dan tidak akan dikembalikan kssuer.
Dalam salah satu Standar Operasional Perusahad&?) (®0yelenggara jaringan
ATM disebutkan bahwa bila ada kartu ATM nasabalklj@serta yang tertelan
dalam terminal jaringan ABC dan ABC debit yang Hagkan oleh alasan
apapun juga maka kartu ATM tersebut akan diguntgu dipotong oleh
acquirerdan tidak akan dikembalikan kssuer.

Terkait dengan opsi atau alternatif model bisnisGNEerdapat risiko dari
masing-masing opsi atau alternatif tersebut. Daleps atau alternatif
pembentukan NPG melalui interkoneks antarpenyelenggara switching,
potensi tidak tercapainya beberapa manfaat yanggkmurdapat diberikan oleh
singleNPG dan potensi permasalahan dalam melakukarkameksi dan efisiensi
jika pada waktu yang akan datang masih ada lagnhimeculan penyelenggara-
penyelenggarawitching yang baru.Ops atau altenatif pembentukan single
NPG melalui pembentukan NPG secara langsung ataupun pembentukan
NPG secara bertahap memiliki risiko akan menimbulkan monopdh

243 Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/PBI/20@8liasi adalah proses penyelesaian
sengketa yang melibatkan mediator untuk membarra pihak yang bersengketa guna mencapai
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarekdtgrtsebagian ataupun seluruh permasalahan
yang disengketakan. Berdasarka Pasal 1 angkaniaPéo0.1 Tahun 2008, mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingtuk unemperoleh kesepakatan para pihak
dengan dibantu mediator.

244 Bank IndonesiaPBI Mediasi PerbankarPBI Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 2.

245 Monopoli adalah penguasaan atas produksi danpemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usalasata kelompok pelaku usaha. Praktek
monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleln s#u lebih pelaku usaha yang
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Pembentukarsingle NPG yang berasal dari salah satu penyelenggaitahing
domestik yang ada saat ini atau me-merger penygdaagwitching yang ada
maka hanya akan ada satu penyelenggavdching sehingga dikhawatirkan
menimbulkan monopoli. Pelaku usaha dilarang melakugenggabungan atau
peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkadlitgiq praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak $&h&t Pada merger yang merupakan dua
perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama berga atau apabila
perusahaan-perusahaan yang bersaing di industg yama melakukan merger
(seperti merger penyelenggasaitching untuk pembentukan NPG), dua atau
lebih perusahaan yang bergerak dalam lini usahg gama bergabung menjadi
satu entitas bisnis yang lebih besar. Jika perasatangan lini usaha yang sama
bergabung maka secara otomatis jumlah pesaing s@ir pgkan berkurang. Hal
inilah yang dapat merusak iklim persaingan sebakaka sedikit jumlah pesaing
di dalam pasar maka akan semakin kecil fleksilsilp@rsaingan di pasar yang
bersangkutan. Pada akhirnya, kondisi ini akan mkang masyarakat dan
kepentingan umurfi*® Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sens¢but
terjadi jika setelah penggabungan, peleburan, @smgambilalihan pelaku usaha
dapat diduga melakukan perjanjian yang dilaféhdegiatan yang dilarafy),

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemamasaras barang dan atau jasa tertentu
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sahadapat merugikan kepentingan umum lihat
Indonesia,Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Pergam Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahu®919LN No. 3817, Pasal 1 angka 1
dan angka 2.

246

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentdmdang-Undang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha&lPL angka 6, persaingan usaha tidak
sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalamjalamkan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan mleaga tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.

7 IndonesialUndang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan PergaimUsaha Tidak

Sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN No.33 Tat®99, TLN No. 3817, Pasal 28
ayat (1).

248 Andi Fahmi Lubis, et. al.Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks
(Jakarta: Deutsche Gesellschaft fiir Technischerdmmmnarbeit (GTZ) GmbH, 2009), him. 192.

249 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bebepeganjian yang dilarang
untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu: (1) Qbgig (2) Penetapan harga (a) Penetapan harga
(b) Diskriminasi harga (c) Jual Rugi (d) Pengaturarga Jual Kembali; (3) Pembagian wilayah;
(4) Pemboikotan; (5) Kartel; (6) Trust; (7) Oligops;, (8) Integrasi vertikal; (9) Perjanjian
Tertutup (a) exclusive distribution agreement (Phg agreement (c) vertical agreement on
discount; (10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

Universitas Indonesia



87

dan atau penyalahgunaan posisi domfirgn® Penilai-an apakah suatu
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapatimbulkan praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehaiskakan melakukan penilaian
terhadap pemberitahuan maupun konsultasi penggabungeleburan, dan
pengambilalihan berdasarkan analfsfs:

1. Konsentrasi pasar;

Hambatan masuk pasar;

Potensi perilaku anti-persaingan;

Efisiensi;

a kM 0D

Kepailitan.

Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, kDilhmadi,
berpendapat bahwa interkoneksi ATM sebagai NPGnbdientu merupakan
praktek monopoli. Pertama, penggabungan (mergeld mmenguntungkan
masyarakat tidak bisa disebut monopoli. Kedua, gabgngan penyelenggara
switching yang akan menjadikan hanya terdapat satu perusalzdau
penyelenggaraswitching menghasilkan efisiensi ekonomi maka juga tidak
monopoli®®* Bank Indonesia telah berkoordinasi dan melakukartemuan
dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) angbahas mengenai

isu monopoli karena secara kelembagaan hanya adpesayelenggarawitching

20 Kegiatan yang dilarang: (1) monopoli dan praktebnopoi; (2) monopsoni; (3)
penguasaan pasar; (4) kegiatan menjual rugi; (Byirkmgan dalam menetapkan biaya produksi;
(6) persengkokolan (a) persengkokolan tender (bB3emgkokolan membocorgan rahasia dagang
atau perusahaan (c) persengkokolan menghambaigagigkn.

%1 Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentamgang-Undang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehaflPL angka 4, posisi dominan adalah
keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai gegaing berarti di pasar bersangkutan dalam
kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atakupgdaha mempunyai posisi tertinggi di antara
pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan ddreyaampuan keuangan, kemampuan akses
pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan orgokesuaikan pasokan atau permintaan
barang atau jasa tertentu.

%2 KPPU, Perubahan atas Peraturan KPPU No.13 Tahun 2010 atemt Pedoman
Pelaksanaan tentang Penggabungan atau PeleburammBatbaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Bkaklonopoli dan Persaingan Usaha
Tidak SehatPeraturan Nomor 10 Tahun 2011.

%3 |pid.

%4 Roy Franedya, “KPPU: Interkoneksi Belum Tentu Mpold” http:/library.unud.ac.id/
kliping/?p=798 diunduh 5 Juni 2012.
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bila terciptasingleNPG. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupagaatu
kejahatan atau bertentangan dengan hukum apalpdsioteh dengan cara-cara
yang adil dan tidak melanggar hukum. Oleh karena ntonopoli itu sendiri
belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usatapit justru yang dilarang
adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yangumgeam monopoli untuk
menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan lyasg disebut sebagai
praktek monopoli atamonopolizing(monopolisasif>®> Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 melarang monopoli secare of reasofr® yang berarti bahwa
monopoli akan dilarang jika monopoli tersebut mekugpersaingan secara
signifikan dan dengan pertimbangan monopoli tersebantinya akan
mengakibatkan praktek monopdli. Monopoli yang terjadi karena keunggulan
produk, atau perencanaan dan pengelolaan bisngs baik, atau terjadi melalui
perjuangan dalam persaingan jangka panjang sehinggaghasilkan suatu
perusahaan yang kuat dan besar serta mampu mengaagsa pasar yang besar
pula, tentu saja bukan merupakan tindakan pengoastes produksi dan
pemasaran barang dan jasa (monopoli) yang dilai@eggan demikian, NPG
yang akan mengakibatkan hanya ada satu penyelenggaching belum tentu
akan menciptakan monopoli yang melanggar UndangabipdNomor 5 Tahun
1999. Apalai jika NPG ini terbentuk karena adangenpntaan atau perintah dari
Bank Indonesia. Selain itu, yang perlu diingat ahperhatikan ialah bahwa
tujuan utama dari NPG adalah efisiensi sistem pgarba bukan mencari

keuntungan bisnis semata.

25 Andi Fahmi Lubis, et. al.Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks
(Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technischerdmsmnarbeit (GTZ) GmbH, 2009), him. 127.

2% Rule of reasonadalah suatu pendekatan yang menggunakan anphsar serta
dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyataddasgai melanggar undang-undang lihat
Andi Fahmi Lubis, et. al. Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Kontdlskarta:
Deutsche Gesellschaft fir Technische Zusammend®eéiZ) GmbH, 2009), him. 82.

%7 Andi Fahmi Lubis, et. al.Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks
(Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technischerdmsmnarbeit (GTZ) GmbH, 2009), him. 133.
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terus meningkat

penggunaannya di masyarakat Indonesia. APMK, terdiri atas kartu Automated
Teller Machine (ATM), kartu debet, dan kartu kredit. Di Indonesia, APMK ini
diatur dalam:

a

PBlI No0.6/30/PBI1/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember 2004
(sudah tidak berlaku)

PBlI No0.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember 2005
(sudah tidak berlaku)

PBI No0.10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/52/PBI/2005
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran  dengan
Menggunakan Kartu tanggal 20 Febuari 2008 (sudah tidak berlaku)

. PBl No0.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009

PBI No0.14/2/PBI1/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu tanggal 6 Januari 2010

SEBI No0.1/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009

SEBI No0.14/17/DASP perihal Perubahan atas SEBI No0.11/10/DASP
perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu tanggal 11 Juni 2012

Secara garis besar ketentuan APMK memuat:

a

Aspek Sistem Pembayaran

Dalam aspek ini, yang diatur ialah pihak (penyelenggara), perizinan, dan
pengawasan dalam kegiatan APMK. Peraturan mengenai APMK mengatur
perizinan bagi pihak atau pelaku utama dalam kegiatan APMK (prinsipal,
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penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, dan atau penyelenggara
penyelesaian akhir). Pihak atau pelaku utama untuk dapat melakukan
kegiatan APMK-nya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank
Indonesia. Masing-masing pihak atau pelaku utama dalam kegiatan
APMK memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dan kewajiban masing-
masing. Kemudian, sebagai pengawasan kegiatan APMK, Bank Indonesia
melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan APMK yang
dilakukan oleh prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kegiatan
kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK.

. Aspek Kehati-hatian

Pengaturan dalam aspek ini terkait dengan penerapan manajemen risiko.
Mangjemen risiko bagi kartu kredit, yaitu mangemen risiko likuiditas,
mang emen risiko kredit, mangjemen risiko operasional, dan mangemen
risiko dalam penggunaan teknologi informasi sedangkan mangjemen risiko
kartu ATM dan atau kartu debet, yaitu meliputi risiko likuiditas, risko
operasional, dan risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Salah satu
bentuk lain dari prinsip kehati-hatian ialah ditetapkannya batas maksimum
nomina dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM, bak
menggunakan kartu ATM atau kartu kredit, serta batas maksimum
nomina dana yang dapat ditransfer antar penerbit kartu ATM melalui
mesin ATM.

. Aspek Perlindungan Nasabah

Penyelenggara APMK dalam menyelenggarakan kegiatannya harus
memperhatikan aspek perlindungan terhadap nasabahnya. Penerapan
perlindungan nasabah yang diatur dalam peraturan mengenai APMK iaah
bahwa penerbit wajib memberitahukan informas tertulis bagi calon
pemegang kartu atau pemegang kartu, seperti prosedur dan tata cara
penggunaan kartu, hak dan kewgjiban, tata cara pengaduan, biaya yang
dikenakan, dan sebagainya. Ketentuan APMK juga memuat pengaturan
mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara
APMK guna meningkatkan keaman APMK, terkait dengan implementasi

teknologi chip dan PIN enam digit.

Universitas Indonesia



91

2. Gerbang pembayaran nasional atau National Payment Gateway (NPG) adalah
suatu switching nasional untuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan
melalui front end delivery channel. Interkoneksi nasional layanan ATM
perbankan merupakan salah satu bagian dari NPG. Risiko bagi bank dengan
interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ialah kapasitas jaringan
operasional yang ada tidak memadai karena meningkatnya transaksi yang
akan mengakibatkan gagalnya transaksi oleh nasabah. Penyelenggara APMK,
terutama daam kartu ATM, sedlayaknya sudah mengetahui akan ada
peningkatan transaks bila terwujud NPG sehingga telah mempersiapkan
peningkatan kapasitas jaringan. Risiko interkoneksi nasional layanan ATM
perbankan bagi nasabah, yakni nasabah tidak melakukan transaksi di ATM,
tetapi rekening terdebet; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak
keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu
tertelan di dalam termina ATM, fraud APMK, dan sebagainya. Nasabah
dapat langsung menghubungi bank untuk melakukan pengaduan nasabah bila
merasa dirugikan dalam menggunakan atau bertransaksi di termina ATM.
Terkait dengan ops atau alternatif model bisnis NPG, dalam ops atau
aternatif pembentukan NPG melalui interkoneksi antarpenyelenggara
switching, potens tidak tercapainya beberapa manfaat yang mungkin dapat
diberikan oleh single NPG serta potensi permasalahan dalam melakukan
interkoneksi dan efisiens jika pada waktu yang akan datang masih ada lagi
bermunculan penyelenggara-penyelenggara switching yang baru sedangkan
dalam ops atau aternatif pembentukan single NPG melalui pembentukan
NPG secara langsung ataupun pembentukan NPG secara bertahap memiliki
risiko akan menimbulkan monopoli. Terkait opsi atau alternatif model bisnis
NPG, perlu mengkaji lebih mendalam lagi dengan pihak yang terkait NPG
karena hingga kini belum ditetapkan model bisnis untuk NPG.
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4.2 Saran

1. Berkaitan dengan peratuan mengenai APMK, peraturan yang ada sekarang
telah melindungi nasabah, bank, maupun industri. Dengan adanya peraturan
baru yang melengkapi peraturan sebelumya maka disarankan kepada
penyelenggara APMK agar pelaksanaan prinsp kehati-hatian dan
perlindungan nasabah diterapkan sehingga penyelenggaraan kegiatan APMK
lebih baik lagi. Bank dan pelaku industri disarankan segera menyiapkan diri
untuk mengimplementasikan ketentuan yang akan berlaku di masa akan
datang, seperti pengimplementasi teknologi chip untuk kartu ATM dan debet,
pin enam digit, dan ketentuan yang baru bagi calon pemegang atau pemegang
kartu kredit. Kemudian, Bank Indonesia sedang menyiapkan SEBI tambahan
terkait dengan APMK, khususnya terkait kartu kredit, yaitu SEBI mengena
bunga dan penyesuaian kepemilikan kartu kredit, disarankan kedua SEBI
tambahan ini segera terbit yang mana akan melengkapi peraturan mengenai
APMK sebelumnya.

2. Alternatif atau opsi pengembangan NPG sebaiknya merupakan opsi yang
disepakati bersama oleh industri agar tidak menimbulkan friks dalam
langkah-langkah selanjutnya. Alternatif atau opsi pengembangan NPG
tersebut sebaiknya sudah dapat disepakati oleh Bank Indonesia dan
penyelenggara APMK secepatnya sehingga NPG dapat segera terwujud. NPG
perlu didukung oleh perangkat hukum atau ketentuan dari Bank Indonesia
sesuai dengan disain NPG yang disepakati agar keberadaan NPG dapat
memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian
hukum dan memiliki kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya, Bank
Indonesia telah memiliki rencana kerja (road-map) sebagai acuan dalam
pengembangan NPG, akan tetapi untuk tahap awal rencana kerja tersebut tidak
terlaksana dengan baik ataupun terlambat. Oleh karenaitu, rencanakerjayang
ada sekarang disarankan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu
sehingga pelaksanaan NPG sesual dengan harapan.
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LAMPIRAN



Lampiran 1

Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Meaggn Kartu

| | Daftar Prinsipal Kartu ATM

No. ‘ Nama Prinsipal ‘ Nama Jaringan
1 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS ATM Bersama
2 | DAYA NETWORK LESTARI ALTO
3 | RINTIS SEJAHTERA Prima
4 | PT. MASTERCARD INDONESIA Cirrus
5 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Plus
| | Daftar Penerbit Kartu ATM
No. Mama Penerbit No. Mama Penerbit
1 BANK AGRC NIAGA 28 B.P_.D. LAMPUNG
2 BANK ARTOS INDOMESIA 29 B.P.D. MALUKL
3 BANEK ICBE BUMIPUTERA, Thk 30 B.P.D. NUSA TENGGARA BARAT
4 BANK CAPITAL INDONESIA 31 B.P.D. RIAU
5 BAMNK CENTRAL ASIA Thik 32 B_P.D. SULAWESI SELATAN
& BANK CIMB MNIAGA Thk 33 B.P.D. SULAWESI TENGAH
7 BANK DANAMON INDOMNESIA Thk 34 B.P_D. SULAWESI TENGGARA
8 BANEK DB5 INDONESIA 35 B.P_D. SULAWESI UTARA
9 BANK GAMESHA 36 B.P.D. SUMATERA BARAT
10 BANK HARDA INTERMASIONAL 37 B.P.D. SUMATERA UTARA
11 BANK H5 1206 38 BPR EKA BUMI ARTHA
1z BANEK INA PERDANA 39 BPR KARYAJATNIKA SADAYA
13 BANEK INDEX SELINDC 40 BPR SEMOGA JAYA ARTHA
14 BANK ONB KESAWAN Tbk 41 CITIBANK
15 BANK KESEIAHTERAAN EKOMNOMI 42 HONGEOMG & SHANGHAI BANKING CORP
16 BANK MUTIARA Tbk 43 BPR DANAGUNG ABADI
17 THE BANE OF TOKYO-MITSHUBISHI UF) 44 BPR DANAGUNG BAKTI
18 BANEK OF INDHA 45 BPR DANAGUNG RAMULTI
19 B.T. PENSIUMNAN NASIOMNAL 46 BANE AGRIS
20 B.P.D. ACEH 47 BANE PANIN SYARIAH
21 B.P.D. BALI 43 BANEK SINAR HARAPAN BALI
22 B.P.D. BENGKULU 49 CENTRATAMA NASIOMNAL BANE
23 B.P.[. JABAR BANTEN SYARIAH 50 BPR DANA NUSANTARA
24 B.P.D. JAMEBI 51 BANE NATIONALNOBU
25 B.P.0. KALIMANTAN BARAT 52 BPR SUPRA ARTAPERSADA
26 B.P.D. KALIMAMNTAN TENGAH 53 BPR BARELANG MANDIRI
27 B.P.0O. KALIMANTAN TIMUR




(Lanjutan)

| | Daftar Penyelenggara Kliring Kartu ATM

No. ‘ Nama Penyelenggara Kliring Nama Jaringan
1 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS ATM Bersama
2 | DAYA NETWORK LESTARI ALTO
3 | RINTIS SEJAHTERA Prima
4 | PT. MASTERCARD INDONESIA Cirrus
5 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Plus

| | Daftar Penyelenggara Settlement Kartu ATM

No. ‘ Nama Penyelenggara Settlement ‘ Nama Jaringan
1 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS ATM Bersama
2 | DAYA NETWORK LESTARI ALTO
3 | RINTIS SEJAHTERA Prima
4 | PT. MASTERCARD INDONESIA Cirrus
5 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Plus

| | Daftar Prinsipal Kartu Debet

Nama Prinsipal Nama Jaringan
1 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS ATM Bersama
2 | DAYA NETWORK LESTARI ALTO Debet
3 | RINTIS SEJAHTERA Prima Debet
4 | PT. MASTERCARD INDONESIA Maestro
5 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Electron
6 [ PT. UNION PAY INDONESIA cup




| | Daftar Penerbit Kartu Debet

(Lanjutan)

No. Mama Penerbit No. Name Penerbit
1 | ANZ PANIN BANK 28 | BANEKE ROYAL INDOMNESIA
2 | BANK BCA SYARIAH 29 | BANEK SBI INDONESIA
3 | BANK BUKOPIN 30 | BANE SINARMAS
4 | BANK BUMI ARTA 31 | BANEK SYARIAH MAMNDIRI
5 | BANK CENTRAL ASIA Thk 32 | MEGA SYARIAH INDONESIA
6 | BANK CIMB MIAGA Thk 33 | BANK UCB BUAMNA
7 | BANK COMMONWEALTH 34 | BANE VICTORIA INTERNATIONAL Thk
& | BANK DANAMON INDONESIA Thk 35 | BANE WINDU KENTIAMNA INTERMNATIONAL Tok
9 | BANK EKONOMI RAHARIA Thk 36 | B.P.D. DKl JAKARTA
10 | BANEK PUNDI INDONESIA Thk 37 | B.P.D. JABAR BANTEN
11 | BANK HANA 38 | B.P.D. JAWA TENGAH
12 | BANK INTERMASIONAL INDOMNESLA Thk 39 | B.P.D. JAWA TIMUR
13 | BANK JASA JAKARTA 40 | B.P.D. KALIMANTAN SELATAN
14 | BANK MANDIRI (PERSERD) Thik 4] | B.P.D. NUSA TENGGARA TIMUR
15 | BANK MASPION INDOMESIA 42 | B.P.D. PAPUA
16 | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Thk 43 | B.P.D. SUMSEL DAN BABEL
17 | BANK MEGA Thk 44 | CITIBAMK
18 | BANK MESTIKA DHARMA 45 | RABOBANK INTERMASIOMNAL INDONESIA
19 | BANK MUAMALAT INDOMNESIA 46 | STANDARD CHARTERED BANK
20 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 47 | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERMNASIONAL
21 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Thk 48 | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP
22 | BANK OCBC MISP Tbk 49 | BANE ANTAR DAERAH
23 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) 50 | B.P.D.YOGYAKARTA
24 | PAN INDOMESIA BANK LTD. Thk 51 | BANE MAYORA
25 | BANK PERMATA Thk 52 | BANK OF CHINA
26 | BANK RAKYAT INDOMNESIA (PERSERD) Thk 53 | BNI SYARIAH
27 | BANK SYARIAH BRI 54 | BANE CHIMATRUST INDOMNESIA

| | Daftar Acquirer Kartu Debet

Nama Acquirer

Nama Acquirer

1 | BANK BUKOPIN BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)
2 | BANK CENTRAL ASIA Tbk 10 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQO) Thk
3 | BANK CIMB NIAGA Tbk 11 | BANK PERMATA Thk

4 | BANK DANAMON INDONESIA Thk 12 | BPD NUSA TENGGARA TIMUR

5 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Thk 13 | BPD SUMATERA SELATAN

6 | BANK MANDIRI (PERSERO) Thk 14 | CITIBANK

7 | BANK MEGA Tbk 15 | PT. FINNET INDONESIA

8 | BANK MESTIKA DHARMA 16 | B.P.D. JABAR BANTEN




| | Daftar Penyelenggara Kliring Kartu Debet

(Lanjutan)

No. ‘ Nama Penyelenggara Kliring Nama Jaringan
1 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS ATM Bersama
2 | DAYA NETWORK LESTARI ALTO Debet
3 | RINTIS SEJAHTERA Prima Debet
4 | PT. MASTERCARD INDONESIA Maestro
5 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Electron

| | Daftar Penyelenggara Settlement Kartu Dehet

No. ‘ Nama Penyelenggara Settlement ‘ Nama Jaringan
1 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS ATM Bersama
2 | DAYA NETWORK LESTARI ALTO Debet
3 | RINTIS SEJAHTERA Prima Debet
4 | PT. MASTERCARD INDONESIA Maestro
5 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Electron

| | Daftar Prinsipal Kartu Kredit

No. ‘ Nama Prinsipal ‘ Nama Jaringan
1 | PT. AMERICAN EXPRESS INDONESIA American Express
2 | PT.JCB INTERNATIONAL INDONESIA JCB
3 | PT. MASTERCARD INDONESIA Mastercard
4 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Visacard
5 | PT. UNION PAY INDONESIA CUP

| | Daftar Penerbit Kartu Kredit

No. | Nama Penerbit ‘ No. | Nama Penerbit
1 | ANZ PANIN BANK 11 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)
2 | BANK BUKOPIN 12 | PAN INDONESIA BANK LTD. Thk
3 | BANK ICB BUMIPUTERA, Thk 13 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Thk
4 | BANK CENTRAL ASIA Thk 14 | BANK PERMATA Thk
5 | BANK CIMB NIAGA Thk 15 | CITIBANK
6 | BANK DANAMON INDONESIA Thk 16 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANK CORP
7 | BANK ICBC INDONESIA 17 | BANK OCBC NISP Tbk
8 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbhk 18 | STANDARD CHARTERED BANK
9 | BANK MANDIRI (Persero) Thk 19 | BANK UOB BUANA

10 | BANK MEGA Tbk 20 | BNI SYARIAH




(Lanjutan)

| | Daftar Acquirer Kartu Kredit

No. ‘ Nama Acquirer ‘ No. ‘ Nama Acquirer
1 | BANK PERMATA 7 | BANK RAKYAT INDONESIA
2 | BANK CENTRAL ASIA 8 | BANK MANDIRI
3 | BANK MEGA 9 | BANK DANAMON INDONESIA
4 | BANK BUKOPIN 10 | BANK NEGARA INDONESIA
5 | CITIBANK 11 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA
6 | BANK CIMB NIAGA 12 | INDOPAY MERCHANT SERVICES

| | Daftar Penyelenggara Kliring Kartu Kredit

Nama Penyelenggara Kliring Nama Jaringan
1| PT.JCB INTERNATIONAL INDONESIA JCB
2 | PT. MASTERCARD INDONESIA Mastercard
3 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Visacard

| | Daftar Penyelenggara Settlement Kartu Kredit

No. ‘ Nama Penyelenggara Settlement ‘ Nama Jaringan
1 | PT.JCB INTERNATIONAL INDONESIA JCB
PT. MASTERCARD INDONESIA Mastercard

3 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA Visacard




Lampiran 2

Wawancara Bank Indonesia

Nama Narasumber : Pramudya Wicaksana

Jabatan Narasumber : Asisten Manajer Divisi Pengegdn Instrumen
Pembayaran, Grup Pengembangan dan Kebijakan Sistem
Pembayar, Bank Indonesia

Tanggal Penelitian : Senin, 14 Mei 2012

» Gerbang pembayaran nasional aiational Payment GatewayNPG) adalah
suatuswitching nasionaluntuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan
melaluifront end delivery channel

e Latar belakang NPG. Pada awalnya pembayaran riezhihki risiko yang
kecil, bahkan tidak ada, tetapi kemudian terus dratkang sehingga muncul
risiko-risiko. Oleh karena itu, dibentuk rencanangeenai NPG yang bertujuan
efisiensi sistem pembayaran. Selain itu, bagi hadiknesia, dengan adanya
NPG maka Bank Indonesia akan mendapatkan datesseedsaeal time

e Tujuan NPG ialah untuk efisiensi, mitigasi risik@erluasaan sistem
pembayaran, dan lain-lain.

* Interkoneksi nasional ATM merupakan bagian dari Nf&Bg mana nantinya
semua ATM dari bank manapun akan terhubung at&orteksi satu dengan
lainnya.

» Kesulitan untuk mewujudkan interkoneksi nasionaMAterdapat di penyatuan
pemikiran dan keinginan banyak pihak. Pihak-pihakgyterlibat tidak semua
secara aktif mendukung.

« Terkait rencana pengembangan NPG ini, Bank Indangsdah melakukan
kajian sejak tahun 2009. Kemudian terhadap disttaisikajian dengan industri
serta pihak-pihak terkait. Selain itu juga memblertiin task force

» Perbedaan layanan ATM yang sekarang dengan bilaMBG telah terwujud
ialah dengan adanya NPG, nanti semua ATM terkongksg mana nasabah
dari bank manapun dapat menggunakan ATM bank apapuseluruh
Indonesia.



(Lanjutan)

e Alternatif model bisnis atau bentuk NPG, vyaitu (ahterkoneksi
antarpenyelenggarawitching (b) pembentukan NPG secara langsung (c)
pembentukan NPG secara bertahap

* Risiko interkoneksi nasional ATM sebagai bank, bdgank dengan
interkoneksi ATM tersebut maka volume transaksi nakaenjadi besar
sehingga memerlukan kapasitas jaringan &&orage yang besar untuk
penyelenggaraan ATM. Apabila tidak dilakukan, admlngkinan gagal bayar
yang tidak hanya merugikan nasabah, tetapi jug&.lBagi nasabah, risiko
penggunaan tidak berbeda dengan sebelumnya, sepastabah tidak
melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdelm@sabah melakukan
transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah mktakutransaksi, tetapi
hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam madiM.

*Dari hasil wawancara ini juga didapatkan hasii&ajNPG tahun 2009.



Lampiran 3

Wawancara Bank XYZ

Nama Narasumber : Wahid
Jabatan : Staf Dana dan Jasa Bank XYZ
Waktu wawancara : 4 Juni 2012

Daftar pertanyaan

1. Apakah peran dan atau kegiatan Bank XYZ dalam penggaraan kartu

ATM?

BANK XYZ merupakan Lembaga Keuangan Perbankan yaergeran
sebagai Issuer (Penyedia Kartu Debit/Kredit/e-Mgney Dalam
pelaksanaannya BANK XYZ memiliki target pencapguamiah card holder
tiap tahunnya.

. Bagaimankah mekanisme penyelenggaan kartu ATM dkB&r'Z (prosedur,
persyaratan, tata cara penyelesaian sengketagbaganya)?
Penyelenggaraan kartu ATM (debit) berawal dari BivDana dan Jasa
sebagai Divisi Bisnis yang memiliki target card dwi, kemudian
dikoordinasikan dengan Divisi Sentra Operasionatuknproses Pencetakan
kartu. Setelah kartu dicetak maka akan di distrikais ke kantor cabang
Bank XYZ untuk dilakukan penjualan.

. Bagaimanakah implementasi PBI No. 14/2/PBI/2012 dBBI No.

11/11/PBI/2009 tentang Kegiatan PenyelenggaraargaterMenggunakan
Kartu oleh Bank XYZ?

Implementasi BANK XYZ terhadap aturan PBI tersedudah terakomodir
melalui prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalgrinsip KYC (Know
Your Customer), dimana nasabah yang menginginkaerpéan kartu untuk
bertransaksi, harus mengajukan aplikasi dan bertelaongsung dengan
petugas di Kantor Cabang. Selain bertatap langswegfikasi juga

(Lanjutan)



dilakukan melalui pengisisan formulir data lengka@gsabah, copy identitas,
dan tandatangan nasabah yang sudah memastikan nocantd@ aturan yang

berlaku.

. Bagaimana pendapat Bank XYZ terkait rencana inteeksi nasional layanan
ATM (national switchingy perbankan sebagalational Payment Gateway
(NPG)?

(NPG merupakan lembaga yang melaksanakan fugvgsthing kliring, dan
setelmen transaksi pembayaran (khususnya ritelraseslaktronis) melalui
berbagai delivery channel bagi seluruh industri penyelenggara sistem
pembayaran di Indonesia. Pengembangan NPG dilakuktuk peningkatan
efisiensi sistem pembayaran ritel dan mikro. Ban#tohesia menginginkan
adanya sistem pembayaran yang terpadu atau tesragegsehingga tercipta
sistem pembayaran yang lebih efisien)

Pada saat awal dikarenakan aturan tentang NPG sabelum dikeluarkan
secara resmi, kemungkinan yang ideal adalah fuklishg dan settlement
akan dilakukan oleh Bl dengan pelaksana sistem aj@rasionalnya tetap
oleh switching eksisting. Adapun pada tahap setagpi kemungkinan
switching tetap beroperasi namun diantara switchimgmbangun sistem

sehingga dapat terintegrasi. Dengan (harga transgaag sama).

. Menurut Bank XYZ, bagaimana bentuk atau model bismterkoneksi

layanan ATM yang tepat untuk Indonesia?

Idealnya memang akan ada satu perusahaan switchidgnana

pembentukannya diserahkan ke regulator. Karena igakan membentuk
super switching baru, akan ada konflik diantaratsiving eksisting, karena
bagaimanapun sampai saat ini mereka sudah mennll@stasi yang besar
dan telah beroperasi dengan baik sesuai ServiceslLAgreement masing-

masing.



(Lanjutan)

6. Apakah perbedaan penyelenggaraan ATM sebelum delalsgerlaksannya
interkonesia layanan ATM sebagai NPG (jika suddakesana)?
Perbedaan apabila terdapat interkoneksi antar sinitg adalah, komunikasi
ke sisi nasabah akan lebih mudah karena tidak adp perbedaan pricing
dari masing2 switching yang saat ini masih ada.uLaksesabilitas nasabah

pun akan semakin luas dengan dapat bertransaksidder ke bank manapun.

7. Apasajakah keuntungan dan kerugian adanya intekkomasional layanan
ATM perbankan?
Keuntungannya sudah dijelaskan pada jawaban no.6.
Dari sisi kerugian kemungkinan tidak ada selagnisspricing transaksi tidak

mengalami perubahan.

8. Apasajakah risiko-risiko dalam penyelenggaraarukaitM?
Risiko lebih kearah bagaimana memiliki aturan ydogk terkait proses
distribusi, penyimpanan, maupun aplikasi ke nasalizdn Bank BANK XYZ
sudah memiliki aturan yang baku untuk menghindastepsi terjadinya

penyalahgunaan baik dari internal maupun eksternal.

9. Apasajakah risiko-risiko dengan adanya interkoneksional layanan ATM
perbankan, baik bagi bank maupun bagi nasabahgji#ah terlaksana)?
Resiko yang muncul mungkin saat adanya proses sijgramun resiko tidak
bersifat “high”, karena lebih kearah bagaimana bankdapat

mengkomunikasikan dengan baik ke nasabah.

10.Adakah langkah-langkah yang telah disiapkan BankZxifuk menyiapkan
recanan NPG ini?
Langkah yang dilakukan Bank sebenarnya menunggaratyang baku dari
Bl, adapun perubahan di sisi teknis Bank lebih kbapenentuan priority

routing di masing-masing Bank.



(Lanjutan)

11.Apakah saran Bank XYZ agar penyelenggaraan ATMdohesia lebih baik
dan efisien?
Terdapat beberapa standarisasi yang baik mengensA & Standarisasi
tampilan / fasilitas gallery ATM (CCTV,dll), sertaturan lain agar
diseragamkan mengingat demi kepentingan keamanan ldayamanan

nasabah yang bertransaksi.



